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Daerah) Daerah 2019) 2019) 2019)
Bungo Maju dan Memperkuat Menyediakan Indeks Infrastruktur M1.1=M1.2/2 Indeks. Pengembangan Indeks Infrastruktur M1+M2+M3/3 Meningkatnya Indeks Kualitas (AL+A2+A’ Program irigasi T Jumlah Bendungan, Pengelolaan SDA  Tersedianya Jumlah Jumlah T Jumlah Bendungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Sejahtera pembangunan infrastruktur yang  Daya Saing Daerah kualitas Daerah (M1.1) Infrastruktur Daerah Kualitas Fasilitas  Fasilitas Pelayanan  6+A7)/7 sumber dayaair  kabupaten dalam  Pengelolaan Sumber Perkuatt Tebing dan  dan Bangunan bendungan, perkuat perkuat tebingdan  Perkuatt Tebing dan Bendungan Bendunganyang  yang dibangun Ruang
infrastruktur untuk mantap infrastruktur yang Daerah Pelayanan Publik  Publik Bidang Ke PU- kondisi baik (A1) Daya Air (SDA) Embung Kondisi pengaman pantai  tebing dan embung  embung dan Embung Kondisi baik
mendukung mantap Bidang Ke PU-an  an (M1) Baik ditambah pada wilayah dan penampung air  penampung air Baik dibagi Jumlah
kemajuan daerah Panjang Jaringan  sungai(WS) dalam  lainnya lainnya Bendungan,
Irigasi Kabupaten  1(satu) dacrah Perkuatt Tebing dan
dalam kodnsi Baik  kabupaten Embung di
dibagi Jumlah Kabupaten di kali
Bendungan, seratus persen
Perkuatt Tebing dan
Embung di
Kabupaten ditambah Pembangunan Terbangunnya Jumlah Embung dan
[ Embung dan Embung dan Penampung air
Irigasi kabupaten Penampung Air Penampung Air lainnya yang
dalam kondisi baik Lainnva Lainnva vang baik __dibansun
e p— Pembangunan Terbangunnya Panjang bangunan
persen tebing
Perkuatan Tebing  Perkuatan Tebing  yang dibangun
vang hailk
Pembangunan Terbangunnya Jumlah sumur air
Sumur Air Tanah  sumur airtanah  tanah untuk air
Untuk Ari Baku untuk air baku baku yang dibangun
Rehabilitasi Embung Tersedianya Embung Jumlah Embung dan
dan Air dan Air Air
Lainnya Lainnya Lainnya yang
direhahilitasi
Pengembangan dan  Tersedianya DI yang Jumlah DI yang Panjang jarimgam itasi T Panjang jaringan
pengelolaan sistem  baik terpelihara itigasi kabupaten  jaringan irigasi jaringan irigasi irigasi permukaan
irigasi primer dan dalam kondisi baik  permukaan permukaan yang direhabilitasi
sekunder pada dibagi panjang
dacrah irigasi yang irigasi Kabupaten
Iuasnya dibawah dikali seratus
1000 Ha dalam persen
1(satu) dacrah
kabupaten
Operasi dan Beroperasi dan Panjang Jaringan
pemeliharaan terpeliharanya Irigasi Permukaan
jaringan irigasi jaringan irigasi yang Dioperasikan
rermulkaan rermulkasn dan Direlihara
Program T akses Jumlah Rumah Pengelolaan dan  Tersedianya SPAM  Jumlah SPAM yang  Jumlah Sambungan Supervisi Tersusunnya Jumlah Rencana,
dan Pengembangan  penduduk yang airminumyang  tangga yang Pengembangan yang baik terpelihara rumah yang Pembangunan/Peni Rencana, Kebijakan, Strategi
Sistem Air Minum  berakses air minum  baik terakses air minum  Sistem penyediaan terpasangdibagi  ngkatan/Perluasan/ Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
(a2) dibagi Jumlah air minum (SPAM) di Jumlah Rumah Perbaikan SPAM  dan Teknis SPAM  yang disusun
Rumah Tanggadi  daerah Tangga di kali
kali seratus persen  Kbupaten/Kota seratus persen
Pembangunan SPAM Terbangunnya SPAM Jumlah
Jaringan Perpipaan  Berbasis Masyarakat sambungan rumah
di Kawasan yang terlayani
Perdesaan melalui Kegiatan
Padat Karya/SPAM
Berbasis Masyarakat
Perluasan SPAM  Terbangunannya  Jumlah Jaringan
Jaringan Perpipaan  SPAM SPAM yang
di Kawasan IKK/Perkotaan terbangun
Perkotaan atau SPAM Tematik diperkotaan
Tertentu
Oprasi dan Tersedianya Kapasitas SPAM
Pemeliharaan SPAM Jaringan SPAM yang IKK/Perkotaan
di Kawasan dipelihara atau SPAM
Perkotaan diperkotaan Tematik Tertentu
vang terhaneun
Oprasi dan Terpeliharanya Jumlah unit SPAM
Pemeliharaan SPAM SPAM Berbasis Berbasis
di Kawasan Masyaraka Masyarakat yang
Perdesaan mendapatkan
operasi dan
remeliharaan
Program drainase T saluran Panjang Saluran  Pengelolaan dan  Tersedianya saluran panjang saluran  Panjang Saluran  Penyusunan Tersusunnya Jumlah Rencana,
dan Pengembangan Drainase dalam pengembangan drainase yang drainase yang Drainase dalam Rencana Kebijakan Rencana, Kebijakan, Strategi

dalam kondisi baik  drainase yang baik
(A3)

Sistem Drainase Kondisi Baik dibagi  sistem drainase terbangun terbangun Kondisi Baik dibagi ~ strategis dan telknis Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Total Panjang yang terhubung Total Panjang sistem drainase dan Teknis Sistem  Drainase Perkotaan
Saluran Drainase  langsung dengan Saluran Drainase  perkotaan Drainase Perkotaan yang Disusun
dikali seratus sungai dalam daerah dikali seratus
persen kabupaten persen
Supervisi Terlaksananya Jumlah
peni i
ngkatan/rehabilitas Supervisi Supervisi
isitem drainase  Pembangunan/Peni Pembangunan/Peni
perkotaan ngkatan/Rehabilitas ngkatan/Rehabilitas
i Sistem Drainase i Sistem Drainase
Perkotaan Perkotaan
Pembangunan Terbangunnya Panjang Saluran
sistem drainase Saluran Drainase Drainase
perkotaan dan Perkotaan Perkotaan  yang
Lingkungan Dibangun
Peningkatan Meningkatnya Panjang Saluran
Saluran drainase Saluran Drainase Drainase
perkotaan Perkotaan Perkotaan yang
Ditingkatkan
Rehabilitasi saluran Terehabilitasinya  Panjang saluran,
drainase perkotaan  saluran drainse drainse perkotaan
perkotaan yang direhabilitasi
Operasi dan Beroperasi dan Panjang Saluran
pemeliharaan Terpeliharanya Drainase yang
sistem drainase Sistem Drainase Dioperasikan
dan Dinelihara
i saluran Terehabilitasin Panjang saluran
drainase saluran drainse drainse Lingkungan
Lingkungan Lingkungan yang dilakukan
direhabilitasi
Program Penataan  Persentase Tersedianya Jumlah Bangunan  Penyelenggaraan  Tersedianya Jumlah Jumlah T Jumlah
Gedung Gedung Gedung  dalam kondisi baik  bangunan gedung  Bangunan gedung  yang dibangun dalam kondisi baik  penerbitan Izin Penerbitan Penyelenggaraan
daerah dalam Daerah dalam dibagi total jumlah  diwilayah daerah  yang baik dibagi total jumlah  Mendirikan Persyaratan Penerbitan
kondisi baik (4) Kondisi baik bangunan milik kabupaten , bangunan milik (MB), Gedung
kabupaten dikali  pemberian lzin kabupaten dikali  sertifikat laik fungsi (PBG), Sertifikat Bangunan Gedung
seratus persen Mendirikan seratus persen (SLF), peran tenaga Laik Fungsi (SLF),  (PBG), Sertifikat
Bangunan (IMB) dan ahli bangunan peran Tim Profesi  Laik Fungsi (SLF),
Sertifikat Laik gedung (TABG), Ahli (TPA), peran Tim Profesi
fungsi bangunan pendataan bangunan Pendataan Ahli (TPA),
gedung gedung, serta Bangunan Gedung, ~Pendataan
serta i Gedung,
SIMBG SIMBG serta Implementasi
SIMBG
Perencanaan, Tersusunnya Jumlah Dokumen
dan
dan dan
bangunan gedung  Pemanfaatan Pemanfaatan
daerah Gedung Gedung
Daerah Daerah
Kota ¥nta
Program Persentase Jalan  Terlaksananya, Panjang Jalan dalam Penyelenggaraan  TersedianyaJalan  Panjang Jalan Panjang Jalan dalam Penyusunan Tersusunnya Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan  Kabuaten Dalam  Penyelenggaraan  kondisi Mantap Jalan Kabupaten  dan Jembatan yang terbangun/terpeliha kondisi Mantap Rencana Kegiatan, rencana Hasil pelaksanaan
Jalan Kondisi Mantap (5) ~ Jalan yang mantap  dibagi Panjang Jalan baik ra dibagi Panjang Jalan Kebijakan dan pengembangan jalan Advis dan Layanan
Kabupaten dikali Kabupaten dikali  Strategi strategis Teknis, Kajian
seratus persen seratus persen Pengembangan Kebijakan, Bantuan
Jaringan Jalan serta Teknis,
Perencanaan Teknis Bimbingan
Penyelenggaraan Teknis,
Jalan dan Jembatan Pengelolaan
Pengendalian
Pembebasan Luas  Lahan Luas  Lahan
lahan/Tanah untuk yang — Tersedia  yang  Tersedia
Penyelenggaraan  untuk untuk
.Jalan
Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Panjang jalan yang,
lingkungan ibangun

perkotaan dan

Rekontruksi Jalan  Terbangunnya jalan
lingkungan
perkotaan dan

nerdesaan

Panjang Jalan
yang Dilakukan
Rekonstruksi
Talan

Pemeliharaan
Berkala Jalan

Terpeliharanya ruas
jalan kabupaten
secara berkala

Panjang Jalan
yang Dilakukan
Pemeliharaan
Secara Rerkala




FUNGSI PROSES BISNIS LEVEL 1 PROSES BISNIS LEVEL 2

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN oPD
Pemeliharaan Rutin Terpeliharanya jalan Panjang Jalan
Jalan kabupaten secara  yang Dilakukan
rutin Pemcliharaan
Secara Rutin
Persentase T Jumlah Jembat; T Jumlah Jembatan  Jumlah Jembatan  Pembangunan Terbangunnya Panjang jembatan
Jembatan Dalam dalam kondisi baik  Jalan Kabupaten ~ jembatan yang baik yang dalam kondisi baik  Jembatan jembatan yang dibangun
Kondisi Baik (6) Jembatan yang baik dibagi jumlah terbangun /terpeliha dibagi jumlah
jembatan Kabupaten ra jembatan Kabupaten
dikali seratus dikali seratus
persen persen
Rehabilitasi Terpeliharanya Panjang Jembatan
Jembatan jembatan yang Dilakukan
Rehabilitasi
Program Ketaatan Terhadap Tersedianya RTRW Jumlah Penetapan rencana  Tersedianya RTRW  Jumlah RTRW yang Jumlah Pelaksanaan Tersedianya RTRW  Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan  RTRW (7) yang Baik Pembangunan yang tata ruang wilayah yang baik baik yang i ji
Penataan Ruang dilaksanakan sesuai (RTRW) dan rencana dilaksanakan sesuai substansi, evaluasi, Substansi, Evaluasi
RTRW dibagi Jumlah rinci tata ruang RTRW dibagi Jumlah konsultasi evaluasi dan Penetapan
peruntukkan dikali (RRTR) peruntukkan dikali dan penetapan RTRW
seratus persen seratus persen RTRW kabupaten Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Tersedianya Jumlah Koordinasi terwujudnya Jumlah  Dokumen
tata it tata tata i i it
pengendalian ruang yang baik ruang ruang pelaksanaan tata  Pelaksanaan
pemanfaatan ruang ruang Penataan Ruang
daerah kabupaten
Progran jumlah a DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
dan pengembangan  rumah di wilayah  pengelolaan dan PERMUKIMAN
sistem air limbah  pengembangan pengembangan
SPALD sistem Air Limbah
domestik dalam
dacrah
kata
Meningkatkan Persentase (B1+B2+B3)/3  Program Persentase Meningkatnya (C1+C2+C3)/3 T Jumlah Fasilitas  Pengadaan, Jumlah Persentase Realisasi Dinas Perhubungan
Kualitas pelayanan Peningkatan ian dan dan dan fasilitas jalan Sub Kegiatan
Publik di Bidang  Pelayanan Sektor Lalu Lintas dan Pengawasan Lalu  Pengendalian dan Rekayasa Lalu Manajemen kesclamatan jalan  yang terpasang Perbaikan dan fasilitas
Perhubungan Perhubungan (M2) Angkutan Jalan Lintas (B1) Pengamanan Lalu Lintas untuk Rekayasa Lalu (€1 dibagi jumlah Pemeliharaan keselamatan jalan
(LLAY) Lintas Jaringan Jalan Lintas kebutuhan dikali  Perlengkapan Jalan
Kabupaten/Kota 100% dalam rangka
i dan
Persentase 100% dikurang Pengawasandan  Jumlah kegiatan  Persentase Realisasi
peningkatan angka  (jumlah dan  SubKegiatan
keselamatan jalan lalu lintas dibagi  Efektivitas pengaturan lalu
raya (C2) jumlah ruas jalan  Pelaksanaan lintas
per 1000 m dikali  Kebijakan untuk
100%) Jalan
Kota
Penerbitan lzin Terlaksananya Persentase lokasi  Jumlah lokasi Koordinasi dan Jumlah kegiatan  Persentase Realisasi
Penyelenggaraan  Penyelenggaraan  parkir terkelola (C3) parkiryangsudah  Sinkronisasi pengawasan dan  SubKegiatan
dan dikelolah dibagi Pengawasan pembangunan
Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir jumlah lokasi parkir Pelaksanaan lzin  fasilitas parkir
yang tersedia dikali Penyelenggaraan
100% dan Pembangunan
Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten /Kota
Persentase Meningkatnya (C4+C5+C6)/ 3 Penyediaan Tersedianya Persentase Jumlah Prasarana  Pembangunan Jumlah Kegiatan  Persentase Realisasi
Pengembangan Persentase P Jalan Jalan di P yang Jalan di Sub Kegiatan
Teknik sarana dan  Pengembangan di Jalan Jalan Kabupaten ~ Prasarana dibangun dibagi Jalan Prasarana
pembangunan Teknik sarana dan Kabupaten /Kota Bungo 4)  jumlah Kota
prasarana serta pembangunan prasarana
Informasi prasarana serta perhubungan dikali
perhubungan (B2)  Informasi 100%
rarhnkinaan
Pengujian Berkala  Terlaksananya Persentase uji Jumlah kendaraan  Pemeliharaan Jumlah kegiatan  Persentase Realisasi
Kendaraan Bermotor Pengujian (KEUR) Kendaraan  yang diuji dibagi Sarana dan pemeliharaan Sub Kegiatan
Kendaraan Bermotor Bermotor (C5) jumlah wajib uji Prasarana Pengujian sarana dan prasara
dikali 100% Berkala Kendaraan  pengujian
Bermotor kendaraan bermotor
Penetapan Rencana Terlaksananya Persentase Jumlah, Penetapan Jumlah Persentase Realisasi
Induk Jaringan Penyebarluasan Penyebarluasan Penyebarluasan Kebijakan dan Penyebarluasan Sub Kegiatan
LLAJ Informasi LLAJ Informasi bidang  Informasi bidang  Sosialisasi Rencana Informasi bidang
Kabupaten /Kota perhubungan (C6)  perhubungan dibagi Induk Jaringan perhubungan

jumlah hari dalam 1 LLAJ
tahun dikali 100%  Kabupaten/Kota

=}

Persentase Meningkatnya (€7+C8)/2 i T Jumlah Arus Pengendaliandan  Jumlah kegiatan  Persentase Realisasi
Pelayanan Angkutan Persentase Angkutan Umum  Angkutan Orang i Arus dan  SubKegiatan
(B3) Pelayanan Angkutan untuk Jasa dan/atau barang Penumpang Angkutan Ketersediaan pengawasan
Angkutan Orang ~ perdesaan/perkotaa Angkutan Pedasaan/Perkotaan Angkutan Umum  penyediaan jasa
dan/atau Barang  n Pedasaan/Perkotaan N Tahun dibagi untuk Jasa angkutan
antar Kota dalam 1 ©7 Jumlah Arus N-1  angkutan Orang  orang/barang
(satu) Daerah dikali 100% dan/atau Barang
Kabupaten /Kota Antar Kota dalam 1
(satu)
[Kota
T a Jumlah Kendaraan  Rehabilitasi dan  Jumlah kegiatan  Persentase Realisasi
Terminal Terminal Peningkatan Angkutan Barang N Pemeliharaan rehabilitasi dan Sub Kegiatan
Penumpang Tipe C  Penumpang / Jumlah Kendaraan ~ Tahun dibagi Terminal (Fasilitas pemeliharaan
Barang Angkutan Barang  Jumlah Kendaraan Utama dan terminal
(c8) N-1 dikali 100% Pendukung)
Program Jumlah Jenis Penerbitan Izin Tersedianya Jumlah Jenis Jumlah Jenis Fasilitasi Penerbitan Jumlah Persentase Realisasi
i dan Layanan yang Mendirikan Fasilitas Penunjang Layanan Kawasan  Layanan Kawasan  Izin Mendirikan Pemeliharaan dan  Sub Kegiatan
Kerjasama dalam  Koordinasi dan tersedia dibagi jenis Bangunan Tempat ~ Penerbangan Sisi Darat Bandar  Sisi Darat Bandar ~ Tempat Tinggal Rehabilitasi Jenis
Penyelenggaraan  Kerjasama dalam  layanan yang Pendaratan dan Udara (C9) Udara tersedia Landas dan Layanan Kawasan
Bandara dan Penyelenggaraan  dibutuhkan dikali  Lepas Landas Mendarat Helikopter Sisi Darat Bandar
Administrasi(B4)  Bandara dan 100% Helikopter Udara tersedia
Indeks Program Informasi  Persentase Meningkatnya Jumlah informasi Jumlah ian Jumlah infromasi  Layanan Hubungan Meningkatnya Jumlah kerja sama Dinas Kominfo
layanan imformasi  informasi publik (M3) Informasi dan Komunikasi  Informasi ketersediaan pembangunan Informasi dan ketersedian informasi pembangunan Media ketersediaan sarana dengan media
publik Pembangunan Publik Pembangunan informasi daerah yang Komunikasi Publik  informasi pembangunan daerah yang dan prasarana
Daerah yang di Daerah yang dise Pemerintah Daerah daerah yang di disebarluaskan pada media masa dan
sebarluaskan disebarluaskan daerah yang di melalui media dibagi Kabupaten/Kota dacrah yang di sebarluaskan tahun berjalan infromasi
Melalui Media melalui Media sebarluaskan jumlah keseluruhan sebarluaskan melalui media
ditambah melalui media informasi
Persentase Jumlah pembangunan
Perangkat teknologi dacrah dikali 100

informasi OPD yang
terintegrasi dibagi 2

Jumlah kerja sama.
dengan radio lokal

Jumlah spanduk
vane dicetak
Jumlah papan bunga

Jumlah baliho
Jumlah kartu
ucanan

Jumlah jasa
pemasangan baliho

Penguatan Kapsitas Meninfkatnya Jumlah sarana dan
Sumbaer Daya ketersediaan prasarana milik
Komunikasi Publik  informasi melalui  pemerintah yang
radio milik terpelihara
nemerintah
Penguatan Tata Meningkatnya Jumlah kelompok
Kelola Komisi kinerja kelompok  informasi
Informasi di Daerah  infromasi masyarakat yang
difasilitasi
Monitoring Opini  Meningkatnya Jumlah pengaduan

dan Aspirasi Publik  Jumlah pengaduan  yang ditindak lanjuti
yang ditindak lanjuti

Program aplikasi Jumlah tata  Jumlah Nama Jumlah domain yang Jumlah Domain.id dan Jumlah Domain di
Informatika Perangkat teknologi  kelola teknologi yang Domain yang telah  pelayanan di kelola dan di yang di Nama i Bungo
informasi OPD yang Pemerintahan i i dibagi oleh domain i i dibagi jumlah OPD  Domain dan Sub  informasi melalui

terintegrasi Berbasis jumlah Pemerintah Pusat Domain dalam domain di Kabupaten
teknologi OPD dan Sub Domain di Penyelenggaraan  Bungo

lingkup Pemerintah Pemerintahan

Daerah Daerah

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan  Meningkatnya Jumlah tower
Sistem Jaringan  kinerja pengawasan jaringan
Intra Pemerintah  jaringan telkomunikasi yang

telkomunikasi diawasi
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‘SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN OPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OPD
Pengelolaan e- OPD dalam Nilai Sistem Nilai SPBEdibagi  Penyelenggaraan  Meningkatnya Jumlah aplikasi
Bungo i jumlah OPD Sistem Komunikasi Jumlah aplikasi yang terintegrasi

Lingkup Pemerintah

Berbasis Elektronik

Intra Pemerintah
Daerah

yang terintegrasi

Pengmbangan
Aplikasi dan Proses
Bisnis
Pemerintahan
Berbasisi Elektronik

Meningkatnya
kinerja
pemerintahan
berbasis elektornik

Jumlah aplikasi
yang mendukung
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBEI

Indeks

kualitas lingkungan Perumahan dan

pemukiman yang
nyaman

Permukiman (M1.2)

Pengembangan
Kawasan
Permukiman

Indeks kualitas
lingkungan
permukiman

21472+23+74+25/5 Meningkatnya
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH) (21)

IKLH = 30% IKA +
30% IKU+ 40% IKTL

Program
Pengendalian
Pencemaran dan
atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Program
Perencanaan
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)

Jumlah Dokumen
Perencanaan
L

Meningkatnya
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Meningkatnya
Kualitas Dokumen

Daerah
Kabupaten/Kota
IKLH = 30% IKA +  Kegiatan
30% IKU+ 40% IKTL Pencegahan
Pencemaran

dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup
Kabupaten / Kota

Jumlah Dokumen
Perencanaan Penyelenggaraan

Kegiatan

Hidup

Lingkungan Hidup

L Hidup  Kajian Lingkungan
pada Tahun Berjalan Hidup Strategis
(KLHS)
Kahnnaten /Kata

Meningkatnya
Indeks Kualitas Air,
Udara dan Tanah

Indeks Kualitas Air,
Indeks Kualitas
Udara. Indeks
Kualitas Tutupan
Lakan

Jumlah Dokumen
Kajian Lingkungan
Hidup Stategis
(KLHS) Kabupaten

Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan

Lingkungan Hidup
dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara
dan Lant

Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS
Rencana Tata Ruang

Pembuatan dan

Indeks

Dinas L

T Uji
Kualitas Air, Udara
dan Tutupan Lahan

Meningkatnya
Kualitas Dokumen
KLHS Tata Ruang
yang berkualitas

Meningkatnya

Kualitas Air,
Pengukuran Indeks
Kualitas Udara,
Pengukuran Indeks
Kualitas Tutupan
Lahan

Dokumen KLHS
Rencana Tata Ruang

Dokumen KLHS

Hidup

Pelaksanaan KLHS ~ Douken KLHS RPIMD
RPJPD/RPJMD RPJMD yang
herlenalitas
PROGRAM Penetapan Hak MHA Pelestarian MHA dan Kegiatan Pengakuan Pelestarian MHA dan Jumlah MHA yang Koordinasi, Tersedianya data  Jumlah MHA
PENGAKUAN kearifan lokal atau MHA, Kearifan kearifan lokal atau  diakui Sinkronisasi, dan Informasi Kearifan Lokal atau
KEBERADAAN pengetahuan Lokal, Pengetahuan pengetahuan fiaan Data,
MASYARAKAT tradisional Tradisional, dan Hak tradisional dan Informasi Keberadaan MHA  Tradisional dan Hak
HUKUM ADAT (MHA), MHA yang terkait Pengakuan Kearifan Lokal atau  Kearifan Lokal atau
KEARIFAN LOKAL dengan PPLH MHA
DAN HAK MHA YANG Kearifan Lokal atau Tradisional dan Hak Tradisional dan Hak
TERKAIT DENGAN Pengetahuan Kearifan Lokal atau MHA terkait dengan
PPLH Tradisional dan Hak Pengetahuan PPLH
Kearifan Lokal atau Tradisional dan Hak
Pengetahuan MHA terkait dengan
Tradisional dan Hak PPLH
MHA terkait dengan
PPLH
Meningkatnya Persentase ketaatan  Jumlah usahadan Program Persentase Ketaatan Meningkatnya Jumlah usaha dan  Kegiatan Meningkatnya Persentase Ketaatan Jumlah usaha dan Verifikasi Lapangan Memfasilitasi Jumlah Pelaku
penanggung jawab  terhadap izin atau kegiatan yang Bahan Limbah atau kegiatan yang  Penyimpanan Ketaatan Pelaku Pengelolaan Limbah atau kegiatan yang untuk Memastikan ~Pelaku Usaha dalam Usaha yang
usaha yangtaat  lingkungan PPLH dan taat dibagi jumlah  Berbahaya dan B3 Limbah Bahan taat dibagi jumlah  Sementara Limbah usaha dalam B3 taat dibagi jumlah
terhadap izin PUULH yang usahadan atau Beracun (B3) dan Berbahaya dan usahadan atau Pengelolaan usahadan atau
lingkungan, izin  diterbitkan (22) kegiatan yang Limbah Bahan Beracun (LB3) kegiatan yang Penyimpanan kegiatan yang dan i dan i dan
PPLH dan izin PUU diawasi kali 100%  Berbahaya dan diawasi kali 100% Sementara LB3 diawasi kali 100%  Teknis Teknis Teknis
LH yang diterbitkan Beracun (LIMBAH i i i
B3) Limbah Limbah bah
B3 B3 B3 (Izin TPS LB3)
Progran ketaatan Jumlah usahadan  Kegiatan ketaatan Jumlah usaha dan Fasilitasi Memfasilitasi Jumlah Izin PPLH
dan Pengawasan terhadap izin ketaatan terhadap  atau kegiatan yang  dan Pengaawasan  Ketaatan Terhadap terhadapizin atau kegiatan yang  Pemenuhan Pemenuhan dan PUU LH yang
TerhadapIzin lingkungan PPLH  izin lingkungan taat dibagi jumlah  Terhadap usaha usaha dan/atau lingkungan PPLH taat dibagi jumlah dan dan oleh
Lingkungan dan Izin dan PUULH yang PPLHdan PUULH  usahadan atau dan/atau Kegiatan ~ Kegiatan yanglzin  dan PUULHyang  usahadan atau Kewajiban Izin Kewajiban Izin Pemerintah Daerah
Perlindungan dan  diterbitkan yang diterbitkan kegiatan yang yang lzin Lingkungan dan Izin diterbitkan kegiatan yang Lingkungan Lingkungan
Pengelolaan diawasi kali 100%  Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan diawasi kali 100%  dan/atau lzin PPLH  dan/atau Izin PPLH
Lingkungan PPLH diterbitkan
Hidup(PPLH) oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Meningkatkan Jumlah Usaha
dan/atau Kegiatan ~ Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan
yang Izin dan/atau Kegiatan  yang diawasi -
Lingkungan, Izin  yang lzin Jumlah Usaha
PPLH yang Lingkungan, Izin  dan/atau
diterbitkan oleh PPLH yang kegiatanyang taat
Pemerintah Daerah diterbitkan oleh
Kabupaten /Kot Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kot
Program Jumlah Tkut kompetisi Kegiatan Pemberian Meningkatkan Jumlah Penilaian Kinerja ~ Meningkatkan -Penilaian Adipura
Penghargaan penghargaan di untuk meraih i Masyarakat/Lembag Kepedulian ~Penilaian Adiwiyata
Li Hidup  bidang i di Lingkungan Hidup ~ Terhadap Lingkungan Hidup a Masyarakat/Dunia Terhadap -Penilaian Kalpataru
untuk Masyarakat  hidup bidang Lingkungan Tingkat Daerah Kelestarian Usaha/Dunia Perlindungan dan
Hidup Kabupaten /Kota Lingkungan Hidup Pendidikan/Filantro Pengelolaan
pi dalam Lingkungan Hidup.
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Program| Persentase Terfasilitasinya Pengaduan Kegiatan T i Jumlah Peng Koordinasi dan Terkoordinasi dan  Jumlah Pengaduan
yang i i yang i i i yang
ditangani per jumlah Peng pan Sanksi T i
Li Hidup terkait terkait di di Administrasi , Sengketa dan/atauu
hidup hidup yang  Bidang Perlindungan Bidang Perlindungan i K
i dikali  dan dan Sengketa, dan/atau an Hidup
100% Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup Penyidikan
(PPLH) Kabupaten /  (PPLH) Lingkungan Hidup di
Kota Luar Pengadilan
atau Melalui
Pengadilan.
Meningkatnya Persentase sampah  Persentase Program Jumlah Kegiatan Meningkatnya Persentase Jumlah Penanganan Peningkatan Jumlah pembatas
pengelolaan yang dikelola (23) Per / Sampah Sampah / Sampah dengan Penanganan timbulan sampah
sampah ditambah timbulan sampah  Persampahan Jumlah Timbulan Sampah Jumlah Timbulan  melakukan Sampah
Persentase Sampah dikali 100 Sampah dikali 100 Pemilahan,
Penanganan % % Pengumpulan,
Pengangkutan, Jumlah
Pengolahan, dan Pemanfaatan
Pemrosesan Akhir kembali sampah
Sampah di Jumlah Pendauran
TPA/TPST/SPA ulang sampah
/ Kota
Persentase sampah Jumlah Penanganan Persentase Jumlah Penanganan Pemilahan /
yang dikelola / Jumlah Timbulan Penanganan / Jumlah Timbulan Peneumpulan
Sampah dikali 100 Sampah Sampah dikali 100 Pengangkutan
% % Pengolahan
Pemprosesan Akhir
Program Ruang a luas Luas RTH kawasan Luas kawasan RTH Pengelolaan RTH  Meningkatnya luas Luas area Taman  DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Keanekaragaman  Terbuka Hijau (RTH) kawasan RTH dibagi Luas wilayah Keanekaragaman  kualitas kawasan RTH Kota yang kota yang dikelola area taman Perkotaan yang PERMUKIMAN
Hayati (KEHATI) Bungo  Hayati RTH Kota dikelola dibagi Luas perkotaan yang dikelola
dikali seratus. Kabupaten /Kota kawasan RTH kota dikelola
dikali seratus.
Pengelolaan Taman Meningkatnya luas  Luas area TPU yang
Taman dikelola
hayati lainnya Umum (TPU) yang
dikelola.
Mengembangkan  Pesentase Program Persentase Tanah di kepemilikan lahan Luas tanah Penataan Terselesaikanya  Terlaksanaya Jumlah seluruh T Jumlah Dinas Nakertrans
kawasan Pembangunan Pembangunan Kawasan di kawasan kawasan Penataan Penduduk Pernasalahan di Transmigrasi yang
T kawasan Kawasan T igrasi yang T i T Penduduk yang T igrasi di bagi Setempat Sekitar  kawasan telah memiliki hak
(z4) Transmigrasi Bersetifikat bersertifikat dibagi  Berasal dari 1 (Satu) kawasan kawasan degan jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi kepemilikan lahan
Luas Tanah Daerah transmigrasi transmigrasi wilayah Transmigrasi
kawasan Kabupaten /Kota transmigrasi yg
transmigrasi di X telah memiliki
100 sertifikat lahan x100
Program Satuan Jumlah Satuan Terwuj T jumlah wilayah Penguatan SDM Terbinanya jumlah masyarakat
P iman yang P i dan  Pemukimanyang  Satuan SDM SDM i yang  dalam rangka masyarakat kawasan
Kawasan dibina. terbina kawasan  dibina dibagi Pada Tahap kemandirian satuan kemandirian satuan ada di bagi degan  Kemandirian Satuan kawasan transmigrasi yang
Transmigrasi Transmigrasi Jumlah satuan i an i jumlah pelatihan
pemukiman X 100 i yang ekonomi Sosial dan
sudah megikuti Budaya
pelatihan ekonomi
sosbut x100
Persentase jumlah Jumlah Sarana dan jumlah sarana dan  Penguatan Terwujudnya jumlah sapras yang
Sarana dan prasarana terkelolah prasarana yangada  Infrastruktur Sosial, perencanaan teknis terkelola dengan
prasarana yang dengan baik dibagi dikawasan Ekonomi dan pemukiman, baik
Dikelolah dengan Jumlah Sarana dan di dalam sarana
baik Parasarana di bagi dengan jumlah Rangka dan prasarana

Kawasan
Transmigrasi di X
100

sarana dan
prasarana di kelolah
x100

Kemandirian Satuan
Pemukiman

kawasan serta
pengembangan
masyarakat.
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‘TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN ‘SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN OPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OPD
Rasio Pe Luas Program Persentase Rumah  Meningkatnya Jumlah Rumah Pendataan Tersedianya data Persentase jumlah  Jumlah rumah Identifikasi Tersusunnya data jumlah rumah di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
kualitas layak huni (25) layak huni dibagi  Pengembangan Layak Huni dilokasi pengendalian dan  Layak Huni dilokasi penyediaan dan rumah data rumah yang  teridentifikasi perumahan di lokasi rumah rawan lokasi rawan PERMUKIMAN
Perumahan dan luas permukiman Perumahan rawan bencana atau pengawasan rawan bencana atau rehabilitasi rumah  teridentifikasi teridentifikasi rawan bencana di rawan bencana atau bencana atau bencana atau
Kawasan dalam Kabupaten relokasi program  terhadap relokasi program  korban bencana rawan bencana atau rawan bencana di  lokasi rawan terkenarelokasi  terkena relokasi terkena relokasi
Permukiman Bungo Kota kota atau relokasi relokasi program  lokasi rawan bencana atau program program program
perumahan dibagi jumlah rumah program Kabupaten /kota bencana atau terkena relokasi kota. kota. kota
seluruhnya dikali  Kabupaten/kota terkena relokasi  program yang diidentifikasi.
seratus. program Kabupaten /kota
Kabupaten/kota.  dibagi jumlah
rumah keseluruhan
di lokasi rawan
bencana atau
terkena relokasi
program
Kabupaten /kota
dikali seratus
Penerbitan lzin Meningkatnya Persentase rumah _ Jumlah rumah yang Koordinasi dan Meningkatnya Jumlah
Pembangunan dan  bangunan gedung  yang mendapat mendapat sinkronisasi jumlah Bangunan  Rekomendasi
pengembangan yang sesuai dengan gedung yang Persetujuan
perumahan tata bangunan Persetujuan PBG/IMB dibagi pembangunan dan  memiliki Bangunan Gedung
Bangunan Gedung / jumlah rumah pengembangan Persetujuan (PBG) yang
IMB keseluruhan dikali perumahan Bangunan Gedung  dikeluarkan.
[ pRGY
Program Kawasan _ Persentase Menurunnya luasan luas Kawasan Luas Kawasan Perbaikan Rumah _ Meningkatnya jumlah bedah
Permukiman menurunnya area kawasan permukiman Kualitas Kawasan kualitas kawasan Kawasan permukiman Tidak Layak Huni Jumlah Rumah rumah dalam
Kawasan permukiman kumuh perkotaan  Permukiman kumuh perkotaan.  permukiman kumuh perkotaan Layak Huni (RLH)  kawasan
permukiman kumuh perkotaan  yang ditangani Kumuh dengan Luas kumuh perkotaan  yang ditangani bagi Masyarakat  Permukiman
kumuh perkotaan. dibagi luas di Bawah 10 yang ditangani dibagi Luas Berpenghasilan kumuh yang
permukiman (sepuluh) Ha Kawasan! Rendah (MBR) di dilaksanakan
perkotaan permukiman dalam Kawasan
keseluruhan dikali kumuh perkotaan Permukiman
seratus. seluruhnya dikali Kumuh
seratus.
Kerja sama Meningkatnya jumlah PSU
perbaikan RTLH kualitas PSU kawasan
beserta PSU kawasan Permukiman
Permukiman kumuh yang
kumuh dihaneun
Program Perumahan Persentase Meningkatnya Luas kawasan jumlah  jumlah rumah yang Perbaikan Rumah  Meningkatnya Jumlah rumah di
dan Kawasan menurunnya area  Kualitas Kawasan  permukiman layak Perumahan dan kualitas rumah rumah yang diperbaiki di luar  Tidak Layak Huni  Jumlah Rumah Luar Kawasan
Permukiman Kawasan Permukiman huni perkotaan Kawasan diluar kawasan diperbaiki di luar  kawasan kumuh di untuk Pencegahan Layak Huni (RUH)  Permukiman
Kumuh permukiman perkotaan dibagi Luas kawasan Permukiman kumuh kawasan kumuh  bagi jumlah rumah  terhadapTumbuh  bagi Masyarakat  Kumuh yang
kumuh perkotaan. permukiman Kumuh pada Daerah uruhan di luar dan diperbaiki
perkotaan dikali  Kabupaten/Kota B naan e a il Permukiman Rendah (MBR) di luar
seratus. kali seratus. Kumuh diluar Kawasan
Kawasan Permukiman
Permukiman Kumuh
Kumuh dengan Luas
di Bawah 10
(sepuluh) Ha
Program Persentase Luas Urusan Meningkatnya Persentase Jumlah p T Jumlah Dokumen
P yang di kualitas li yang di dukung Penyelenggaraan  ketersediaan PSU  perumahan yang  yang dilengkapi PSU penyediaan PSU Dokumen PSU Perumahan
Prasarana, Sarana  dukung dengan PSU permukiman dengan PSU dibagi  PSU Perumahan Perumahan dilengkapi PSU dibagi jumlah Perumahan Perencanaan yang disusun
dan Utilitas Umum Luas permukiman perumahan penyediaan PSU
(PSU) keseluruhan dikali keseluruhan dikali Perumahan
seratus seratus
Penyediaan PSUdi _ Meningkatnya jumlah PSU
perumahan untuk  kualitas fungsi perumahan yang
menunjang fungsi  hunian perumahan. dibangun
hunian
Program Ruang a luas Luas RTH kawasan Luas kawasan RTH  Pengelolaan RTH _ Meningkatnya luas Luas area Taman
Keanekaragaman  Terbuka Hijau (RTH) kawasan RTH dibagi Luas wilayah Keanekaragaman  kualitas kawasan RTH Kota yang kota yang dikelola area taman Perkotaan yang
Hayati (KEHATI) Bungo  Hayati RTH Kota dikelola dibagi Luas perkotaan yang dikelola
dikali seratus. Kabupaten /Kota kawasan RTH kota dikelola
dikali seratus.
Pengelolaan Taman Meningkatnya luas Luas area TPU yang
Taman dikelola
hayati lainnya Umum (TPU) yang
dikelola.
Formula Indikator Indikator Sasaran g, iu1q ndikator  Program Prioritas Indikator Program  Lormula Indikator Indikator Sasaran  Farmula Indikator Indikator Program  Sasaran Program  Formula Indikator Sasaran Keglatan Indikator Kegiatan Formula Indikator Sup Kegiatan OPD g, oy gy Indikator Sub
vist Misi 2 Tujuan Indikator Tujuan | g . o paerah Sasaran Daerah ”‘;:::‘_T)‘" Sasaran Daerah e Daerah Daerah e P""";‘:‘:::’““' Sasaran OPD OPD (IKU OPD) Sasaran OPD Program OPD £ € Program OPD Kegiatan OPD € OPD € Kegiatan OPD (M D";;‘;‘;o Tha Kegiatan OPD Kegiatan OPD Penanggungjawab OPD
Bungo Maju dan Meningkatkan Mewujudkan Indeks Hasil perhitungan _ Meningkatnya akses Rata-rata Lama Hasil Perhitungan __ Peningkatan Rata-Rata Lama Hasil Perhitungan _ Meningkatnya Indeks prestasi Jumlah pemuda Program Persentase pemuda _ Peningkatan jumlah pemuda yang Penyadaran, Meningkatnya Jumlah kelompok _jumlah kelompok  Koordinasi, Peningkatan peserta Jumlah peserta Dinas Porapar
Sejahtera Sumber Daya manusia yang Pembangunan BPS layanan pendidikan Sekolah (RLS) Badan Pusat Partisipasi Sekolah (RLS) Badan Pusat prestasi bidang kepemudaan berprestasi dibagi  Pengembangan yang dibina Kapasitas dibina berdasarkan Pemberdayaan dan  jumlah pemuda pelatihan bagi pemuda kader dan  yang i untuk i
Manusia (SDM) yang terdidik dan sehat ~ Manusia (IPM) Statistik (BPS) Pendidikan Dasar Statistik (BPS) Kepemudaan jumlah pemuda yang Kapasitas Daya berdasarkan event  Kepemudaan event dibagi jumlah  Pengembangan kader Kab/Kota yang pemuda kader kab/kota yang Penyelenggaraan  untuk mengikuti  program /kegiatan
unggul dan mengikuti event  Saing Kepemudaan event dikali 100 Pemuda dan berprestasi Kab/Kota EH S Peningkatan program /kegiatan  kepemudaan seperti
kompetitif melalui dibidang Kepemudaan Kapasitas Daya kepemudaan seperti Napak
pelayanan kepemudaan dikali terhadap Pemuda Saing Pemuda Kader Napak Tilas,KWP,JPI,KIPAN
pendidikan yang 100 Pelopor Kabupaten/Kota Tilas,KWP,JPLKIPAN dan Pemuda Pelopor
berkualitas dan Kabupaten /Kota, ,dan Pemuda Pelopor yang terfasilitasi
pelayanan Wirausaha Muda yang terfasilitasi  dan Jumlah lembaga
kesehatan yang Pemula, dan Pemuda dan Jumlah lembaga kepemudaan dan
terjangkau. Kader kepemudaan dan  Kepramukaan yang
Kabupaten /Kota Kepramukaan yang diberdayakan dan
diberdayakan dan difasilitasi
difasilitasi
Penyelenggaraan  Peningkatan Jumlah Peserta
Seleksi dan Jumlah Peserta Paskibraka yang
Pelatihan Pasukan Paskibraka yang memenuhi kriteria
Pengibar Bendera memenuhi kriteria berkualitas dan
berkualitas dan memiliki
memiliki
Pemberdayaan dan Jumlah Organisasi Peningkatan Peningkatan jumlah jumlah Organisasi
Pengembangan Kepemudaan yang Kapasitas Pemuda  jumlah Organisasi  Kepemudaan yang
Organisasi dibina Tingkat dan Organisasi Kepemudaan dibina
Kepemudaan Daerah Kab/Kota Kepemudaan
Tingkat Daerah M
Meningkatnya Indeks prestasi jumlah cabang Program Persentase atlet Peningkatan jumlah jumlah atlet Pembinaan dan Meningkatnya Jumlah cabang jumlah cabang
prestasi bidang olahraga olahraga yang Pengembangan berprestasi Tingkat  atlet berprestasi berprestasi dibagi  Pengembangan jumlah cabang olahraga yang dibina olahraga yang dibina Sinkronisasi dan  ketersediaan fasilitas olahraga
olahraga beprestasi dibagi  Kapasitas Daya Provinsi dan Tingkat Provinsi dan seluruh atletyang  Olahraga Pendidikan olahraga yang dan di dan di fasilitas sarana yang layak untuk
jumlah cabang Saing Keolahragaan Nasional Nasional mengikuti cabang  pada Jenjang diberikan pada tahun berjalan  Penyediaan Sarana ‘turanamen menurut
olahraga yang dikuti olahraga yang Pendidikan yang : dan Prasarana cabang olahraga
dikali 100 dilimbakan dikali menjadi Olahraga
100 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Jumlah Penyelenggaraan,  Meningkatnya Jumlah
Pengembangan Penyelenggaraan Pengembangan dan festival olahraga  Penyelenggaraan
Olahraga Rekreasi Festival Olahraga Pemasalan Festival yang Festival Olahraga
Rekreasi dan dan Olahraga T Rekreasi
Sarana Prasarana Rekreasi
yang terpelihara
Penyelenggaraan Jumlah Cabang Penyelenggaraan _ Meningkatnya Jumlah atlit yang
Kejuaraan Olahraga Olahraga yang Kejuaraan dan jumlah atlityang  memiliki
Tingkat Daerah diikiuti Tingkat Pekan Olahraga ‘memiliki kompetensi untuk
Kabupaten /Kota Daerah Tingkat Kab/Kota  kompetensi untuk  mengikuti
Kabupaten /Kota mengikuti Kejuaraan Tingkat
Kejuaraan Tingkat ~Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten  dan Provinsi
dan Provinsi
n Indeks 3 UL X100 Program pembinaan Tingkat Kegemaran Jumlah Kunjugan i + Durasi Jumlah Pengembangan dan _ Penyebar luasan Dinas Per dan Arsip Dacrah
Kualitas Pelayanan Literasi Masyarakat ) perpustakaan membaca Perpustakaan + Buku yang dibaca  Perpustakaan Aktivitas Aktif yang Informasi Koleksi
Perpustakaan yang /3 Tingkat Daerah Perpustakaan Aktif / Jumlah Layanan Perpustakaan Perpustakaan
Efektif Kabupaten / Kota  Dusun/Desa dan seluruh Per berbasis dengan Jumlah
Perpustakaan Perpustakaan x 100 Elektronik Penduduk
Sekolah dan Khusus
Pembinaan Meningkatkan Persentase
Perpustakaan pada  Jumlah Perpustakaan
satuan Pendidikan  Perpustakaan yang  sesuai SNP

Dasar di seluruh
Wilayah Kabupaten /
Kota sesuai dengan
SNP

memenuhi Standar
Nasional

Pembinaan Meningkatkan Tingkat Kunjungan
Per Jumlah
Khusus Tingkat Perpustakaan
Kahimaten / Kota
kan
Kapasitas ~ Tenaga Jumlah Tenaga Tenaga Teknis dan

dan
Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten /
Kota

Perpustakaan

Rasio
Bahan Pustaka Jumlah Koleksi Koleksi
Minimal 5% Perpustakaan
Pertahun dengan Jumlah

Penduduk
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dan kan
Pengembangan Jumlah Tenaga Tenaga SDM untuk
Bahan Pustaka Pengelola Pengelolaan Bahan
Perpustakaan Perpustakaan
Pemberdayaan Meningkatkan Jumlah Kegiatan  Jumlah yang Sosialisasi Budaya Meningkatkan . Keterlibatan
Gemar Membaca  Keterlibatan yang dikerjasamakan /  Baca Literasi pada Masyarakat Masyarakat dalam
Tingkat Dacrah Kelompak dikerjasamakan  Jumlah Kegiatan  satuan Pendidikan terhadap Kegiatan Kegiatan
Kabupaten / Kota  Masyarakat dalam Perpustakaan Dasar n Perpustakaan Perpustakaan
Kegiatan Pendidikan Khusus (Insklusi Sosial)
Perpustakaan serta Masyarakat
Pemberian Menciptakan Jumlah Keterlibatan
Penghargaan Prestasi di Kegiatan Masyarakat dalam
Gerakan ~ Gemar Gerakan ~ Gemar kegiatan Lomba
Memhaca Memhaca
Pengembangan Peningkatan Jumlah Keterlibatan
Literasi  Berbasis Keterlibatan Masyarakat dalam
Insklusi Sosial Masyarakat dalam  Kegiatan Sosial
Berkegiatan
Meningkatnya Angka partisipasi Jumlah siswa umur Pengelolaan APM SD/MI Meingkatnya nilai  Jumlah Siswa umur sekolah jumlah sekolah Penambahan Ruang peningkatan jumlah Jumlah ruang kelas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
angka partisipasi  sekolah wajibbelajar  7-15 tahun dibagi  Pendidikan APM SD/MI 7-12 tahun dibagi  Pendidikan Sekolah Pelayanan dasar yang dasar yang Kelas baru ruang kelas baru  yang dibangun
sekolah wajib pendidikan 9 tahun  jumlah penduduk 7- penduduk usia 7-12  Dasar Pendidikan yang ~ memenuhi SPM memeuhi SPM
belajar pendidikan 15 tahun dikali 100 tahun dikali 100 merata dan dengan sarana dan  sarana dan prasana
9 tahun berkualitas jenjang  prasarana dibagi jumlah
Sekolah Dasar sekolah dasar dikali Pembangunan ‘meningkatnya Jumlah ruang
100 Ruang Guru/kepala jumlah ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU guru/kepala Sekolah/ Tu yang
sekolah /TII dihanenn
Pembangunan meningkatnya Jumlah Ruang UKS
Ruang unit jumlah ruang UKS  yang dibangun

Kesehatan Sekolah

Pembangunan
Ruang Perpustakaan
Sekolah

meningkatnya
jumlah ruang
Perpustakaan

Jumlah Ruang
Perpustakaan Yang
dibangun

Pembangunan
Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

meningkatnya
jumlah sarana
prasarana dan
wtilitas sekalah

Jumlah sarana ,
prasarana dan
utilitas yang
dibanonn

Pembangunan
Rumah Dinas kepala
Sekolah/Guru/
Penjaga Sekolah

meningkatnya
jumlah Rumah dinas
Kepala
sekolah/Guru/Penja
oa sekalah

Jumlah rumah
dinas kepala
sekolah/Guru/Penja
ga yang dibangun

Rehab sedang/berat meningkatnya Jumlah ruang kelas
Ruang kelas jumlah ruang kelas  yang direhab
dalam kondisi baik
Rehab sedang/berat meningkatnya Jumlah ruang
ruang Kepala jumlah ruang kepala kepala
Sekolah/Guru/TU  sekolah/guru/Tu  sekolah/Guru/Tu
dalam kondisi baik  yang direhab
Rehab sedang/berat menignkatnya Jumlah sarana,

Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah

jumlah ruang
sarana prasarana
dan utilitas sekolah
dalam kondisi baik

prasarana dan
utilitas yang direhab

Rehab Sedang/berat
Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penj
aga Sekolah

peningkatan jumlah
rumah dinas kepala
sekolah/gur/penjag
a sekolah dalam
kondisi baik

Jumlah rumah
dinas kepala
sekolah/guru/Penja
ga yang direhab

Pengadaan Mebel
Sekolah

‘meningkatnya
jumlah mebel pada
satuan pendidikan

Jumlah satuan
pendidikan
mendapatkan mebel

Pengadaan ‘meningkatnya Jumlah satuan
Perlengkapan jumlah pendidikan
Sekolah perlengkapan mendapatkan
sekolah perlengkapan
sekolah
Pengadaan ‘meningkatnya Jumlah siswa

Siswa

perlengkapan siswa

perlengkapan

Penyediaan Personil meningkatnya jumlah personil

Peserta Didik jumlah personil peserta didik

Sekolah Dasar peserta didik sekolah dasar
sekolah dasar

Pengadaan Alat meningkatnya Jumlah sekolah

Praktik dan peraga
Siswa

ketersediaan alat
praktek dan peraga

mendapatkan alat
praktek dan peraga

Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar

meningkatnya
penyelenggaraan
operasional sekolah
dasar

Jumlah sekolah
yang menerima
dana BOS

Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan Dana.
BOS Sekolah Dasar

peningkatan
kualitas dan mutu
tenaga pengelola
dana bos

Jumlah tenaga
pengelola yang
berkualitas

Persentase Angka
kelulusan SD/MI

Jumlah lulusan
dibagi jumlah siswa
tingkat tertinggi
SD/MI dikali 100

Penyelenggaraan
Proses belajar dan
ujian bagi Peserta
Didik

meningkatnya
proses belajar dan
ujian bagi peserta
didik

Jumlah satuan
pendidikan yang
menyelenggarakan
asesmen nasional

Penyiapan dan

Tindak lanjut

Evaluasi Satuan
idilcan Dasar

peningkatan
ketersediaan data
pokok pendidikan

Jumlah sekolah
yang telah
menginput data
danndile

Pembinaan Minat
Bakat dan
kreatifitas Siswa

Meningkatnya
minat dan
kreatifitas siswa

Jumlah peserta
pembinaan minat
bakat dan kreatifitas

Rasio guru kelas
ASN SD/MI

Jumlah guru kelas
ASN dibagi jumlah
murid dikali 10.000

Penyediaan Pendidik
dan tenaga
kependidikan bagi
satuan pendidikan
Sekolah Dasar

meningkatnya
ketersediaan jasa
pendidik dan tenaga
kependidikan

Jumlah Pendidik
dan Tenaga
kependidikan yang
dibayar jasanya.

Jumlah gruru yang
mengikuti pelatihan

jumlah guru yang
mengikuti pelatihan

Pengembangan karir
pendidik dan Tenaga

peningkatan mutu
tenaga pendidik

Jumlah peserta
pelatihan

guru penggerak dibagi seluruh guru  Kependidikan pada
dikali 100 satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
Pembinaan peningkatan Jumlah Koordinator
Kelembagaan dan  kualitas dan mutu  wilayah yang
Managemen koordinator wilayah  dibiayai
Sekolah operasionalnya
APM SMP/MTS Meingkatnya nilai  Jumlah siswa umur sekolah jumlah sekolah Penambahan Ruang peningkatan jumlah Jumlah ruang kelas
APM SMP/MTS 13 - 15 tahun dibagi Sekolah tingkat tingkat  Kelas Baru ruang kelas baru  yang dibangun
umur penduduk Menengah Pertama  Pendidikan yang ~ pertama dengan pertama yang
dikali 100 merata dan sarana dan memiliki sarana  Pembangunan meningkatnya Jumlah ruang
berkualitas jenjang prasarana yang prasana yang Ruang Guru/Kepala jumlah ruang Guru/Kepala
Sekolah i itas dibagi  Sekolah/Tu guru/kepala Sekolah/ Tu yang
Menengah Pertama jumlah sekolah seleolah /TI1 dibanonn
tingkat Jumlah Ruang UKS
pertama dikali 100  Ruang UKS jumlah ruang UKS  yang dibangun
Pembangunan ‘meningkatnya Jumlah Ruang
Perpustakaan jumlah ruang Perpustakaan Yang
Sekolah Per dibaneun
Pembangunan meningkatnya jumlah laboratorium
L jumlah yang di bangun
Pembangunan meningkatnya Jumlah rumah
Rumah Dinas kepala jumlah Rumah dinas dinas kepala
sekolah/guru/penjaKepala sekolah/Guru/Penja
ga sekolah sekolah/Guru/Penja ga yang dibangun
oa sekalah
Pembangunan meningkatnya Jumlah sarana ,

sarana, prasarana
dan utilitas sekolah

jumlah sarana
prasarana dan
wtilitas sekalah

prasarana dan
utilitas yang
dibanonn

Rehab sedang/berat
gedung sekolah

Meningkatnya
jumlah gedung
sekolah dalam
kondisi haik

jumlah gedung
sekolah dalam
kondisi baik



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN opD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN orD
Rehab sedang/berat meningkatnya jumlah ruang kelas
ruang kelas sekolah jumlah ruang kelas dalam kondisi baik
dalam kondisi baik
rehab sedang /berat meningkatnya jumlah ruang guru
ruang guru sckolah jumlah ruang guru  dalam kondisi baik
dalam kondisi baik
Rehab sedang/berat _meningkatnya jumlah ruang unit
ruang unit ruang unit kesehatan dalam
keschatan sekolah  keschatan dalam  kondisi baik
kondisi baik
rehab sedang/berat meningkatnya jumlah
per per dalam per dalam
sekolah Kondisi baik kondisi baik
rehab sedang/berat _meningkatnya jumlah laboratorium
laboratorium laboratorium dalam  dalam kondisi baik
Kondisi baik
Rehab sedang/berat_meningkatnya jumlah rumah dinas
rumah dinas kepala rumah dinas kepala kepala sekolah/guru
sekolah/guru/penja sekolah/guru penjaga sekolah
ga sekolah penjaga sekolah  dalam kondisi baik
dalam kondisi baik
Rehab sedang/berat_meningkatnya jumlah sarana,
sarana, prasarana  sarana, prasarana  prasarana dan
dan utilitas sekolah dan utilitas sekolah ~utilitas sekolah
dalam kondisi baik  dalam Kondisi baik
Pengadaan Mebel  meningkatnya jumlah mebel
Sckolah ketersediaan jumlah sekolah yang
mebel sekolah tersedia
Pengadaan alat meningkatnya jumlah ketersediaan
rumah tangga ketersediaan alat  alat rumah tangga
sekolah rumah tangga sekolah
sekolah
Pengadaan meningkatnya jumlah
Sckolah perlengakapan sckolah yang
sekolah tersedia
i jumlah
P siswa diaan siswa
siswa yang tersedia
Penyediaan biaya  meningkatnya jumlah personil
personil peserta  keterlaksanaan  peserta didik
didik sekolah standar pelayanan  sekolah menengah
menengah pertama  minimal pertama
Perlengkapan dasar meningkatnya jumlah buku peserta
buku teks peserta  ketersediaan buku didik
didik peserta didik
Pengadaan alat meningkatnya jumlah alat prakter
praktek dan peraga jumlah alat prakter dan praga siswa
siswa dan praga siswa
Pengelolaan dana  peningkatan jumlah sckolah yang
BOS sekolah penyelenggaraan  menerima dana bos
menengah pertama  operasional sekolah
Peningkatan peningkatan jumlah tenaga
kapasitas kualitas dan mutu  pengelola dana bos
pengelolaan dana  pada pengelola yang berkualitas
BOS sekolah tenaga dana BOS
menengah pertama
Persentase Angka. Pembinaan minat  meningkatnya bakat jumlah siswa yang
Jumlah Il
kelulusan SMP/MTS o Usan bakat dan kreatifitas dan kreatifitas siswa dibina
dibagi jumlah siswa
tingkat tertinggi siswa
dikali 100
Rasio guru/murid _ Jumlah guru dibagi Penyediaan pendidik meningkatnya jumlah tenaga
sekolah menengah  jumlah murid dikali dan tenaga kualitas guru pendidik honorer
tingkatpertama 10000 kependidikan bagi  honorer tingkat SMP yang diberikan gaji
satuan pendidikan
sekolah menengah
pertama
Jumlah gruru yang jumlah guru yang  Pengembangan karir peningkatan mutu jumlah tenaga
mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan pendidik dan tenaga tenaga pendidik  pendidik yang
gurupenggerak  dibagi seluruh guru  kependidikan pada ditingkatkan
dikali 100 satuan pendidikan mutunya
sekolah menengah
pertama
Pembinaan peningkatan Jumlah sekolah
kelembagaan dan  kualitas dan mutu  yang dilayani
manajemen sekolah SMP
APK PAUD Meingkatnya nilai _ Jumlah siswa 5-6 PAUD  jumlah PAUDyang Pembangunan peningkatan jumlah jumlah

APK PAUD

tahun dibagi umur

Pendidikan Anak

penduduk dikali 100 Usia Dini

layanan
Penyelenggaraan
PAUD

dengan sarana dan
prasarana yang

memiliki sarana

prasana yang
itas dibag

yang merata,
terjangkau dan
berkualitas

jumlah sekolah
dasar dikali 100

gedung/Ruang gedung/ruang gedung/ruang
Kelas/Ruang Guru  kelas/ruangguru  kelas/ruang guru

g  PAUD PA PAUD yang dibangun
Rehab sedang/berat peningkatan jumlah

sarana, prasarana
dan utiltas PAUD

sarana,prasarana  sarana,prasarana
dan utilitas PAUD  dan utilitas PAUD
dalam kondisi baik  dalam kondisi baik

Pengadaan Mebel
PAUD

‘meningkatnya jumlah mebel PAUD
ketersediaan mebel yang tersedia
PAUD

Pengadaan
P PAUD

meningkatnya jumlah

PAUD
perlengkapan PAUD  yang tersedia

Pengadaan Alat
Praktek dan Peraga

meningkatnya jumlah alat praktek
ketersediaan alat  dan praga siswa

Siswa PAUD praktek dan praga  PAUD yang tersedia
siswa PATID
Pengelolaan Dana  peningkatan jumlah satuan
BOP PAUD pelayanan satuan  pendidikan yang
idi terlavani
Peningkatan meningkatnya mutu jumlah tenaga
Kapasitas tenaga pengelola  pengelola BOP PAUD
Pengelolaan Dana  BOP PAUD yang bermutu
ROP PAUD
Rasioguru/murid  Jumlah guru dibagi Penyelenggaraan  meningkatnya jumlah ketersediaan
PAUD jumlah murid dikali Proses Belajar PAUD penyelenggaraan  proses
10.000 proses belajar PAUD  penyelenggaraan
PAUD
Penyedian Pendidik meningkatnya jumlah tenaga
dan Tenaga kualitas guru pendidik yang diberi
Kependidikan bagi  honerer tingkat gaji
Satuan PAUD PAUD
Jumlah gruruyang  jumlah guruyang  Pengembangan Karir Meningktakan mutu Jumlah guru yang

mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan Pendidik dan Tenaga tenaga mengikuti pelatihan
guru penggerak dibagi seluruh guru pada i guru
dikali 100 satuan PAUD
Pembinaan peningkatan Jumlah lembaga
Kelembagaan dan  kualitas lembaga  PAUD yang dibina
PAUD PAUD vane dibina

Angka Melek Huruf

Peningkatan angka Penduduk usia > 15 -

melek huruf

65 tahun melek
huruf

sekolah

Pendidikan Non-
formal/Kesetaraan

Layanan Pendidikan
Nonformal yang

non-
formal/kesetaraan
dengan sarana dan

jumlah sekolah non- Pembangunan
formal/kesetaraan  Gedung ruang

yang memiliki

kelas/ruang guru

sarana prasana yang nonformal/Kesetara

merata, Terjangkau
dan

ng

berkualitas

jumlah sekolah

bagi

an

‘meningkatnya jumlah gedung
ketersediaan gedung ruang kelas/ruang
ruang kelas/ruang  guru

guru nonformal/kesetara
nonformal/kesetara an yang di bangun
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OPD DAN

OoPD

dasar dikali 100

Pemeliharaan rutin
sarana,prasarana
dan utilitas sekolah

‘meningkatnya
jumlah
sarana,prasarana

jumlah ketersediaan
sarana,prasarana
dan utilitas sekolah

Non dan utilitas sekolah Non

formal/kesetaraan  Non formal/kesetaraan
formal/kesetaraan  dalam kondisi baik
dalam kondisi baik

Pengadaan peningkatan jumlah jumlah

Nonformal/Kesetara Nonformal/Kesetara Nonformal/Kesetara

an an an yang tersedia

Pengelolaan Dana.
BOP Sekolah

‘meningkatnya
pengelolaan dana

jumlah sekolah yang
menerima BOP non

Nonformal/Kesetara BOP formal/kesetaraan
an nonformal/kesetara
Jumlah siswa yang Jumlah siswa yang Pembinaan peningkatan jumlah
mengikuti terdafatar i dan dan dan
i non- i non- sekolah sekolah sekolah
formal/ formal/ kesetara kesetara kesetara
pada tahun berjalan  an an an yang
terakreditasi
Penyelenggaraan  meningkatkan jumlah pengajar
Proses Belajar Non  kualitas pengar paket A dan Byang
formal/kesetraan  paket A dan B berkualitas
Program Persentase sckolah  Peningkatan Jumlah sekolah  Penctapan Meningkatnya Jumlah sekolah  Jumlah sckolah  Penyusunan Meningkatnya Jumlah
e sekolah Muatan  jumlah sekolah yang yang Jr— Dasar
kurikulum kurikulum muatan  yang dibagi  Lokal i muatan i muatan Muatan Lokal muatan lokal
lokal kurikulum muatan  jumlah sekolah Dasar kurikulum muatan  lokal lokal paada tahun  Pendidikan Dasar
lokal keselurahan dikali lokal berjalan
100 Penyusunan SilabusMeningkatnya
Muatan Lokal silabus muatan lokal
Pendidikan Dasar  pendidikan dasar
Penyediaan Buku  Meningkatnya
Teks Pelajaran ketersediaan buku
Muatan Lokal teks pelajaran
Pendidikan Dasar  muatan lokal
pendidikan dasar
Pelatihan Meningkatkan
Penyusunan penyusunan
Kurikulum Muatan ~ pelatihan
Lokal Pendidikan  kurikulum muatan
Dasar lokeal
Penctapan Meningkatnya Jumlah PAUD yang  Jumlah PAUD yang  Penyusunan Meningkatkan
Kurikulum Muatan jumlah PAUD yang Dasar muatan
Lokal muatan muatan  Muatan Lokal lokal pendidikan
Anak Usia Dini dan  kurikulum muatan  lokal lokal paada tahun  Pendidikan Anak  anak usia dini dan
Pendidikan lokal berjalan Usia Dini dan pendidikan
Nonformal Pendidikan nonformal
Nonfarmal
Penyusunan Silabus_meningkatkan
Muatan Lokal ketersediaan silabus
Pendidikan Anak  muatan lokal
Usia Dini dan pendidikan usia dini
Pendidikan dan nonformal
Nonfarmal
Penyediaan Buku  Meningkatnya
Teks Pelajaran ketersesiaan buku
Muatan Lokal teks pelajaran
Pendidikan Anak  muatan lokal
Usia Dini dan pendidikan anak
Pendidikan usia dini dan
Nonformal nonformal
Program Pendidik  Persentase guru  Meningkatnya guru  Jumlah guruyang  Pemerataan Peningkatan angka Rasio guru per Rasio guru per Perhitungan dan  Meningkatkan
dan Tenaga yang memiliki yang memiliki memiliki Kuantitas dan rasio guru per murid murid murid pada tahun  Pemetaan Pendidik  ketersediaan
Pendidikan i Kualitas Pendidik berjalan dan Tenaga perhitungan dan
kependidikan kependidikan dibagi dan Tenaga Kependidikan pemetaan pendidik
jumlah guru Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dan tenaga
keseluruhan dikali ~Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan  kependidikan
100 Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Pendidikan Nonformal/Kesetara
Nonformal/Kesetara an
an
Penataan Meningkatkan
Pendistribusian pendistribusian
Pendidik dan Tenaga pendidik dan tenaga
Kependidikan bagi  kependidikan
Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetara
an
Meningkatnya akses Umur Harapan Hasil Perhitungan  Pemenuhan Upaya  Umur Harapan Hasil Perhitungan  Peningkatan Indeks Kepuasan Hasil Survey Pemenuhan UKP Average Length of  Pencapaian AVLOS  Jumlah lama Penyediaan Persentase Fasilitas Jumlah Fasilitas  Pengembangan Jumlah RSUD H. Hanafic
layanan keschatan  Hidup (UHH) Badan Pusat Keschatan Hidup (UHH) Badan Pusat kinerja pelayanan  Masyarakat (IKM) dan UKM Stay (AVLOS) dibawah nilai dirawat seluruh FasyanKes untuk Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit Penambahan gedung
Statistik (BPS) Statistik (BPS) RSUD H Hanafie terhadap Kinerja Standar pasien dibagi UKM dan UKP Kesehatan sesuai  Keschatan sesuai Rumah Sakit
Muara Bungo Pelayanan RSUD H Jumlah Pasien kewenangan Daerah standar standar dibagi
Hanafie Muara Bungo Keluar (Hidupdan ~ Kab/Kota Jumlah Fasilitas
Mati) x 100% Pelayanan
Kesehatan Rumah
sakit yang Harus
Tersedia Sesuai
Standar x 100 %
Rehabilitasi dan Jumlah gedung
Pemeliharaan Rumah Sakit yang
Rumah Sakit dirchab
Pengadaaan Sarana Jumlah Sarana di
di Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan
yang
Pengadaan Jumlah Prasarana
Prasarana dan dan Pendukung
Pendukung Fasilitas Fasilitas Layanan
Layanan Keschatan yang
Pengadaan dan Jumfal
Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Alat
Kalibrasi Kalibrasi yang
Pengadaan Bahan
Habis Pakai Jumlah Jenis Bahan
Habis Pakai
Pemeliharaan Jumlah sarana
Sarana Fasilitas Fasilitas Layanan
Lavanan vane
Pemeliharaan Jumlah Prasarana
Prasarana dan dan Pendukung
Pendukung Fasilitas Fasilitas Layanan
Pemeliharaan Rutin Jumlah Alat
dan Berkala Alat Keschatan/Alat
Net Death Rate Pencapaian NDR  Jumlah pasien mati Penyediaan Persentase Sarpras Jumlah Sarpras Pengadaan Alat Jumlah Alat
(NDR) dibawah nilai stlh dirawat lebih 48 FasyanKes untuk Rumah Sakit sesuai Rumah Sakityang  Keschatan/ Alat Kesehatan/ Alat
Standar jam dibagi Jumlah  UKM dan UKP standar Sesuai Standar Penunjang Medik Penunjang Medik
Pasien Keluar (Hidup kewenangan Daerah dibagi Jumlah Fasilitas Layanan Fasilitas Layanan
dan Mati) x 1000 Kab/Kota Sarpras Rumah
e sakit yang Harus  Pengadaan Obat, Jumlah golongan
Tersedia Sesuai  Vaksin Obat (E- Catalog, Non
o Bratalng)
Penyediaaan terhadap O Cost Recovery Rate
Layanan Kesehatan rumah sakityang  Pelayanan Rumah (CRR)
UKM dan UKP diberikan oleh Sakit
Rujukan Tingkat lembaga independen Pelaksanaan Status Akreditasi
Daerah penyelenggara Akreditasi Fasilitas
Kabupaten/Kota akreditasi yang Kesehatan di
ditetapkan oleh Kabupaten /Kota
menteri keschatan
Program Waktu Tanggap Pencapaian Waktu  Waktu yang Pengembangan Persentase SDM  Jumlah SDM Rumah Pengembangan Jumlah SDM Rumah
Peningkatan Pelayanan Dokter di Tanggap Pelayanan  dibutuhkan mulai  Mutu dan Kesehatan Yang  Sakityang Sesuai  Mutu dan Sakit yang
Kapasitas SDM Gawat Darurat IGD Kurang dari 5 pasien datang Peningkatan Teknis Sesuai i dibagi i Teknis Mengikuti
Kesehatan Menit sampai mendapat  SDM Kesehatan Jumlah SDM Rumah SDM Kesehatan Pendidikan,
pelayanan oleh sakit x 100 % Pelatihan, Bimtek,
dokter Seminar/Workshop
Program upaya indikator Fasilitas fasilitasJumlah fasilitas  Pembangunan Tersedianya rumah Jumlah rumah Dinas Kesehatan
upaya upaya kegiatan 1+ Pelayanan ketersediaan jumlah pelayanan pelayanan Rumah Dinas dinas untuk tenaga  dinas di puskesmas
dan indikator untuk  fasilitas yang yang  Tenaga Keschatan keschatan yang dibangun
upaya dan dan kegiatan 2 + UKM dan UKP keschatanyang ~ memiliki sarana  memiliki sarana
indikator Dacrah memiliki sarana  dan prasarana dan prasarana
kegiatan 3 + Kabupaten/Kota dan prasarana sesuai standar sesuai standar

persentase indikator
4 dibagi 4

sesuai standar

dibagi jumlah Pengembangan Meningkatnya Jumlah rumah sakit
fasilitas pelayanan  Rumah Sakit sarana pelayanan  yang dikembangkan
dikali rumah sakit
100 Pengembangan Meningkatnya Jumlah puskesmas
Puskesmas sarana pelayanan  yang dikembangkan

ouskesmas,
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Pengembangan
Fasilitas

Meningkatnya Jumlah fasilitas

Lainnya

sarana yang
fasilitas kesehatan  dikembangkan
lainnya

Rehabilitasi dan Meningkatnya Jumlah rumah sakit
i kualitas yang d
Rumah Sakit rumah sakit dipelihara
Rehabilitasi dan  Meningkatnya Jumlah puskesmas
i kualitas yang di
lih,
Rehabilitasi dan  Meningkatnya Jumlah fasilitas
kualitas lainnya
Fasilitas fasilitas yang direhab d
Lainnya lainnya dipelihara
Rehabilitasi dan  Meningkatnya Jumlah rumah
Pemeliharaan kualitas tenaga dinas tenaga
Rumah Dinas kesehatan yang kesehatan yang
Tenaga Keschatan ~menempati rumah  direhab dan
dinas dinelihara
Pengadaan Sarana  Meningkatnya Jumlah sarana
Fasilitas Pelayanan  sarana fasilitas fasilitas kesehatan
Keschatan pelayanan yang tersedia
Pengadaan Meningkatnya Jumlah prasarana
Prasarana dan prasarana dan dan pendukung
Pendukung Fasilitas pendukung fasilitas fasilitas pelayanan
¥ yang
Kesehatan keschatan tersedia
Pengadaan Alat Meningkatnya Jumlah alkes/alat
Kesehatan/Alat alkes/alat penunjang medik

Fasilitas Pelayanan

penunjang medik  yang tersedia
fasilitas pelayanan

Kesehatan kesehatan
Pengadaan dan Meningkatnya Jumlah alat
Pemeliharaan Alat  layanan kalibrasi  kalibrasi yang
Kalibrasi alat kesehatan tersedia dan

ternelihara

Pengadaan Obat,
Vaksin

Terpenuhinya obat  Jumlah obat dan
dan vaksin untuk  vaksin yang tersedia
pelayanan

Pengadaan Bahan

Terpenuhinya bahan Jumlah bahan habis

Habis Pakai habis pakai untuk  pakai untuk
pelayanan pelayanan
masyarakat kesehatan yang

tersedia

Pemeliharaan Meningkatnya Jumlah sarana

Sarana Fasilitas  kualitas sarana fasilitas pelayanan

Pelayanan

fasilitas pelayanan  kesehatan yang
dipelih,

Pemeliharaan Meningkatnya Jumlah prasarana
Prasarana dan kualitas Prasarana  dan pendukung
Pendukung Fasilitas dan Pendukung fasilitas pelayanan
y yang
Pemeliharaan Rutin  Meningkatnya Jumlah alkes/alat

dan Berkala Alat

kualitas alkes/alat penunjang medik

Keschatan/Alat  penunjang medik  yang dipelihara
Penunjang Medik  fasilitas pelayanan
Fasilitas Pelayanan kesehatan
Keschatan
Layanan capaian Jumlah SPM bidang Pengelolaan Terlaksananya
Keschatan untuk  capaian 12 indikator 12 indikator SPM yang y antenatal
UKM dan UKP SPM bidang bidang kesehatan  tercapai dibagi Kesehatan Tbu sesuai standar Jumlah ibu hamil
Rujukan Tingkat  keschatan dengan jumlah SPM  Hamil yang mendapatkan
Dacrah bidang kesehatan Pelayanan antenatal
Kabupaten/Kota dikali 100 Pengelolaan Terlaksananya v _
Pelayanan pelayanan Jumlah ibu bersalin
Kesehatan Ibu persalinan sesuai ~ Yang mendapatkan
Bersalin standar pelayanan
persalinan di
fasyankes
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah bayi baru
Pelayanan pelayanan lahir usia 0 sampai
Keschatan Bayi kesehatan bayi baru 28 hari yang
Baru Lahir lahir sesuai standar mendapatkan
pelayanan
kesehatan bayi baru
lahir
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah balita usia O
Pelayanan pelayanan sampai 50 bulan
Keschatan Balita  keschatan balita  yang mendapatkan
sesuai standar pelayanan

kesehatan balita

Pengelolaan Terlaksananya Jumlah anak usia
y i sar

Kesehatan pada Usia kesehatan anak  yang mendapatkan

Pendidikan Dasar  usia pendidikan pelayanan

dasar sesuai standar kesehatan

Pengelolaan Terlaksananya Jumlah penduduk
Pelayanan pelayanan usia 15 sampai 59
Kesehatan pada Usia keschatan tahun yang
Produktif penduduk usia mendapatkan
produktif sesuai pelayanan
standar kesehatan
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah penduduk
Pelayanan pelayanan usia 60 tahun ke
Kesehatan pada Usia kesehatan atas yang
Lanjut penduduk usia 60 mendapatkan
tahun ke atas pelayanan
sesnai standar kesehatan
Pengelolaan Telaksananya Jumlah penderita
i i i yang
Penderita pada
Hipertensi penderita hipertensi pelayanan
sesuai standar kesehatan
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah penderita
Pelayanan pelayanan diabetes melitus
Kesehatan Penderita kesehatan pada yang mendapatkan
Diabetes Melitus ~ penderita diabetes  pelayanan
melitus sesuai kesehatan
standar
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah orang
Pelayanan pelayanan dengan gangguan
Kesehatan Orang  kesehatan pada jiwa berat
dengan Gangguan  orang dengan mendapatkan
Jiwa Berat gangguan jiwa berat pelayanan
sesuai standar kesehatan
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah orang
Pelayanan pelayanan terduga tuberkolosis
Keschatan Orang  keschatan pada yang mendapatkan
Terduga orang terduga pelayanan
T sesuai
standar
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah orang
Pelayanan pelayanan dengan resiko
Kesehatan Orang  kesehatan pada terinfeksi HIV yang
dengan Risiko orang dengan risiko mendapatkan
Terinfeksi HIV terinfeksi HIV pelayanan
sesuai standar kesehatan
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah penduduk
Pelayanan pelayanan pada kondisi
Kesehatan bagi kesehatan Kejadian Luar Biasa
Penduduk pada pendudulk pada (KLB) yang
Kondisi Kejadian ~ kondisi Kejadian ~ mendapatkan
Luar Biasa (KLB) Luar Biasa (KLB) pelayanan
sesnai standar kesehatan
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah penduduk
y krisis
bagi akibat
Penduduk penduduk bencana dan/atau

Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

terdampak krisis  berpotensi bencana
kesehatan akibat  yang mendapatkan
bencana dan/atau  pelayanan
berpotensi bencana  kesehatan

sesuai standar



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah puskesmas
Pelayanan surveilans gizidi  yang melaksanakan
Gizi gizi

Masvarakat

Terlaksananya Jumlah puskesmas

tatalaksana gizi yang mampu

buruk pada balita di melaksanakan

puskesmas tatalaksana gizi

buruk pada balita

Pengelolaan Terlaksananya Jumlah pekerja
Pelayanan pelayanan formal dan informal
Kesehatan Kerja dan keschatan kerja dan yang mendaptkan
Olahraga olahraga sesuai pelayanan

standar kesehatan kerja dan

olahraga
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah rumah yang
y

Li sesuai

standar lingkungan

Pengelolaan
Pelayanan Promosi

Jumlah Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM) yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
lingkungan

Jumlah Tempat
Fasilitas Umum
(TFU) yang
mendapatkan
kesehatan
Tinoknnean
Jumlah rumah

Terlaksananya
tangga yan,
Bs gga yang

HBS
sesuai standar

Jumlah institusi
pendidikan yang
menerapkan PHBS
Jumlah institusi
tempat kerja yang
menerapkan PHBS

Jumlah tempat
ibadah yang
menerapkan PHBS

Pengelolaan Terlaksananya Jumlah fasilitas
Y. yang
Tradisional Tradisional
Asuhan Asuhan
Mandiri, dan Mandiri, dan

Tradisional Lainnya

Tradisional Lainnya
sesuai standar

Pengelolaan Terlaksananya Jumlah penyakit
Surveilans surveilans yang dilakukan
Kesehatan kesehatan sesuai  surveilans
standar kesehatan
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah fasilitas
i yang
Orang Orang
dengan Masalah  dengan Masalah  pelayanan pada
Kesehatan Jiwa Kesehatan Jiwa Orang dengan
(ODMK) (ODMK) sesuai Masalah Kesehatan
standar Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah fasilitas

Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan

upaya pencegahan  kesehatan yang
masalah kesehatan melaksanakan
jiwa sesuai standar upaya pencegahan
masalah kesehatan
Terlaksananya Jumlah korban
pelayanan penyalahgunaan
kesehatan korban  NAPZA yang
penyalahgunaan  mendapatkan

NAPZA sesuai pelayanan
standar kesehatan
Pengelolaan Upaya  Terlaksananya Jumlah orang yang
Kesehatan Khusus  upaya kesehatan  mendapatkan upaya
khusus sesuai kesehatan khusus
standar
Pengelolaan Upaya  Terlaksananya Jumlah penduduk
Risiko Upaya yang
Krisis Kesehatan ~ dampak risiko krisis dengan risiko krisis
dan Pasca Krisis ~ kesehatan dan kesehatan dan
Kesehatan pasca krisis pasca krisis
kesehatan sesuai  kesehatan
standar
Pelayanan Terlaksananya Jumlah penduduk
Kesehatan Penyakit pelayanan yang mendapatkan
Menular dan Tidak  kesehatan penyakit pelayanan
Menular menular dan tidak  kesehatan penyakit
menular sesuai menular dan tidak
standar menular
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah peserta
Jaminan jaminan Jaminan
Masyarakat masyarakat sesuai  Nasional (JKN) Kartu
standar Indonesia Sehat
(KIS) yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
Deteksi Dini Terlaksananya Jumlah fasilitas
Penyalahgunaan  deteksi dini keschatan yang
NAPZA di
dan Sekolah NAPZA sesuai deteksi dini
standar penyalahgunaan
NAP7ZA
Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen Penyakit T¢rlaksananya Jumlah spesimen
Potensial KLB ke Pengambilandan  penyakit potensial
Laboratoriura pengiriman KLB yang diambil

Rujukan/Nasional

spesimen penyakit  dan dikirim ke
potensial KLB sesuai Laboratorium

standar Rujukan/Nasional
Penyelenggaraan  Terlaksananya Jumlah kecamatan
Kabupaten/Kota program yang melaksanakan
Sehat Kabupaten/Kota program
Sehat di tingkat Kabupaten/Kota
kecamatan Sehat
Penyediaan Terlaksananya Jumlah faskes yang
Fasilitas di
Kesehatan faskes telemedicine
Operasional Terlaksananya Jumlah rumah sakit
Pelayanan Rumah  pelayanan rumah  yang memiliki izin

Sakit

sakit sesuai standar operasional dan
melaksanakan

pelayanan
Operasional Terlaksananya Jumlah puskesmas
Pelayanan pelayanan yang memiliki izin
sesuai ional dan
standar melaksanakan
pelayanan
Operasional Terlaksananya Jumlah faskes
Pelayanan Fasilitas pelayanan faskes  lainnya yang
Kesehatan Lainnya lainnya sesuai memiliki izin
standar operasional dan

Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di
Kabupaten/Kota

melaksanakan
nelavanan

Terlaksananya Jumlah faskes yang

kegiatan akreditasi terakreditasi

di faskes



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Investigasi Awal  Terlaksananya Jumlah kasus
Kejadian Tidak inevstigasi awal Kejadian Ikutan
Diharapkan terhadap Kejadian ~ Pasca Imunisasi
(Kejadian Ikutan Ikutan Pasca (KIPI) dan pemberian
Pasca Imunisasi dan Imunisasi (KIPI) dan obat massal
Pemberian Obat pemberian obat
Massal massal
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah puskesmas
Kewaspadaan Dini  Sistem yang melaksanakan
dan Respon Wabah  Kewaspadaan Dini  Sistem
dan Respon (SKDR) ~ Kewaspadaan Dini
penyakit dan Respon (SKDR)
penyakit
Penyediaan dan Terlaksananya Jumlah fasilitas
Pengelolaan Sistem SPGDT pada fasilitas kesehatan yang
Gawat i i dengan
Darurat Terpadu Sistem Penanganan
(SPGDT) Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
yang Data T Jumlah dokumen
Sistem Informasi  jumlah yang dan Informasi dokumen Sistem  Sistem Pencatatan
secara  yang Sistem Informasi  Kesehatan Pencatatan dan dan Pelaporan
Terintegrasi Sistem Informasi  Sistem Informasi  Keschatan Dacrah Pelaporan Terpadu  Terpadu Puskesmas
Kesehatan Daerah Kesehatan Daerah (SIKDA) secara ISPOTPI__(SPOTPL
(SIKDA) secara (SIKDA) secara i i dibagi Sistem Jumlah puskesmas
terintegrasi terintegrasi jumlah Informasi Jjumlah yang
yang ada dikali 100 yang menyelenggarakan
(k3) menyelenggarakan  Sistem Informasi
Sistem Informasi  Kesehatan Daerah
Kesehatan Daerah  (SIKDA) Generik
(SIKDA) Generik
Pengadaan Terpenuhinya Jumlah
Alat/Perangkat Alat/Perangkat Alat/Perangkat
Sistem Informasi  Sistem Informasi  Sistem Informasi
dan Daerah Daerah
Jaringan Internet  (SIKDA) Gernerik (SIKDA) Gernerik
Puskesmas dan Puskesmas dan
Dinas Kesehatan ~ Dinas Kesehatan
Penerbitan lzin Meningkatnya Persentase rumah  Jumlah rumah sakit Pengendalian dan  Meningkatnya Jumlah rumah sakit
Rumah Sakit Kelas jumlah dan kualitas sakit kelas C, Ddan kelas C, D dan. Pengawasan serta  rumah sakit kelas C kelas C dan D yang
C,Ddan Fasilitas  rumah sakit kelas C fasyankes lainnya  fasyankes lainnya  Tindak Lanjut dan Dyang sesuai  dibina dan diawasi
Pelayanan Ddan Fasyenkes  yangdiberikan izin yang diberikan izin Pengawasan standar
Kesehatan Tingkat lainnya sesuai dan terakreditasi  dan terakreditasi  Perizinan Rumah
Dacrah standar dibagi jumlah rumah Sakit Kelas C, D dan
Kabupaten /Kota sakit kelas C, Ddan Fasilitas Pelayanan
fasyankes dikali 100 Kesehatan Lainnya
Peningkatan Tata  Terpenuhinya Jumlah dokumen
Kelola Rumah Sakit dokumen tata kelola tentang tata kelola
dan Fasilitas rumah sakitdan  rumah sakit dan
Pelayanan fasyankes lainnya  fasyankes lainnya
Kesehatan Tingkat yang disusun
Daerah
Kabupaten /Kota
Peningkatan Mutu  Meningkatnya Jumlah Fasyankes
Pelayanan Fasilitas Fasyankes yang yang terakreditasi
Kesehatan sesuai standar
Penyiapan Tersedianya Jumlah dokumen
Perumusan dan dokumen pelayanan kajian pelayanan
rujukan rujukan
Pelayanan unggulan unggulan
Kesehatan Rujukan
Program Persentase Meningkatnya Persentase indikator Pemberian Izin Meningkatnya izin  Persentase izin Jumlah izin praktik Pengendalian Terpenuhinya Jumlah
i iaan tenaga kegiatan 1+ Praktik Tenaga pratik tenga praktik tenaga tenaga kesehatan  Perizinan Praktik  tenaga kesehatan  rekomendasi izin
kapasitas sumber  Tenaga yang indikator di yang yang yang dibina dan Tenaga Kesehatan  yang memperoleh  praktik tenaga
daya manusia yang berkompeten  memiliki kegiatan 2 + Wilayah dibina dan diawasi  dibina dan diawasi  diawasi dibagi rekomendasi izin  kesehatan yang
sesuai i sesuai indikator Kota jumlah izin praktik raktik dikelnarkan
kebutuhan kegiatan 3 dibagi 3 tenaga kesehatan  Pembinaan dan Terlaksananya Jumlah tenaga
dikali 100 Tenaga dan memiliki
Kesehatan serta  pengawasan tenaga  izin praktik yang
Tindak Lanjut kesehatan yang dibina dan diawasi
Perizinan Praktik  memiliki izin
Tenaga Kesehatan  praktik
Sumber Jumlah Sumber Perencanaan dan  Terwujudnya, Jumlah Sumber

Kebutuhan dan ketersediaan Daya Manusia (SDM) Daya Manusia (SDM) Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pendayagunaan Sumber Daya yang i yang i Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang
Sumberdaya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan  sesuai kebutuhan  Daya Manusia kesehatan didistribusikan
Manusia Kesehatan kesehatan sesuai dibagi jumlah Kesehatan sesuai kebutuhan
untuk UKP dan UKM  kebutuhan Sumber Daya
di Wilayah Manusia (SDM)
Kabupaten/Kota dikali 100
Pemenuhan Terpenuhinya Jumlah Sumber
Kebutuhan Sumber ~Sumber Daya Daya Manusia (SDM)
Daya Manusia Manusia (SDM) kesehatan yang
Kesehatan sesuai  kesehatan sesuai  direkrut sesuai
Standar kebutuhan kebutuhan
Pembinaan dan Meningkatnya Jumlah Sumber
Pengawasan Sumber kualitas Sumber  Daya Manusia (SDM)
Daya Manusia Daya Manusia (SDM) kesehatan yang
Kesehatan kesehatan melalui  dibina dan diawasi
pembinaan dan
pengawasan
Sumber Jumlah Sumber Pengembangan Meningkatnya Jumlah Sumber
Mutu dan ketersediaan Daya Manusia (SDM) Daya Manusia (SDM) Mutu dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Peningkatan Sumber Daya yang bermutu yang berkmutu Peningkatan Daya Manusia (SDM) kesehatan yang
Kompetensi Teknis Manusia (SDM) yang sesuai sesuai i Teknis yang bermutu sesuai
Sumber Daya bermutu sesuai dibagi jumlah Sumber Daya bermutu sesuai kompetensi
Manusia Kesehatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi
Tingkat Daerah Manusia (SDM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dikali 100 Kabupaten/Kota
Program sediaan  Persentase obat Meningkatnya jumlah izin apotek Izin fasilitas Jumlah fasilitas Pengendalian dan  Meningkatnya Jumlah Apotek,
farmasi, alat memenuhi syarat  efektifiitas dan dan toko obatyang  Apotek, Toko Obat, fasilitas serta Toko Obat, Toko Alat
kesehatan dan cakupan dikeluarkan sesuai Toko Alat yang yang yang  Tindak Lanjut pengendalian dan  Kesehatan, dan
makanan minuman pengawasan ketentuan dan dan Optikal, Usaha ~memenubhi standar  diberikan diberikan Pengawasan pengawsan Apotek,  Optikal, Usaha
kefarmasian, alkes memenuhi syarat  Mikro Obat dan persyaratan rekomendasi izin  rekomendasi izin  Perizinan Apotek,  Toko Obat, Toko Alat Mikro Obat
dan makanan dibagi Jumlah Tradisional (UMOT)  perizinan dibagi jumlah Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Tradisional (UMOT)

minuman

apotek dan toko obat
yang mengajukan
izin dikali 100

fasilitas pelayanan
kefarmasian yang
ada dikali 100

Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
berbasis risiko

yang diawasi

Penyediaan dan
Pengelolaan Data
Perizinan dan
Tindak Lanjut
Pengawasan Izin
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

Meningkatnya
validasi data
perizinan yang yang
diawasi

Jumlah laporan data.
dan tindak lanjut
Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat
Keschatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
yang disusun

Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen Izin
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

Meningkatnya
ketaatan Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
terhadap peraturan
keschatan

Jumlah Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
yang mengikuti
bimtek

Persentase PKRT
yang memenuhi
syarat

Jumlah PKRT yang
memenuhi syarat
dibagi jumlah PKRT
yang mengajukan
dikali 100

Pemberian
Sertifikat Produksi
untuk Sarana
Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1
tertentu dan
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan Rumah

T

Terpenuhinya

Persentase

Jumlah Perbekalan

Pengendalian dan

Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
sesuai ketentuan

Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
sesuai ketentuan

Rumah
Tangga (PKRT) yang
sesuai ketentuan
dibagi jumlah
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) dikali
100

serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Perbekalan
Rumah

Terlaksananya
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) Kelas
1 Tertentu sesuai

Jumlah Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) Kelas
1 Tertentu yang
diterbitkan

Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga



FUNGSI PROSES BISNIS LEVEL 1 PROSES BISNIS LEVEL 2

‘TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN ‘SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN OPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OPD
Penerbitan Pangan Produksi  Persentase SPP-IRT Jumlah SPP-PIRT  Pengendalian dan  Meningkatkan Jumlah Industri
Sertifikat Produksi ~ rumah tangga yang yangditerbitkan  yang diterbi serta dan Rumah Tangga (IRT)
Pangan Industri beredar sesuai sesuai Tindak Lanjut mutu produk IRT  yang mendapatkan
Rumah Tangga dan  pesyaaratan dibagi SPP-IRTyg  Pengawasan yang beredar di rekomendasi
Nomor P-IRT sebagai kesehatan diterbitkan di X Sertifikat Produksi masyarakat
Izin Produksi, untuk 100% Pangan Industri
Produk Makanan Rumah Tangga dan
Minuman Tertentu Nomor P-IRT sebagai
yang dapat Izin Produksi, untuk
Diproduksi oleh Produk Makanan
Industri Rumah Minuman Tertentu
Tangga yang dapat

Diproduksi oleh
Industri Rumah

Tangga
Jumlah Industri
Rumah Tangga (IRT)
berizin yang diawasi
Persentase Jumlah pangan Penerbitan Meningkatnya Persentase Tempat  Jumlah Tempat Pengendalian dan  Terlaksananya Jumlah Tempat
makanan industri rumah Sertifikat Laik dan serta  inspeksi sanitasi  Pengelolaan
memenuhi syarat tangga yang Higiene Sanitasi  pengawasan Tempat Makanan (TPM) yang Makanan (TPM) yang Tindak Lanjut Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang
diperiksa dibagi Tempat i dan  aman dibagi jumlah Pengawasan Makanan (TPM) diterbitkan
jumlah pangan Makanan (TPM) Makanan (TPM) diawasi Tempat Pengelolaan Penerbitan rekomendasi
industri yangada  antara lain Jasa Makanan (TPM) yang Sertifikat Laik Jumlah Tempat
dikali 100 Boga, Rumah diawasi dikali 100  Higiene Sanitasi Pengelolaan
Makan/Restoran Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
dan Depot Air Makanan (TPM) berizin yang diawasi
maw tara lain 1
Penerbitan Stiker  Meningkatnya Persentase sentra  Jumlah sentra Pengendalian dan  Meningkatnya Jumlah sentra
Pembinaan pada  sentramakanan  makanan jajanan  makanan yang Pengawasan serta  keamanan makanan jajanan
Makanan Jajanan  jajanan yangaman  yang aman aman dibagi jumlah  tindak lanjut makanan jajanan  yang diawasi
dan Sentra dikonsumsi sentramakanan  Penerbitan Stiker  untuk dikonsumsi
Makanan Jajanan yang diawasi dikali Pembinaan pada
1 Makanan Jajanan
dan Sentra
Malkanan.iaianan
Pemeriksaan dan  Meningkatnya, Persentase Produk  Pangan IRT yang  Pemeriksaan Post  Jaminan kemanan Jumlah prodik IRTP
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post ~ Makanan Minuman memenuhi syarat ~ Market pada Produk standar mutu produk yang dapat diperiksa
Pemeriksaan Post ~ Market pada Industri Rumah dibagi dengan Makanan-Minuman pangan yang
Market pada Produksi dan Produk Tangga yang jumlah sampel Industri Rumah berdedar
Produksi dan Produk Makanan Minuman memenuhi syarat  pangan IRT yang  Tangga yang Beredar
Makanan Minuman  Industri Rumah disampling dan dan Pengawasan
Industri Rumah Tangga dievaluasi X 100%  serta Tindak Lanjut
Tangga Pengawasan
Penyediaan dan Validasi data Jumlah laporan yang
Pengelolaan Data  pengawasanIRT dikelola
Tindak Lanjut
Pengawasan
Perizinan Industri
Rumah Tancea
Program Persentase Meningkatnya Persentase indikator Advokasi, Meningkatnya Persentase Jumlah| i Upaya a Jumlah orang yang
pemberdayaan peningkatan UKBM  UKBM aktif kegiatan 1+ yang  yang Promosi i
masyarakat bidang  aktif indikator dalam budaya hidup bersih  Advokasi, Kemitraan masyarakat untuk  budaya hidup bersih
keschatan kegiatan 2 + Peningkatan Peran  melaksanakan budaya hidup bersih  dan schat dibagi  dan Pemberdayaan  hidupbersihdan  dan sehat
indikator serta budaya hidup bersih dan sehat jumlah masyarakat Masyarakat sehat
kegiatan 3 dibagi 3 dan Lintas Sektor  dan sehat dikali 100
Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota
Sehat i upaya Jumlah, a Jumlah sarana
dalam rangka promotif dan kelurahan dan desa dan desa yang Promosi Kesehatan  Perilaku Hidup promosi kesehatan
Promotif Preventif  preventif dalam yang melaksanakan melaksanakan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  yang digunakan
Tingkat Daerah rangka pelaksanaan upaya promotifdan  upaya promotifdan  Bersih dan Sehat  (PHBS) masyarakat untuk
Kabupaten/Kota hidup sehat preventif hidup preventi hidup sehat penyebarluasan
sehat dibagi jumlah informasi gerakan
kelurahan dan desa hidup bersih dan
dikali 100 sehat
dan UKBM Jumlah UKBM yang i i Teknis i Jumlah peserta
Pelaksanaan Upaya jumlah UKBM yang  yang dibina dibina dibagi total  dan Supervisi as kelompok Upaya  bimtek dalam
Kesehatan dibina UKBM dikali 100 Pengembangan dan  Kesehatan rangka Upaya
Bersumber Daya, Upaya Daya
Masyarakat (UKBM) (UKBM) Daya
Tingkat Daerah Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Kabupaten/Kota Masyarakat (UKBM)
Program Pembinaan Rasio Akseptor KB Jumlah Akseptor KB Pengendalian dan  Ketersediaan dan  Persentase Jumlah akseptor KB Peningkatan Meningkatkan Jumlah Akseptor KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berecnana dibagi Jumlah Pendistribusian distribusi alat dan Penggunaan yang menggunakan Kesertaan Kesertaan yang Keluarga 3
(KB) pasangan usia subur Kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi  Kontrasepsi Jangka MKJP dibagi Jumlah Penggunaan Metode Penggunaan Metode MKJP Perempuan dan Perlindungan Anak
Obat Kontrasepsi  untuk memenuhi  Panjang (MKJP) akseptor KB Kontrasepsi Jangka Kontrasepsi Jangka
serta Pelaksanaan  permintaan Panjang (MKJP) Panjang (MKJP)
Pelayanan KB di masyarakat
Daerah yang tidak terpenuhi
Kabupaten /Kota (unmet need)
Penyediaan Sarana Persentase tingkat Dukungan
Penunjang keberlangsungan Operasional
Pelayanan KB pemakaian Pelayanan KB
kontrasepsi Bergerak
Meningkatkan Persentase Pria Jumlah Kesertaan  Peningkatan Jumlah Kesertaan
Jumlah Peserta KB BerKB KB Pria dibagi Kesertaan KB Pria KB Pria
Pria Jumlah Pria pada
Pasangan Usia
Subur
Program Laju Pertumbuhan  Terkendalinya laju jumlah penduduk dan Jumlah OPDyang  Penyusunan dan  Meningkatkan Jumlah OPD yang
Pengendalian Penduduk pertumbuhan pada tahun t Sinkronisasi Kebijakan Dacrah  Perangkat Dacrah Grand GDPK
Penduduk penduduk dibagi jumlah Kebijakan dalam rangka (Dinas/ Badan) yang GDPK dibagi Jumlah Design oleh OPD sebagai  GDPK
penduduk pada Pemerintah Daerah i OP! Pembangunan dasar pengambilan
tahun dasar Provinsi dengan Penduduk Rancangan Induk Kependudukan kebijakan dan
Pemerintah Daerah Pengendalian (GDPK) Tingkat keputusan
Kabupaten /Kota Penduduk Kabupaten /Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Persentase Desa  Jumlah Desayang  Pengolahan dan Penyediaan Cakupan
Pengendalian penduduk melalui  yang memiliki Data memiliki Data Pelaporan Data Informasi Data penyediaan
Penduduk Cakupan pemetaan dan Mikro Keluarga Mikro dibagi jumlah Pengendalian Mikro Keluarga di  Informasi Data
Daerah perkiraan Desa Lapangan dan setiap desa Mikro Keluarga di
Kabupaten/Kota Pelayanan KB setiap desa
. Indikator Sasaran . . . Formula Indikator . . Program OPD . . Kegiatan OPD N . N . Sub Kegiatan OPD .
vist Misi 3 Tujuan Indikator Tujuan F;::‘r:n’;?;::" Sasaran Daerah Daerah (IKU F;:':‘:‘::ﬂ';‘:’:::" P"’g’l‘]':‘:::’"'" "‘"”";:::’:‘""‘ Program Prioritas Sasaran OPD 1“;‘;;;::‘:;;“ F";‘::‘::::z‘:;“” (PMDN No. 90 Thn "‘d""l‘:::::g““‘ s"""t‘;:l;"g""' F";“;":_:‘a‘;;’" (PMDN No. 90 Thn s‘""‘&:‘;g“““ "‘""‘"‘g;;‘g“"“ F"z;‘:;‘;";‘;‘;‘" (PMDN No. 90 Thn ;‘g‘;’t‘_‘,‘l i‘;,';) ;;‘:’;::‘::;‘D" Penanggungjawab OPD
Daerah) Daerah 2019) 2019) 2019)
Bungo Maju dan Meningkatkan daya Mewujudkan Indeks Ekonomi M3.1+M3.2 / 2 Terwujudnya PDRBper-kapita  Indeks daya saing  Pengembangan dan PDRBper-kapita  Hasil Perhitungan  Meningkatnya, Tingkat kualitas Jumlah koperasi  Program Tingkat kepatuhan  Peningkatan tingkat jumlah koperasi Pemeriksaan dan  Meningkatnya, Jumlah koperasi  Jumlah koperasi  Pengawasan Meningkatnya Jumlah koperasi  Dinas Koperasi UMKM Perindag
Sejahtera saing Usaha Mikro  Ekonomi Kerakyatan Kerakyatan Peningkatan (ADHK) Perluasan UMKM  (ADHB) Badan Pusat kualitas kelembagaan, usaha  dan UMKM pengawasan dan  koperasi terhadap  kepatuhan koperasi yang patuh terhadap Pengawasan koperasi aktifyang  aktifyangtertib aktifyangtertib  Kekuatan, Jumlah koperasi  yang di awasi
Kecil Menengah  yang Kuat dan Kesejahteraan Statistik (BPS) kelembagaan, koperasi dan UMKM  berkualitas dibagi  pemeriksaan peraturan terhadap AD/ART  AD/ART dan Koperasi, Koperasi tertib istrasi istrasi yang yang di awasi
(UMKM) dan pelaku  Berdaya Saing UMKM melalui usaha koperasi dan jumlah koperasi dan koperasi perundang- dan peraturan peraturan Simpan Pinjam/Unit terdata pada tahun  Kemandirian,
ekonomi kreatif peningkatan daya UMKM UMKM yang ada undangan perundang- perundang- Simpan Pinjam berjalan Ketangguhan, serta
melalui dukungan saing dikali 100 undangan undangan dibagi  Koperasi yang Akuntabilitas
kelembagaan dan jumlah koperasi  Wilayah Koperasi
permodalan. aktif dikali 100 Keanggotaannya Kewenangan
dalam Daerah Kabupaten /Kota
Kabupaten/ Kota
Indeks produktifitas Pemeriksaan Meningkatnya Jumlah laporan
Kepatuhan Koperasi Jumlah koperasi  hasil pemeriksaan
terhadap Peraturan  yang sehat koperasi
Perundang-
Undangan
Kewenangan
Kabupaten /Kota
Indeks pertumbuhan Program penilaian  Persentase KSP/USP Meningkatnya Jumlah KSP/USP  Penilaian Kesehatan Meningkatnya, Jumlah KSP/USP  Jumlah KSP/USP  Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah KSP/USP
output kesehatan KSP/USP yang sehat KSP/USP yang sehat yang sehat dibagi  Koperasi Simpan  jumlah KSP/USP  yang sehat yang sehat Penilaian Kesehatan jumlah KSP/USP  yang dinilai
koperasi jumlah KSP/USP  Pinjam/Unit Simpan yang sehat berdasrkan kriteria berdasrkan kriteria KSP/USP Koperasi  yang dinilai
dikali 100 Pinjam Koperasi berdasarkan kriteria tahun berjalan Kewenangan berdasarkan kriteria
yang Wilayah Kabupaten/Kota
Keanggotaanya
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten /Kota
Penghargaan Meningkatnya Jumlah koperasi
Kesehatan KSP/USP_koperasi berprestasi _berprestasi
Indeks pangsa pasar Program pendidikan Persentase koperasi Meningkatnya Jumlah koperasi  Pendidikan dan Meningkatnya jumlah koperasi  Jumlah koperasi  Peningkatan Peningkatan SDM  Jumlah
dan latihan yang melaksanakan jumlah koperasi  yang melaksanakan Latihan kesadaran koperasi yang RAT yang dan  pengurus/pengawas pengurus/pengawas
perkoperasian RAT yang melalukan RAT RAT dibagi jumlah  Perkoperasian Bagi untuk pelatihan dan Pengetahuan koperasi koperasi yang dilatih
koperasi aktif dikali Koperasi yang melaksanakan RAT latihan Perkoperasian serta
100 Wilayah perkoperasiaan Kapasitas dan
Keanggotaan dalam Kompetensi SDM
Daerah Koperasi

Katninatan /Kata
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TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Program Persentase usaha  Meningkatnya Jumlah usaha Pemberdayaan Meningkatnya Jumlah usaha Jumlah usaha Fasilitasi Meningkatnya Jumlah usaha
pemberdayaan menengah, usaha  Jumlah usaha menegah, usaha  Usaha Mikroyang ~ Jumlah usaha mikro yang mikro yang Kemudahan jumlah usaha mikro mikro yang
usaha menengah,  kecil dan usaha mikro yang, kecil, dan usaha  Dilakukan melalui mikro yang mendapatkan bersertifikat Perizinan Usaha  yang direkomendasikan
usaha kecil, dan  mikroyang mendapatkan mikro yang Pendataan, memiliki sertifikat  sertifikat Halal/HKI Mikro i untuk
usaha mikro bersertifikat halal,  sertifikat Halal/HKI bersertifikat (halal  Kemitraan, Halal/HKI untuk mendapatkan sertifikat Halal/HKI.
(UMKM) HKI dan kemitraan  dan kemitraan dan HKI) dibagi Kemudahan sertifikat Halal/HKI
jumlah usaha yang  Perizinan,
memiliki NIB dikali Penguatan
100 Kelembagaan dan
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Meningkatnya Jumlah UMKM yang Jumlah UMKM yang Pemberdayaan Meningkatnya Jumlah usaha
jumlah UMKM yang  bermitra bermitra pada tahun melalui Kemitraan usaha mikroyang  mikro yang
memiliki jaringan  (kerjasama) berjalan Usaha Mikro melalukan difasilitasi untuk
kemitraan Perjanjian Kerja ~ melalukan
Sama (PKS) dengan  Perjanjian Kerja
pihak ketiga Sama (PKS) dengan
pihak ketiga
Program Persentase Meningkatnya Jumlah UMKM yang Pengembangan Peningkatan jumlah Jumlah pelaku Jumlah pelaku Fasilitasi Usaha  Meningkatnya Jumlah UMKM yang
pengembangan peningkatan UMKM jumlah UMKM yang ~ difasilitasi dibagi  Usaha Mikro dengan pelaku UMKM yang  UMKM yang UMKM yang Mikro Menjadi jumlah UMKM yang  diberi bantuan
UMKM yang difasilitasi berdaya saing jumlah UMKM dikali Orientasi difasilitasi difasilitasi difasilitasi dibagi  Usaha Kecil dalam  diberi bantuan modal dan peralatan
100 Peningkatan Skala jumlah UMKM dikali Pengembangan modal, peralatan dan
Usaha Menjadi 100 Produksi dan mengikuti bimtek
Usaha Kecil Pengolahan,
Pemasaran, SDM,
serta Desain dan
Teknologi
Jumlah UMKM yang
diberikan bimtek
kewirausahaan
Meningkatnya Nilai Investasi Pengembangan Nilai Investasti Total investasi yang Meningkatnya Nilai Investasi Jumlah Investasi  Program Jumlah Nilai Meningkatnya Jumlah Nilai Penetapan Investor dan Pelaku Tersedianya Jumlah Peraturan  Penetapan Investor dan Pelaku Tersedianya Dinas PM dan PTSP
Ekonomi Kreatif ~ Daerah Ekonomi Kreatif ~ Daerah terdata pada tahun  Investasi Daerah yang Masuk Pengembangan Investasi Investasi Daerah  Investasi yang Pemberian Usaha Peraturan Daerah  Yang Dihasilkan  Kebijakan Daerah  Usaha Peraturan Daerah
Agro Industri Agro Industri berjalan ditambah  Kabupaten Bungo Iklim Penanaman Kabupaten Bungo  masuk Fasillitas/Insentif tentang Pemberian  dibagi Nilai mengenai tentang Pemberian
realisasi investasi Modal Dibidang Insentif Penanaman Investasi Pemberian Insentif Penanaman

pada tahun
sebelumnya

Penanaman Modal
yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

Modal dan Fasilitas
Penanaman Modal

Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal

Modal dan Fasilitas
Penanaman Modal

Evaluasi
Pelaksanaan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal

Investor dan Pelaku
Usaha

Terlaksananya
Peraturan Daerah
tentang Pemberian
Insentif Penanaman
Modal dan Fasilitas
Penanaman Modal

Pembuatan Peta
Potensi Investasi

Dokumen RUPM
Kabupaten Bungo

Jumlah Dokumen
dibagi Nilai dan

Tersusunnya
Dokumen RUPM

T

Rencana Umum

Bungo
dan OPD Terkait

penyusunan RUPM

Kabupaten /Kota Kabupaten Bungo  Target Investasi Penanaman Modal
sampai Tahun 2025 Daerah

Kota
Peta Bungo T

Potensi dan Peluang dan OPD Terkait  penyusunan

Usaha dokumen peta

Kabupaten /Kota potensi dan peluang

investasi
Program Promosi  Jumlah Investor  Meningkatnya Jumlah Investor  Penyelenggaraan  Meningkatnya, Jumlah Investor  Jumlah Investor  Penyusunan Investor dan Pelaku  Terwujudnya,

Penanaman Modal

Jumlah Investor
yang Masuk

yang menanamkan
modalnya

Promosi Penanaman Jumlah Investor
Modal yang menjadi  yang Masuk
Kewenangan Daerah

Kabupaten /Kota

yang menanamkan
modalnya

Strategi Promosi
Penanaman Modal

Usaha

strategi promosi
melalui data website
dan bahan promosi
media cetak potensi
unggulan daerah

yang dapat
dipromosikan
kepada calon
investor
Pelaksanaan Investor dan Pelaku  Terlaksananya,
Kegiatan Promosi  Usaha event-event promosi
Penanaman Modal baik didalam
Daerah ‘maupun luar negeri
Kabupaten/Kota sehingga
meningkatnya
investasi di Kab.
Bungo
Program Persentase Investor Meningkatnya Jumlah Investor  Pengendalian Meningkatkan nilai Nilai Investasi 1U, IUK, LKPM, 10 Koordinasi dan Pelaku usaha Jumlah pelaku
Pengendalian Wajiblapor LKPM  Persentase Investor Wajiblapor LKPM  Pelaksanaan investasi Sinkronisasi usaha yang wajib
Pelaksanaan yang tertib Wajiblapor LKPM  yang menyampaikan Penanaman Modal Pemantauan lapor (LKPM)
Penanaman Modal ~ menyampaikan yang tertib LKPM dan yang menjadi Pelaksanaan
LKPM menyampaikan terverifikasi dibagi  Kewenangan Dacrah Penanaman Modal
LKPM jumlah investor Kabupaten/Kota
wajib LKPM x 100
Koordinasi dan Pelaku usaha Jumlah Peserta
Sinkronisasi Bimbingan Teknis
Pembinaan dan Sosialisasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Penanaman Modal penanaman modal
Koordinasi dan Pelaku usaha Jumlah pelaku
Sinkronisasi usaha yang
Pengawasan melaksanakan
Pelaksanaan perizinan dan non
Penanaman Modal perizinan berusaha
Program Pengelolaan Rasio Daya Serap  Meningkatnya Rasio Jumlah Serapan  Pengelolaan Data  Meningkatkan Jumlah dokumen  Data IUK, IU, NIB,  Pengolahan, Laporan Penyajian dan
Data dan Sistem  Tenaga Kerja (per  Daya SerapTenaga Tenaga Kerja dibagi ~dan Informasi realisasi investasi  pemenuhan data  Komitmen Penyajian dan perkembangan pemanfaatan data
Informasi investor) Kerja (per investor) Jumlah Investor  Perizinan dan Non perizinan dan non Pemanfaatan Data  rencana dan informasi perizinan
Penanaman Modal Perizinan yang perizinan dan Informasi realisasi dan non perizinan

Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

penanaman modal

sektor Program perizinan  Persentase
per (PDRB dan i tanda
sektor perdagangan ADHB) perdagangan besar  perusahaan daftar gudang yang
dan eceran, reparasi diterbitkan

mobil dan sepeda
motor dalam PDRB
(data dioleh dari data
PDRB ADHB BPS)

Peningkatan jumlah
gudang yang
terdaftar

Jumlah
rekomendasi tanda
daftar gudang yang
diterbitkan dibagi
jumlah gudang yang
mengusulkan dikali
100

Dinas Koperasi UMKM Perindag

Penerbitan Tanda  Meningkatnya Jumlah tanda daftar Jumlah tanda daftar Fasilitasi Penerbitan Meningkatnya Jumlah pemilik
Daftar Gudang kesadaran pemilik  gudang yang gudang yang Tanda Daftar jumlah pemilik gudang yang
gudang untuk diterbitkan diterbitkan pada  Gudang gudang yang difasilitasi untuk
mendapatkan TDG tahun berjalan difasilitasi untuk  penerbitan TDG
penerbitan TDG
Penerbitan Surat  Peningkatan Jumlah Jumlah Fasilitasi Penerbitan Meningkatnya Jumlah pedagang
Izin Usaha Suratlzin Usaha  Jumlah pedagang  minuman beralkohol
Perdagangan peredaran minuman izin izin minuman beralkohol yang difasilitasi
inuman beralkohol berizin  usaha perdagangan usaha perdagangan Minuman yang difasilitasi untuk mendapatkan
Beralkohol Golongan minuman minuman Golongan untuk mendapatkan  izin usaha
B dan C untuk yang terdata pada  Bdan C izin usaha
Pengecer dan tahun berjalan
Penjual Langsung
Minum di Tempat
Pengendalian Meningkatnya Jumlah fasilitas  Jumlah fasilitas Pemeriksaan Meningkatnya Jumlah objek
Fasilitas kinerja i Bahan i Bahan Bahan Jumlah objek pemeriksaan
Bahan dan dan dan Berbahaya pemeriksaan penyimpanan bahan
Berbahaya dan fasilitas berbahaya
Pengawasan penyimpanan Distribusi, Distribusi,
Distribusi, Pengemasan dan  Pengemasan dan
Pengemasan dan Pelabelan Bahan  Pelabelan Bahan
Pelabelan Bahan Berbahaya dalam  Berbahaya dalam

Berbahaya di
Tingkat Dacrah

Wntwsmntan | Entn

kondisi aman kondisi aman yang
terdata pada tahun

[

Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen
Pemeriksaan
Distribusi Bahan
Berbahaya bagi P-B2
dan PA-B2

Meningkatnya
Jumlah komitmen
pemeriksaan
Distribusi Bahan
Berbahaya bagi P-B2
dan PA-B2

Jumlah pelaku
usaha yang
difasiltasi untuk
membuat Komitmen
Pemeriksaan
Distribusi Bahan
Berbahaya bagi P-B2
dan PA-B2
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PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Pengawasan Meningkatnya Jumlah kali
Distribusi, jumlah pengawasan pengawasan
Pengemasan dan  yang dilakukan Distribusi,
Pelabelan Bahan  secara berkala pada Pengemasan dan
Berbahaya Terhadap pelaku usaha Pelabelan Bahan
Pengguna Akhir Berbahaya Terhadap
Bahan Berbahaya Pengguna Akhir
(PA-B2) maupun Bahan Berbahaya
Produsen B2 (P-B2) (PA-B2) maupun
Produsen B2 (P-B2)
Program| Persentase Meningkatnya Jumlah Pembangunan dan  Peningkatan Jumlah sarana dan Jumlah sarana dan Penycdiaan Sarana Peningkatan jumlah Jumlah los yang
sarana peni pasar iaan sarana sarana Sarana  kualitas sarana dan prasarana (los, kios, prasarana yang Distribusi los dalam kondisi  direhab/dibangun
distribusi yang dibangun dan prasarana pasar dan prasarana pasar Distribusi prasarana distribusi dalam i d layak
perdagangan sarana distribusi  rakyat rakyat yang Perdagangan perdagangan kondisi baik dibangun pada tahun
perdagangan disediakan berjalan
Peningkatan jumlah Jumlah kios yang
kios dalam kondisi  direhab/dibangun
layak
Peningkatan jumlah Jumlah pelataran
pelataran dalam yang
kondisi layak direhab/dibangun
Peningkatan kinerja Jumlah pihak ke 3 Jumlah pihak ke 3 Fasilitasi Meningkatnya Jumlah kerjasama
pengawasan pengelola sarana  pengelola sarana  Pengelolaan Sarana  kinerja pihak ke 3 yang
kerjasama dengan  distribusi distribusi Distribusi pemanfaatan sarana_difasilitasi untuk
pihak ke 3 yang yang distribusi pengelolaan sarana
taat terhadap taat terhadap perdagangan distribusi
peraturan yang peraturan yang perdagangan
berlaku berlaku pada tahun
herialan
Pembinaan Peningkatan kinerja Jumlah SDM Jumlah SDM Pembinaan dan Meningkatnya Jumlah Sosialisasi
Terhadap Pengelola  kinerja pengelola  pengelola sarana  pengelola sarana  Pengendalian ketertiban dan Pengawasan
Sarana Distribusi  sarana distribusi  distribusi distribusi Pengelola Sarana  pelaksanaan pada
yang yang  Distribusi sarana distribusi
Masyarakat di memiliki memiliki Perdagangan perdagangan
Wilayah Kerjanya kompetensi kompetensi setelah
dilakukan
remhinaan
Pemberdayaan Peningkatan Jumlah Pengelola
Pengelola Sarana  Jumlah Pengelola  Sarana Distribusi
Distribusi Sarana Distribusi  Perdagangan yang
Perdagangan Perdagangan yang  diberdayakan
Program a Jumlah Tingkat Jumlah, Meningkatnya Jumlah laporan
harga barang pengawasan kinerja i harga Barang stabilitas Barang barang i dan Jumlah laporan ketersediaan barang
pokok ilisasi harga ilisasi harga  barang kebutuhan  Kebutuhan Pokok  ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok  dibagi dengan Sinkronisasi ketersediaan barang pokok/penting di

dan barang penting

barang kebutuhan  barang kebutuhan
pokok dan barang  pokok dan barang

pokok dan barang
penting

dan Barang Penting  Kebutuhan Pokok
di Tingkat Dacrah  dan Barang Penting

dan Barang Penting

jumlah kebutuhan
barang dikali 100

Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok

pokok /penting di
tingkat agen dan

tingkat agen dan
pasar rakyat

penting penting Kabupaten/ Kota dan Barang Penting  pasar rakyat
di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat
Meningkatnya Jumlah laporan
Koordinasi dan Jumlah laporan Aksesibilitas Barang
ibilitas Barang Pokok
Peningkatan Kebutuhan Pokok  dan Barang Penting
Aksesibilitas Barang dan Barang Penting di Tingkat Agen dan
Kebutuhan Pokok di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
dan Barang Penting  Pasar Rakyat
di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat
Peningkatan kinerja Jumlah
Barang barang
Pokok pokok pokok
dan Barang Penting  dan barang penting. dan barang penting
di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, Meningkatnya Tingkat stabilitas  jumlah dokumen Peningkatan kinerja Jumlah jenis Barang
dan Stok Barang  stabilitas harga dan harga dan stok ian harga Harga harga Pokok
Kebutuhan Pokok stok Barang Barang Kebutuhan  dan stok Barang dan Stok Barang barang dan dan Barang Penting
dan Barang Penting  Kebutuhan Pokok Pokok dan Barang Pokok Pokok pokok  yang dilakukan
di Tingkat Pasar  dan Barang Penting Penting dan Barang Penting dan Barang Penting dan barang penting. pemantauan
Kabupaten /Kota pada Pelaku Usaha terhadap harga dan
Distribusi Barang stok.
dalam 1 (satu)
Kabupaten /Kota
Pemantauan Harga  Meningkatnya Jumlah laopran
dan Stok Barang  kinerja pemantauan harga
Kebutuhan Pokok ~ pemantauan harga dan Stok Barang
dan Barang Penting dan Stok Barang  Kebutuhan Pokok
pada Pasar Rakyat  Kebutuhan Pokok  dan Barang Penting
yang Terintegrasi  dan Barang Penting pada Pasar Rakyat
dalam Sistem pada Pasar Rakyat  yang Terintegrasi
Informasi yang Terintegrasi  dalam Sistem
Perdagangan dalam Sistem Informasi
Informasi Perdagangan
Perdagangan
Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah operasi
Operasi Pasar pelaksanaan operasi Pasar Reguler dan
Reguler dan Pasar  Pasar Regulerdan  Pasar Khusus yang
Khusus yang Pasar Khusus Berdampak
Berdampak dalam 1
(satu)
Kota
Pengawasan Pupuk  Meningkatnya Jumlah Jumlah pemantauan Pemeriksaan Meningkatnya Jumlah
dan Pestisida kinerja pemantauan dan  Pupuk dan Pestisida Kelengkapan Jumlah rekomendasi
di dan Pupuk  Bersubsidi di tingkat Legalitas Dokumen  rekomendasi perizinan
Tingkat Daerah pengawasan Pupuk  dan Pestisida daerah Perizinan perizinan
Kabupaten /Kota dan Pestisida Bersubsidi di tingkat
Bersubsidi di tingkat daerah
daerah
Pengawasan Meningkatnya Jumlah Pelaku
Pengadaan Pupuk  pengawasan Pelaku usaha pupuk dan
dan Pestisida usaha pupuk dan  pestisida bersubsidi
Bersubsidi pestisida bersubsidi  yang di awasi
yang di awasi
Pengawasan Meningkatnya Jumlah laporan
Penyaluran dan kinerja pengawasan penyalur dan
Penggunaan Pupuk  penyaluran dan pengguna pupuk dan
dan Pestisida penggunaan pupuk  pestisida bersubsidi
Bersubsidi dan
pestisidabersubsidi
Program Jumlah Jumlah kegiatan  Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah pameran,  Jumlah pameran,  Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah
dan promosi yang Promosi, Pemasaran jumlah pameran,  pemasaran produk  pemasaran produk  Promosi Penggunaan kinerja Promosi terlaksananya
produk dalam negeri promosi produk promosi produk i dan  dan Peni produk  dalam negeri yang  dalam negeri yang  Produk Dalam Penggunaan Produk  pameran produk
unggulan daerah  unggulan daerah  diikuti selama Penggunaan Produk  dalam negeri dikuti dikuti Negeri di Tingkat  Dalam Negeri unggulan ditingkat
tahun berjalan Dalam Negeri Kabupaten/Kota daerah

Program
standarisasi dan
perlindungan

Persentase alat Jumlah Jumlah Jumlah, i a
Ukur, Takar, kinerja pelayanan  Tera, tera ulang dan Metrologi Legal, kinerja pelayanan  Tera, tera ulang dan Tera, tera ulang dan Metrologi Legal, jumlah UTTP dan
Timbang dan Tera, tera ulang dan pengawasan terdata Berupa Tera, Tera  Tera, tera ulang dan pengawasan pengawasan terdata Berupa Tera, Tera  perlengkapannya

P terdata ditahun berjalan  Ulang, dan pengawasan ditahun berjalan  Ulang yang bertanda Tera
(UTTP) yang ditera/ ditahun berjalan Pengawasan sah

tera ulang

Jumlah UTTP dan
perlengkapannya
yang bertanda Tera
sah

Pengawasan/Penyul
uhan Metrologi Legal

Meningkatnya
Kinerja

pengawasan/penyul
uhan metrologi legal

Jumlah laporan
pengawasan/penyul
uhan metrologi legal

Penyidikan
Metrologi Legal

Meningkatnya
kinerja penyelidikan
metrologi

Jumlah laporan
kasus penyelidikan
metrologi yang
ditindaklanjuti

kuantitas dan
kualitas sektor
pariwisata

Per sektor angka
pariwisata pertumbuhan sektor
pariwisata

Program
Peningkatan Daya
Tarik Destinasi
Pariwisata

Persentase destinasi Meningkatnya

pariwisata yang jumlah destinasi

terkelola dengan  pariwisata yang

baik terkelola dengan
baik

Jumlah destinasi
pariwisata yang
terkelola dibagi
jumlah destinasi
pariwisata dan
potensi destinasi
yang ada dikali 100

Pengelolaan Daya  Peningkatan jumlah Jumlah Objek. Jumlah Objek Monitoring dan Peningkatan jumlah Jumlah monev Dinas Pemuda Olahraga dan
Tarik Wisata objek wisata yang ~ Wisata yang Wisata yang Evaluasi jasa usaha terhadapjasa usaha Pariwisata
Kota di i i Daya  pariwisata yang pariwisata dan
memiliki daya tarik Tarik Wisata diberikan rapat/seminar
Kabupaten/Kota rekomendasi tentang
rekomendasi usaha
jasa i
Jumlah Jumlah, g dan Jumlah fasilitas
Kawasan strategis  jumlah kawasan  Kawasan Strategis ~ Kawasan Strategis ~ Pemeliharaan Jumlah fasilitas sarana dan
Pariwisata strategis iwi iwi Sarana dan sarana dan prasarana parwisata
Kabupaten /Kota yang terkelola Kota Kota dalam  prasarana parwisata yang memadai
dengan baik Pengelolaan yang memadai (Taman Kota dan

Kawasan Wisata

(Taman Kota dan

Taman Hutan



FUNGSI PROSES BISNIS LEVEL 1 PROSES BISNIS LEVEL 2

‘TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN ‘SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN OPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OPD
Strategis Pariwisata Taman Hutan cadika)
Kabupaten /Kota cadikal
Program P Jumlah industri  Jumlah industri Fasilitasi Kegiatan  Peningkatan jumlah Jumlah ckspose
Pariwisata i wisata i Pariwisata Dalam  Jumlah industri iwi i Baik  objek wisatayang  pariwisata Kab.
kunjungan lokal dan kunjungan wisata  dan Luar Negeri bagi pariwi bungo bungo  Dalam dan Luar terekspos Bungo melalui event
wisatawan lokal dan mancanegara pada Industri Pariwisata kabupaten bungo  yang terekspos yang terekspos Negeri bagi Industri pariwisata di Tk.
mancanegara objek wisata Kabupaten /Kota yang terekspos melalui kegiatan  melalui kegiatan  Pariwisata Prov Jambi dan
melalui kegiatan  promosi dalam dan  promosi dalam dan  Kabupaten/Kota promosi pariwisata
promosi dalam dan  luar negri luar negri unggulan melalui
luar negri video dan website
Meningkatnya Pertumbuhan  sektor Program Persentase Meningkatnya nilai Nilai produksi tahun Penyusunandan  Meningkatnya Jumlah pelaku IKM jumlah pelaku IKM  Penyusunan Meningkatnya Jumlah buku RPIK  Dinas Koperasi UMKM Perindag
pertumbuhan industri (PDRB ADHB) perencanaandan  peningkatan nilai  produksi IKMyang  n dikurang nilai Evaluasi Rencana  kualitas pelaku IKM yangberkualitas  yangdibinapada  Rencana kualitas
sektor pembangunan produksi KM dibina prodksi tahunn-1  Pembangunan tahun berjalan Pembangunan perencanaan
perindustrian industri dibagi nilai produksi Industri Industri pembanguna
tahun n-1 dikali 100 Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota industri
Koordinasi, Peningkatan Jumlah peserta
Sinkronisasi,dan  kualitas peserta  pelatihan anyaman
pelaksanaan pelatihan anyaman
Pembangunan
Sumber Daya
Tndustri
Peningkatan Jumlah peserta
kualitas peserta  pelatihan songket
velatihan soneket
Peningkatan Jumlah peserta
kualitas peserta  pelatihan batik
nelatihan batik
Peningkatan Jumlah peserta
kualitas peserta pelatihan
pengolahan pengolahan
makanan makanan
Peningkatan Jumlah peserta
kualitas peserta  pelatihan souvenir
souvenir
Peningkatan Jumlah peserta
kualitas peserta  pelatihan menjahit
meniahit
Peningkatan Jumlah peserta
kualitas peserta pelatihan otomotif
otomotif
Peningkatan Jumlah peserta
kualitas peserta  pelatihan bahan

bahan olahan karet olahan karet

Peningkatan Jumlah peserta
kualitas peserta  pelatihan olahan
bahan olahan turunan kelapa
turunan kelapa sawit
sawit

Koordinasi, Peningkatan jumlah Jumlah pelaku

Sinkronisasi,dan  pelaku usahayang usaha yang

Pelaksanaan diberikan bantuan  diberikan bantuan

Pembangunan peralatan peralatan

Sarana dan

Prasarana Industri

Koordinasi, Meningkatnya Jumlah produk

Sinkronisasi,dan  jumlah produk industri yang

Pelaksanaan industri yang dipromosikan di

Pemberdayaan dipromosikan di event gelar produk

Industri dan Peran  event gelar produk
Serta Masyarakat

Evaluasi terhadap  Peningkatan Jumlah buku data
Pelaksanaan ketersediaan data  industri
Rencana industri
Pembangunan
Tndustri
Persentase Meningkatnya Jumlah industri Penyusunandan  Meningkatnya Jumlah pelaku IKM jumlah pelaku IKM  Koordinasi, Meningkatnya Jumlah sentra
peningkatan jumlah kualitas dan tahun n dikurang  Bvaluasi Rencana  kualitas pelaku IKM yang berkualitas  yangdibinapada  Sinkronisasi,dan  jumlah sentra industri yang
Industri kuantitas IKM jumlah industri Pembangunan tahun berjalan Pelaksanaan industri terbentuk
tahun n-1 dibagi Industri Kebijakan
jumlah industri Kabupaten /Kota Percepatan
tahun n-1 dikali 100 Pengembangan,

Penyebaran dan
Perwilayahan

Industri
Program Persentase Peningkatan jumlah Jumlah Penerbitan Izin Peningkatan jumlah Jumlah Nomor Jumlah izin Koordinasi dan Peningkatan jumlah Jumlah izin industri
pengendalian izin  rekomendasi industri yang. rekomendasi Usaha Industri (IUI), pelaku industri yang Induk Berusaha keseluruhan yang  Sinkronisasi pelaku industri yang yang beresiko
usaha industri industri yang memiliki izin industri yang Izin Perluasan memiliki Nomor  (NIB) yang diterbitkan pada  Pengawasan memiliki izin menengah tinggi
kabupaten/kota diterbitkan diterbitkan dibagi  Usaha Industri Induk Berusaha diterbitkan tahun berjalan Perizinan di Bidang dan tinggi yang

jumlah industri yang (IPUI), lzin Usaha  (NIB) Industri Dalam diterbitkan
diusulkan dikali 100 Kawasan Industri Lingkup IUL, IPUL,
(IUKI) dan Izin IUKI dan IPKI
Perluasan Kawasan Kewenangan
Industri (IPKI) Kabupaten/ Kota
Kewenangan
Program ketaatan Jumlah Perusahaan Penyediaan Fasilitasi Meningkatnya Jumlah buku
sistem informasi  perusahaan perusahaan yang  yangtaatSlNas  Informasi Industri Pengumpulan, database database
industri nasional terhadap SIINas taat SlINas dibagi jumlah untuk Informasi Pengolahan dan perusahaan pada  perusahaan pada
keseluruhan Industri untuk IUI, Analisis Data SlINas SlINas
perusahaan dikali  IPUI, IUKI dan IPKI Industri, Data
100 Kewenangan Kawasan Industri
Kabupaten/Kota serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)
Diseminasi, Meningkatnya Jumlah publikasi
Publikasi Data publikasi perusahaan pada
Informasi dan perusahaan pada  SIINas
Analisa Industri SlINas
Kabupaten/Kota
melalni SINas
Pemantauan dan  Peningkatan jumlah Jumlah laporan
Evaluasi Kepatuhan perusahaan yang  hasil pemantauan
Perusahaan Industri tertib kepatuhan
dan Perusahaan  menyampaikan data Perusahaan Industri
Kawasan Industri  diaplikasi SlINas  dan Perusahaan
Lingkup Kawasan Industri
Kabupaten /Kota Lingkup
dalam Penyampaian Kabupaten/Kota
Data ke SIINas dalam Penyampaian
Data ke SIINas
Peningkatan Persentase Jumlah iaan dan i jumlah prasarana  Pengembangan kegiatan expo/ Persentase Jumlah kegiatan  Koordinasi dan Kelompok tani yang jumlah Dinas TPHP
ketersediaan pemenuhan infrastruktur i pertanian yang Prasarana Pertanian promosi pertanian  pengembangan promosi yang diikuti singkronisasi ikutsertadalam  promosi/expo yang
infrastruktur ketersediaan pertanian yang prasarana Pertanian prasarana pertanian prasarana pertanian tersedia dibagi yang diikuti prasarana pertanian dibagi jumlah prasarana kegiatan dilaksanakan
pertanian infrastruktur layak fungsi dibagi jumlah prasarana melalui kegiatan promosi  pendukung (Nasional/Provinsi)
pertanian jumlah infrastruktur pertanian yang expo/pameran yang pertanian yang pertanian lainnya
pertanian yang dibutuhkan kali 100 diikuti. direncanakan
terbangun di kali
100
Pembangunan Jalan Usaha Tani  Persentase Jumlah Jalan Usaha Pembangunan, Kelompok tani yang jumlah jaringan
Prasarana Pertanian dan Jaringan Irigasi pembanguan Tani dan Jaringan  rehabilitasi dan mengusulkan irigasi usaha tani
Usaha Tani yang  prasarana pertanian Irigasi Usaha Tani i yang /
dibangun melalui Jalan Usaha yang dibangun dibagi jaringan irigasi rehabilitasi dan direhab
Tani, Jaringan Jumlah Jalan Usaha pemeliharaan
Irigasi Usaha tani  Tani dan Jaringan jaringan irigasi
Irigasi Usaha Tani usaha tani
dalam keadaan baik
Pembangunan, Kelompok tani yang _jumlah jalan usaha
rehabilitasi dan mengusulkan tani yang
i jalan direhab
usaha tani rehabilitasi dan
pemeliharaan Jalan
usaha tani
Pembangunan, Kelompok tani yang jumlah prasarana
rehabilitasi dan mengusulkan lainnya yang
pemeliharaan Pembangunan, terbangun/ dirchab
prasarana lainnya  rehabilitasi dan
pemeliharaan
Prasarana Lainnya
. Formula Indikator Indikator Sasaran ¢, 11 Indikator  Program Prioritas  Indikator Program  Lormila Indikator Indikator Sasaran  Farmula Indikator Program OPD 1 fikator Program  Sasaran Program  Formula Indikator Kegiatan OFD Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Formula Indikator .0 Kegiatan OPD Sasaran Sub Indikator Sub .
Tujuan Indikator Tujuan  “g, .. an Dacrah Sasaran Daerah D‘;::':_‘:,‘" Sasaran Daerah ® baerah Dacra m";:':::‘“‘“ Sasaran OFD OPD (IKU OPD) Sasaran OPD Py D";;‘;‘;:c Tha orD oPD - Programopp  FM D';’;’;‘;o Tha € ¢ KegiatanoPD  *M D";;‘;';o ThR  Kegiatan OPD Kegiatan OPD Penanggungjawab OPD




Bungo Maju dan
Sejahtera

Meningkatkan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
berbasis
transparansi dan
melayani

FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

Mewujudkan Nilai Reformasi Hasil Penilaian Meningkatnya Indeks Kepuasan
Perencanaaan Birokrasi publik (IKM)
Pembangunan yang berkualitas  Daerah

Daerah yang Lebih

Baik dan

Berkualitas

Hasil survey

Peningkatan
Kualitas Pelayanan
blik

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Daerah

Hasil survey

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN OPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN oPD
Meningkatnya Penurunan daerah  Bencana Alam dan  Program Cakupan Cakupan Pelayanan Informasi Meningkatnya, Jumlah warga Jumlah warga Sosialisasi. Meningkatnya Jumlah peserta yang Badan Penanggulangan Bencana
kemampuan rawan bencana non-alam yang Penanggulangan  Penanggulangan Penanggulangan  Rawan Bencana Jumlah warga negara yang negara yang Komunikasi Jumlah peserta yang mengikuti Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik
pemerintah dan tertangani dibagi  Bencana Bencana Alam dan Bencana Alam dan  Kabupaten /Kota negara yang memperoleh memperoleh Informasi dan mengikuti sosialisasi,
masyarakat dalam total bencana alam Non-Alam Non-Alam pada Edukasi (KIE) rawan  sosialisasi, Komunikasi,
pengurangan resiko dan non-alam yang tahun berjalan pengetahuan tentang rawan tentang rawan Bencana Kabupaten Komunikasi, Informasi dan
bencana terjadi dikali 100 tentang rawan bencana. bencana pada tahun /Kota (Perjenis Informasi dan Edukasi (KIE) rawan
bencana berjalan Bencana) Edukasi (KIE) rawan  bencana
hencana
Pelayanan Meningkatnya Jumlah dusun Jumlah dusun Penguatan Kapasitas Meningkatnya Jumlah relawan
Pencegahan dan  jumlah dusun tangguh bencana  tangguh bencana  Kawasan untuk jumlah relawan pada pada dusun tangguh
kesiapsiagaan tangguh bencana yang dibentuk Pencegahan dan  dusun tangguh bencana
terhadap Bencana Kesiapsiagaan bencana
Penanganan Meningkatnya Jumlah panjang
Pascabencana, Jumlah panjang  Turap/Talud/Bronjo
Kabupaten/Kota Turap/Talud/Bronjo ng yang dibangun
ng yang dibangun
Pengembangan Meningkatnya Jumlah Tim Reaksi
Kapasitas Tim kapasitas Tim Cepat (TRC) yang
Reaksi Cepat (TRC) Reaksi Cepat (TRC) sesuai dengan SOP
Bencana/Kota
Indeks. jumlah  Proram Persentase Jumlah Meningkatnya Jumlah informasi  Penyelenggaraan  Meningkatnya, Jumlah informasi  Jumlah informasi  Penetapan Meningkatnya Jumlah suratyang  Dinas Komunikasi Informatika dan
keamanan informasi informasi yang Penyelenggaraan  Informasi Daerah  keamanan daerah yang Persandian untuk  Jumlah informasi  pemerintah daerah pemerintah daerah  Kebijakan Tata jumlah suratyang  diamankan dan Persandian
informasi daerah diamankan Persandian untuk  yangDiamankan informasi dacrah  diamankan dan Pengamanan pemerintah daerah  yang di dan yang di dan Kelola dan
keamanan dan Tersampaikan  yang efektif dan tersampaikan dibagi Informasi yang dan ikan pada Informasi dan Jaring tersampaikan
Informasi efesien jumlah informasi  Pemerintah Daerah tersampaikan tahun berjalan Komunikasi Sandi
daerah yang Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
diterima dikali 100 Kabupaten/Kota
Penetapan Pola Meningkatnya Jumlah Singel Site Jumlah Singel Site  Operasional Jaring  Meningkatnya Jumlah perangkat
Hubungan kinerja pelayanan  Ban (SSB) yang Ban (SSB) yang Komunikasi Sandi  ketersediaan Singel Site Ban
Komuniksi Sandi  Singel Site Ban (SSB) dikelola dikelola pada tahun  Pemerintah Dacrah Jumlah perangkat  (SSB)
antar Perangkat berjalan Kabupaten /Kota Singel Site Ban
Daerah (sSB)
/Kata
Meningkatnya Indeks Kepuasan Survey Program Persentase Data  Meningkatnya data  Jumlah data Penyelenggaraan  Meningkatnya, Jumlah data Jumlah data Koordinasi dan Meningkatnya Jumlah lembaga
kualitas data Masyarakat (IKM) data Penyelenggaraan  Statistik Sektoral  statistik sektoral statistik yang Statistik Sektoral di Jumlah data statistik sektoral  statistik sektoral  Sinkronisasi jumlah lembaga penyuplai data
statistik sektoral  sektoral Statistik Daerah  yang Akurat yang dikelola dikelola dibagi Lingup Daerah statistik sektoral  yang akurat yangakuratpada  Pengumpulan, penyuplai data statistik sektoral
yang terintegrasi rencana data Kabupaten /Kota yang akurat tahun berjalan Pengolahan dan statistik sektoral
statistik sektoral Analisis Desiminasi
dikali 100 Data Statistik
Sektaral
Peningkatan Meningkatnya Jumlah SDM yang
Kapasitas SDM jumlah SDMyang ~ mengikuti
Pemerintah Daerah  berkompeten peningkatan
dalam Peningkatan kapasitas
Mutu Statistik
Daerah yang
Terintegrasi
Membanguna Meta  Meningkatnya Jumlah data
Data Statistik ketersediaan jumlah statistik sektoral
Sektoral. data statiatk
seletaral
IKM Program Pendaftaran Jumlah penduduk  Meningkatnya Rasio Penduduk T Jumlah penduduk  Pendataan, Terdatanya jumlah  Jumlah penduduk  Dinas Kependudukan dan Pencatatan
kualitas pelayanan administrasi Penduduk yang  Penduduk ber KTP, KK, dan KIA Kualitas Pelayanan ~ Yang Memiliki KTP, Pendaftaran dokumen pelayanan dokumen rentan yang Penduduk Non penduduk SAD, SAD, pekerja asing  Sipil
inistrasi i Pendaftaran dan KIA Penduduk kependudukan kependudukan memiliki Dokumen Permanen dan pekerja asingdan  dan penduduk
kependudukan dokumen Penduduk Rentan Administrasi penduduk rentan  rentan lainnya
kependudukan dan Kependudukan lainya
pencatatan sipil
yang lengkap
Jumlah Ter Jumlah KK, KTP dan
dan jumlah KK, KTP, Pelayanan Kebutuhan KIA yang diterbitkan
KIA dan Dokumen  Pendaftaran Masyarakat akan
Pindah Datang yang  Penduduk dokumen
diterbitkan kependudukan
Indek Kepuasan Program Pencatatan Jumlah penduduk  Meningkatnya Rasio Penduduk i Jumlah Akta Peningkatan Dalam Terpenuhinya Jumlah Akta capil
Masyarakat (IKM)  Sipil yang memiliki Akta Kualitas Pelayanan yang memiliki Akta Pencatatan Sipil dokumen pelayanan Akta Catatan Sipil yang  Pelayanan kebutuhan yang diterbitkan
Capil Pencatatan Sipil  Pencatatan Sipil pencatatan sipil catatan sipil iterbi sipil akan
dokumen
Pencatatan Sinil
Persentase OPD dan Program Pengelolaan Jumlah OPD dan OPD data OPDdanlembaga  Terlaksananya PKS Jumlah OPDdan  Kerjasama Terlaksananya Jumlah OPD yang
Lembaga yang Informasi lembaga yang Kerjasama, yang melakukan  Kependudukan dan  pengguna dan Pemanfaatan  Lembaga yang Pemanfaatan Data  Perjanjian melakukan
i pan Inovasi i dan dan data  data j dan
dan dan dan i Data  Penyajian Database kependudukan kerjasama dan Pengguna Database pemanfaatan data
Pemanfaatan Data pemanfaatan data  Informasi Kependudukan pemanfaatan data kependudukan
Administrasi
Kependudukan yang
Terbaru
Umum T Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Terkait Terpenuhinya Jumlah kegiatan
Pengelolaan kegiatan ialisasi yang yang
Administrasi administrasi dilaksanakan Informasi masyarakat akan  dilaksanakan
Kependudukan kependudukan Administrasi informasi
Kependudukan kependudukan dan
pencatatan sipil
Program Pengeloaan Jumlah buku profil data Profil  OPDdan lembaga  Tersedianya Jumlah Penyajian  Penyusunan Profil  Tersedianya Jumlah dokumen
Profil Kependudukan penduduk yang penyajian data Data Kependudukan Data Perkembangan  informasi profil perkembangan
diterbitkan Database terupdate yang kependudukan skala Skala Provinsi dan Proyeksi perkembangan dan  kependudukan dan
Kependudukan tersedia provinai dalam 1 Dalam 1 Tahun Kependudukan Serta proyeksi proyeksi
tahun yang lain
Meningkatnya Indek Kepuasan Hasil Survey pada  Program Pelayanan  Nilai Survey Indeks Meningkatnya, Total dari Nilai Perizinan Capaian Jml Pemohon Penyediaan Meningkatnya Jumlah Dokumen  Dinas PM dan PTSP

Kualitas Pelayanan
Perizinan

Masyarakat ( IKM )
Terhadap Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pelaku Usaha

Penanaman Modal

Kepuasan
Masyarakat (IKM)

Kepuasan
Masyarakat atas
Pelayanan
Penanaman Modal

Persepsi PerUnsur
KM

x
Nilai Penimbang

dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal

Kualitas Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu

Target Layanan
Perizinan dan

Perizinan/Nonperizi
nan yang dilayani

Pelayanan Terpadu
Perizinan dan

izi: secara
Terpadu Satu Pintu

berbasis Sistem

Jumlah Perizinan
dan Nonperizinan
yang diterbitkan
sesuai SOP secara

Perizinan dan
Nonperizinan yang
terbit sesuai SOP

Secara Elektronik

Total ~ yang menjadi x y Perizinan
Unsur Terisi Kewenangan Daerah 100 Berusaha
Kabupaten/ Kota JmlTarget  Terintegrasi secara
Layanan Elektronik
Perizinan/Nonperizi
nan
Pemantauan Meningkatnya Jumlah Kegiatan
Pemenuhan jumlah usaha yang ~ Usaha yang
Komitmen Perizinan dilakukan dilakukan
dan Non Perizinan  pemantauan Pemantauan
Penanaman Modal  terhadap terhadap
pemenuhan pemenuhan
komitmen Perizinan komitmen Perizinan
dan Nonperizinan  dan
Penyediaan Layanan Meningkatnya Jumlah Pengaduan
Konsultasi dan Layanan Konsultasi Masyarakat yang
Pengelolaan dan Pengelolaan selesai
" N
Masyarakat Masyarakat
terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah Berita Acara
Sinkronisasi Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan
b o N i
pa pal
Fasilitas/Insentif  Pemberian Pemberian
Daerah Fasilitas/Insentif __ Fasilitas/Insentif
Meningkatnya Jumlah Arsipterjaga  Jumlah Arsip terjaga Program pengelolaan Cakupan ArsipOPD Tersedianya Arsip ~ Jumlah Arsip yang Arsip T i Arsip  Jumlah OPD / Pengelolaan Arsip  Meningkatkan Jumlah Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kualitas Kearsipan dan Arsip Statis / Jumlah Arsip yang ditata Dinamis dan Statis  dikelolah / Jumlah Dinamis Daerah  Jumlah Arsip Dinamis Jumlah Arsip Dinamis Daerah  Ketersediaan Arsip  Dinamis yang telah
Daerah sebagai Warisan Kecamatan x 100% yang Baku sesuai  OPDx 100 % Kabupaten /Kota Dinamis yang Dinamis yang sudah Kabupaten/Kota Dinamis yang dibuatkan Daftar
Budaya yang di dengan Peraturan dikelola, dikelola x 100% terdaftar Arsip
Preservasi
ptaan dan dan
Arsip P Arsip
Dinamis Penciptaan Dinamis
Penggunaan Arsip
Dinamis
Arsip Tersedianya Arsip  Jumlah OPD / Akuisisi, Peningkatan Tersedianya Arsip
Statis Daerah Jumlah Arsip Statis  Statis Jumlah Arsip Statis  Pengolahan, Ketersediaan Arsip ~ Statis
Kabupaten /Kota yang dikelola yang dikelola x 100% Preservasi dan Statis
akses Arsin Statis
Jumlah Pengguna Jumlah Arsip Program Cakupan ArsipOPD  Terwujudnya Jumlah Arsipyang ~ Pemusnahan Arsip  OPD (3 OPD) Tersedianya Arsip  Jumlah Retensi Penilaian pan Terwuj pan Berita
Pelayanan Arsip sebagai memori Perli yang Arsip di i i Statis yang di dan Acara Pemusnahan
sebagai Memori kolektif dan jati diri penyelamatan Arsip Akibat Bencana Pemerintahan Efesiensi Arsip /Jumlah Retensi  Pemusnahan Arsip  Retensi In Aktif Arsip
Kolektif dan Jati Diri  / Jumlah OPD x 100 Daerah dibawah 10 Tahun x yang memiliki
Bangsa Kabupaten /Kota 100 Retensi dibawah 10

yang memiliki
Retensi dibawah 10

Tahun



FUNGSI PROSES BISNIS LEVEL 1 PROSES BISNIS LEVEL 2

‘TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN 'SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN ‘OPD DAN OPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OPD

(Sepuluh) Tahun Pelaksanaan Elesiensi Arsip Pemusnahan Arsip
Pemusnahan Arsip
yang memiliki
Retensi dibawah 10

Tahun
Arsip i Arsip Jumlah OPDyang  Pendataan Meningkatkan Terdatanya Arsip
Perangkat Daerah  Pengamanan Arsip  OPD digabung Daftar Arsip atau
Kabupaten /Kota OPD yang bergabung dan Penilaian serta dari OPD yang Penggabungan
yang digabung / dibubarkan Penyerahan atas  bergabung
dan/atau Pemusnahan Arsip
dibubarkan dan bagi Penggabungan
Pemekaran Daerah
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Program Persentase Meningkatnya Jumlah i Koordinasi/Sinergi  Terlaksananya Jumlah Laporan Kecamatan
i inasi dan i/Sinergi Sinergi
Pemerintahan dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan dan Kegiatan Penyelenggaraan  Kegiatan dan dan
Publik  Pemeri dan y Publik Pemerintahandi  Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelayanan Publik Tingkat P di Tingkat Pemerintahan Kegiatan Kegiatan
Tingkat Kecamatan dengan Perangkat  Pemerintahan Pemerintahan
Daerah dan Instansi dengan Perangkat  dengan Perangkat
Vertikal terkait Daerah dan Instansi Daerah dan Instansi
Vertikal terkait Vertikal terkait
Program Persentase Pemberdayaan T Jumlah Lembaga
Pemberdayaan Keterlibatan Lembaga Lembaga Lembaga Kemasyarakatan
Masyarakat Desa ~ Masyarakat dalam Masyarakat Tingkat Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang
dan Kelurahan Kegiatan Kecamatan Diselenggarakan
Pembanennan
Fasilitasi Terlaksananya Jumlah Laporan
Pengembangan Fasilitasi Fasilitasi
Usaha Ekonomi Pengembangan Pengembangan
Masyarakat Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi
Masvarakat
Program Penyelenggaraan Penanganan Konflik Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan Sosial sesuai Penanganan Konflik Konflik yang
Urusan Pemerintahan Ketentuan Sosial sesuai Ditangani sesuai
Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Ketentuan Ketentuan
Umum Penugasan Kepala Perundang- Peraturan Peraturan
Daerah Undangan Perundang- Perundang-
Undanean Undanean
Meningkatnya Nilai SAKIP Hasil penilaian Peningkatan Kinerja Nilai SAKIP Hasil penilaian Meningkatnya Indek Kepuasan ASN  Persentase Program Presentasi Terlayaninya Jumlah ASN yang P Te Total Sub Kegiatan  Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah PNS yang ~ Badan Kepegawaian dan
akuntabilitas RB Kemenpan RB Kualitas Pelayanan i i ASN i sesuai dengan P ian dan 1,2,3,4 dibagi 4 Fasilitasi Pengadaan pengadaan ASN diterima sesuai Pengembangan Sumber Daya Manusia
kinerja Pemerintah Administrasi pelayanan Daerah yang sesuai dengan  Kepegawaian dan  kompetrnsinya Informasi Pemberhentian dan  Pemberhentian dan  dikali 100 PNS dan PPPK dengan jumlah Daerah
pemerintahan Kepegawaian kepegawaian Kompetensinya Terlaksananya dibagi dengan Kepegawaian ASN  Informasi Informasi formasi yang
dacrah Pembinaan jumlah ASN Kepegawaian ASN  Kepegawaian ASN diusulkan
Kepegawaian
e Koordinasi Terlaksananya Jumlah SK Pensiun
dibagi 4 dikali 100 proses yang
Administrasi pemberhentian dibagi jumlah
Pemberhentian serta kenaikan usulan pensiun
pangkat pengabdian
N
Pengelolaan Sistem  Terlaksananya data Jumlah Data,
Informasi pegawai yang Pegawai yang
Kepegawaian terupdate Terupdate dibagi
dengan Jumlah Data
Pengelolaan Data  Terlaksananya ASN Jumlah ASN yang.
Kepegawaian yang memiliki menmiliki identitas
identitas dibagi jumlah ASN
Mutasi dan Promosi Terlaksananya Persentase Total SubKegiatan  Pengelolaan Mutasi Terlaksananya. Jumlah Jabatan
mutasi dan promosi terlaksananya 1,2 dibagi 2 dikali  ASN mutasi ASN yang terisi dibagi
ASN mutasi dan promosi 100 dengan jumlah
ASN seluruh jabatan
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah Pangkat
Kenaikan Pangkat  Pelayanan kenaikan yang terselesaikan
pangkat dibagi dengan
Jumlah pangkat
Penilaian dan Terlaksananya Persentase Total SubKegiatan  Pengelolaan Jumlah Aparatur  jumlah yang
Evaluasi Kinerja  Penilaian dan terlaksananya 1,2dan 3 dibagi 3 Pemberian berprestasi yang ~ menerima
Aparatur evaluasi kinerja  Penilaian dan dikali 100 bagi i dengan
aparatur evaluasi kinerja pegawai Penghargaan jumlah ASN
aparatur
Pembinaan disiplin  Terlaksananya, Jumlah Kasus
ASN Pembinaan Disiplin  Pelanggaran dibagi
Aparatur jumlah kasus
Pemerintah Daerah pelanggaran
Pelaksanaan Terlaksananya ASN Jumlah ASN yang
Penilaian dan yang berkinerja baik nilai PPK (penilaian
evaluasi kinerja prestasi kerja) baik
dibagi jumlah ASN
T Jumlah ASN yang ~ Pengelolaan Jumlah ASN yang ~ Jumlah ASN
i ASN ikuti tugas. ikan Lanjutan ikuti tugas idikan S1, S2,
Kompetensi ASN ~ Kompetensi ASN  belajar dan izin ASN belajar dan izin dan S3 dibagi jumlah
belajar dibagi belajar N
dengan jumlah ASN
dikali 100
Indeks ional ASN hasil  Program Persentasi ASN yang Terlaksananya, Jumlah ASN yang  Pengembangan terlaksananya Jumlah ASN yang  Jumlah ASN yang  Penyelengga raan  Jumlah ASNyang  Jumlah yang
Profesionalisme i dan ikuti idikan dan ikuti diklat i Teknis i i ikuti Diklat ikuti bimtek
pengembangan ASN  Sumber Daya pendidikan dan pelatihan formal ~ fornal dibagi dengan i Teknis Teknis Teknis dibanding dibagi
Manusia pelatihan formal Total ASN dikali 100 kompetensi teknis  kompetensi teknis  Umum, Inti, dan seluruh ASN
dibagi dengan total  Pilihan Bagi Jabatan
ASN Administrasi
Penyelenggara
urusan
Pemerintahan
konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Persentase ASN Terlaksananya Jumlah ASN yang  Sertifikasi, Terlaksananya Jumlah ASN yang ~ Jumlah ASNyang  Penyelenggaraan  Jumlah ASN yang  Jumlah Pejabat
yang ikuti dan i pelatihan sertifikasi memiliki sertifikat memiliki sertifikat yang
pendidikan dan pelatihan struktural struktural dibagi i diklat i dibagi i dibagi bagi  Praj Diklat  mengikuti bimtek
pelatihan sturktural degan total ASN Kompetensi struktural dengan ASNyang  dengan ASNyang  Pimpinan Daerah,  Fungsional dan dibagi seluruh
dikali 100 Manajerial dan wajib mengikuti wajibmengikuti  Jabatan Pimpinan  Diklat pejabat
Fungsional diklat Diklat struktural  Tinggi, Jabatan Kenemimninan
Fungsional,
Kepemimpinan dan
Prajabatan
Meningkatnya Nilai EKPPD Hasil EKPPD Program Persentase Jumlah iinasi i Tata Jumlah inasi Jumlah inasi Penataan Terlaksananya Jumlah Hari Ulang Setda
kinerja kemendagri Pemerintahan dan  terlaksananya bidang Pemerintahan kualitas bidang bidang Administrasi Fasilitasi Hari Ulang Tahun (HUT) yang
penyelenggaraan Kesejahteraan koordinasi bidang pemerintahan yang inistrasi tata i yang i yang Pemeri Tahun (HUT) difasilitasi
pemerintahan Rakyat pemerintahan dilaksanakan dibagi i i i pada Kabupaten ~ Bungo
daerah koordinasi bidang tahun berjalan dan Republik
pemerintahan yang Indonesia
direncanakan dikali
100
Terlaksananya Jumlah Rapat
fasilitasi rapat Forkopimda  yang
Pengelolaan Terlaksananya Jumlah Camat yang
Administrasi Penilaian dinilai
Kewilayahan Kompetensi Camat

Tingkat Kabupaten

Terlaksananya Jumlah camat
falisitasi Camat terbaik yang
Terbaik ke Tingkat difasilitasi
Provinsi

Terlaksananya Jumlah aparatur
Pembinaan terhadap kecamatan yang
Aparatur Kecamatan dibina

Terlaksananya Jumlah batas
Fasilitasi dan wilayah kabupaten
Koordinasi yang difasilitasi
Penegasan  Batas

wilayah Kelurahan
dan Kabupaten

Jumlah batas
wilayah kelurahan
vane difasilitasi

Terlaksananya Jumlah kode tingkat

Inventarisasi Unsur wilayah yang

Rupa Bumi, Unsur diinventarisasi

Buatan di Kabupaten

Bungo
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SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Fasilitasi Tersedianya Jumlah  dokumen
Pelaksanaan dokumen LPPD LPPD yang disusun
Otonomi Daerah
Tersedianya  SPM Jumlah laporan
Kabupaten Bungo  penerapan SPM yang
disusun
Terfasilitasinya Jumlah laporan
persiapan persiapan
pelaksanaan Pemilu pelaksanaan pemilu
2024 2024 yang disusun
Terfasilitasinya Jumlah  pimpinan
Proses Administrasi dan anggota
Penetapan dan legislatif hasil
Pergantian  Antar pemilu 2024 yang di
Waktu Pimpinan dan Pergantian  Antar
Anggota  Legislatif Waktu (PAW)
hasil Pemilu 2024
Terfasilitasinya Jumlah  tahapan
Proses Pengusulan, pengusulan,
Pengangkatan dan pengangkatan dan
Pemberhentian KDH pemberhentian KDH
WKDH  hasil dan ~ WKH  hasil
Pilkada 2024 pilkada 2024
Terlaksananya Jumlah Serah
Proses Serah Terima Jabatan KDH
Terima Jabatan KDH dan ~ WKDH  hasil
dan  WKDH hasil Pilkada 2024
Pillcada 2004
Rapat  Koordinasi Jumlah Rapat
Pemerintah Daerah Koordinasi
dan APKASI yang Pemerintah Daerah
diikuti dan  APKASI yang
diikuti
Persentase Jumlah Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah Kebijakan  Jumlah Kebijakan  Fasilitasi Tersedianya  Data Jumlah laporan bina
Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan  Kebijakan j j Bina bina mental spritual mental spritual
Pembinaan Bidang Pembinaan dibagi  Kesejahteraan Rakyat Rakyat yang Rakyat yang Mental Spiritual
Kesejahteraan Jumlah Rencana  Rakyat dilaksanakan dilaksanakan pada
Rakyat Pelaksanaan dan tahun berjalan
Pembinaan dikali
100
Terlaksananya Jumlah  khafilah
Pembinaan Kafilah MTQ Kabupaten yang
MTQ Kabupaten dibina
Terlaksananya Jumlah Peringatan
Peringatan Hari Hari Besar Islam
Besar Islam (PHBI)  (PHBI) yang
dilaksanakan
Terlaksananya Jumlah jamaah haji
Fasilitasi Domestik yang difasilitasi
Jemaah Haji
Katnnaten
Terlaksananya Jumlah pejabat
Kegiatan Bina tinggi pratama dan
Mental  Spiritual administrator yang
Pejabat Tinggi mengikuti bina
Pratama dan mental spritual
Administratar
Terlaksananya Jumlah  Kelompok
Pembinaan Umat Beragama
Kerukunan  Umat (KUB) yang dibina
Reracama
Terlaksananya Jumlah pembinaan
pembinaan  Bina bina mental spritual
Mental  Spiritual melalui majelis
Majelis Taklim taklim kecamatan
Keramatan
Terlaksananya Jumlah  organisasi
pemberian  hibah keagamaan  yang
kepada Organisasi menerima hibah
/Lembaga
Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah organisasi
Kebijakan, Evaluasi i hibah yang
dan Capaian Kinerja kepada  Organisasi menerima hibah
terkait /Lembaga
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah  organisasi
sosial yang
menerima hibah
Jumlah  organisasi
kemasyarakatan
yang  menerima
hibah
Meningkatnya Jumlah  prasarana
Prasarana Obat dan obat dan makanan
Makanan  sesuai yang dibina  dan
peraturan yang evaluasi
herlakn
Terlaksananya Jumlah rapat
Program Kerja koordinasi
Komisi Daerah pembinaan  Komisi
(KOMDA) Lanjut Usia Daerah  (KOMDA)
Lanjut Usia yang
dilaksanakan
Terlaksananya Jumlah Rapat
Program Kerja Koordinasi
Legiun Veteran Pembinaan Legiun
Republik Indonesia Veteran  Republik
(LVRI) Indonesia (LVRI)
yang dilaksanakan
Terlaksananya Jumlah Rapat
Koordinasi Koordinasi
Kebijakan ~Daerah Kebijakan —Daerah
Bidang Sosial, Bidang Sosial,
Transmigrasi, Transmigrasi,
Kesehatan, Kesehatan,
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan, Perempuan,
Perlindungan Anak, Perlindungan Anak,
Pengendalian Pengendalian
Penduduk dan KB Penduduk dan KB
yang dilaksanakan
Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah Usaha
Kebijakan, Evaluasi fungsi UKS Keschatan Sekolah
dan Capaian Kinerja (UKS) yang dinilai,
terkait dibina, dan
Kesejahteraan dilombakan
Masyarakat
Terlaksananya Jumlah Rapat
Koordinasi Koordinasi
Kebijakan ~Daerah Kebijakan —Daerah
Bidang Pendidikan, Bidang Pendidikan,
Kepemudaan, Kepemudaan,
Olahraga dan Olahraga dan
Pariwisata Pariwisata yang
dilaksanakan
Terlaksananya Jumlah  organisasi
pemberian  hibah kemasyarakatan
kepada Organisasi yang ~ menerima
/Lembaga hibah
Persentase Jumlah Produk Fasilitasi dan Meningkatnya Jumlah fasilitasi  Jumlah fasilitasi  Fasilitasi Terlaksananya Jumlah fasilitasi
rancangan produk Hukum yang Koordinasi Hukum  kualitas dan inasi dan inasi Produk Produk Produk
hukum yang ditindaklanjuti hukum hukum yang hukum yang Hukum Daerah Hukum yang Hukum yang
ditindaklanjuti dibagi Jumlah dilaksanakan dilaksanakan pada disusun (Perda, disusun (Perda,
Rancangan Produk tahun berjalan Perbup dan Perbup dan
Hukum dikali 100 Keputusan)  yang Keputusan)
difasilitasi
Terlaksananya Jumlah Produk
Produk Hukum Hukum (Perda dan
(Perda dan Perbup) Perbup) yang

yang diundangkan

diundangkan
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SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Fasilitasi Bantuan Terlaksananya, Jumlah  Bantuan
Hukum pemberian Bantuan Hukum kepada
Hukum kepada Masyarakat Miskin
Masyarakat Miskin yang diberikan
Litigasi dan  Non
Litigasi
Terwujudnya Jumlah Laporan
Kabupaten  peduli Rencana Aksi
Hak Asasi Manusia Nasional Hak Asasi
(HAM) Manusia (RANHAM)
dan Kabupaten/Kota
Peduli (KKP) Hak
Asasi Manusia
(HAM]
Terwujudnya Jumlah  Kelompok
Kelompok Keluarga Keluarga Sadar
Sadar Hukum Hukum yang
dihentulk
T Jumlah Produk
Produk Hukum dan Produk Hukum Hukum yang
Pengelolaan didokumentasikan
Informasi Hukum
Produk hukum yang Jumlah produk
dapat diakses hukum yang diinput
melalui  aplikasi ke dalam aplikasi
Jaringan Jaringan
Dokumentasi ~ dan Dokumentasi  dan
Informasi  Hukum Informasi  Hukum
i
Persentase Jumlah realisasi  Fasilitasi Kerjasama Meningkatnya Jumlah kerja sama Jumlah kerja sama Fasilitasi Kerja Meningkatnya kerja Jumlah kerja sama
kesepakatan kesepakatan Daerah pembangunan daerah yang daerah yang Sama Dalam Negeri sama dalam negeri dalam negeri yang
bersama dan bersama dan dacrah melalui difasilitasi dan difasilitasi dan difasilitasi

rencana kerja.

rencana kerja

kerja sama daerah  dievaluasi

dievaluasi tahun

perangkat daerah perangkat daerah berjalan — - -
- dibagi jumlah Fasilitasi Kerja Meningkatnya kerja Jumlah kerja sama
rencana Sama Luar Negeri  sama luar negeri  luar negeri yang
kesepakatan difasilitasi
bersama dan. Evaluasi Meningkatnya Jumlah kerja sama
xencanalkerjal Pelaksanaan Kerja  kualitas kerja sama daerah yang
perangkat daerah Sama daerah dievaluasi
dikali 100
Program Persentase Jumlah Pelaksanaan Meningkanya Jumlah kebijakan  Jumlah kebijakan  Koordinasi, Meningkatnya Jumlah BUMD dan
Perekonomian dan  permasalahan permasalahan Kebijakan kualitas kebijakan ian yang ian yang isasi kualitas BUMD dan BLUD yang di bina.
Pembangunan lingkup lingkup i tahun Monitoring dan BLUD
perekonomian yang perekonomian yang berjalan Evaluasi Kebijakan
ditindaklanjuti ditangani dibagi Pengelolaan BUMD
jumlah dan BLUD
permasalahan
lingkup
perekonomian dikali
o) Pengendalian  dan Meningkatnya Jumlah unit
Distribusi pengendalian  unit distribusi yang
Perekonomian distribusi dikendalikan
perekonomian
Meningkatnya Jumlah  Laporan
pengendalian inflasi Pengendalian Inflasi
daerah Dacrah
Perencanaan  dan Meningkatnya Jumlah usaha
Pengawasan penyelenggaraan  ekonomi mikro kecil
Ekonomi Mikro Kecil usaha ekonomi yang direncanakan
mikro kecil dan diawasi
Jumlah Laporan
Perencanaan dan
Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil
yang disusun
Persentase Jumlah program  Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah Perangkat  Jumlah Perangkat  Fasilitasi Terlaksananya Jumlah  perangkat
pengendalian dan yang i i Daerah yang Daerah yang Penyusunan program daerah yang
evaluasi program dan Program pembangunan difasilitasi  dalam
pembangunan yang dievaluasi dibagi pembangunan Program Program Pembangunan dacrah sesuai penyusunan
dilaksanakan jumlah program Pembangunan Pembangunan prioritas program
pembangunan dikali sesuai Rencana  sesuai Rencana pembangunan pembangunan
100 Operasional Operasional
dan T Jumlah  perangkat
Kegiatan (ROPK) Kegiatan (ROPK) Bvaluasi  Program program daerah yang
tahun berjalan Pembangunan pembangunan dimonitoring  dan
sesuai perencanaan  dievaluasi
Pengelolaan Meningkatnya Jumlah  laporan
Evaluasi dan pembangunan evaluasi
Pelaporan dacrah yang pelaksanaan
yang
Pembangunan disusun
Level kematangan Jumlah tender yang Level T Jumlah Paket
UKPBJ dilaksanakan dibagi Pengadaan Barang  kualitas standarisasi LPSE  LPSE Barang barang g Barang
jumlah rencana  dan Jasa implementasi LPSE dan Jasa dan jasa sesuai dan  Jasa  yang
umum pengadaan ketentuan dilaksanakan
yang diumumkan
Gikali 100 Jumlah Laporan
Pengadaan Barang
dan Jasa yang
disusun
Jumlah Paket
Pengadaan Barang
dan Jasa yang
dimonitoring dan
dievaluasi
Pengelolaan Meningkanya Jumlah Pelaku
Layanan g Barang
Sccara Elektronik  pengadaan secara  dan  Jasa  sccara
clektronik sesuai  Elektronik  yang
standar diproses
Jumlah
perlengkapan
layanan pengadaan
yang tersedia
Pembinaan  dan Meningkatnya Jumlah SDM
Advokasi Pengadaan kualitas pengadaan dan
Barangdan Jasa  pelaksanaan advokasi barang dan
pengadaan  barang jasa yang dibina
dan  jasa  sesuai
peraturan
Persentase Jumlah Pemantauan Meningkatnya Jumlah kebijakan  Jumlah kebijakan  Koordinasi, Meningkatnya Jumlah Rapat bidang
permasalahan permasalahan Kebijakan Sumber  kualitas kebijakan ~ sumber daya alam  sumber dayaalam  Sinkronisasi  dan kualitas kebijakan Pertanian,
lingkup sumber daya lingkup sumber daya Daya Alam sumber daya alam  yang dilaksanakan  yang dilaksanakan Evaluasi Kebijakan bidang  Pertanian, Kehutanan,
alam yang alam yang ditangani yang dilaksanakan tahun berjalan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
ditindaklanjuti dibagi jumlah Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan  yang
permasalahan Kelautan dan Perikanan  yang difasilitasi
lingkup sumber daya Perikanan difasilitasi
alam dikali 100
Koordinasi, Meningkatnya Jumlah Rapat bidang
Sinkronisasi  dan kualitas kebijakan Pertambang an dan
Bvaluasi Kebijakan bidang Pertambang Lingkungan  Hidup
Pertambagan  dan an dan Lingkungan yang difasilitasi
Lingkungan Hidup  Hidup yang
difasilitasi
Koordinasi, Meningkatnya Jumlah Rapat bidang
Sinkronisasi  dan kualitas kebijakan Energi dan Air yang
Evaluasi Kebijakan bidang Energi dan difasilitasi
Energi dan Air Air yang difasilitasi
( Program duk (EL+E2+E3+EA+ P Jumlah Perda yang dan T Setwan
fasilitasi an Tugas dan Fungsi  6+E7)/7 pelaksanaan tugas  Penyelesaian Tugas fasilitasi 6+E7)/7 Peraturan Daerah  Fasilitasi Fasilitasi ditetapkan dibagi  Pembahasan fasilitasi Propemperda
dukungan DPRD dan fungsi DPRD  dan Fungsi DPRD  dukungan dan Peraturan DPRD Pembentukan Perda pembentukan Perda jumlah Propemperda Program penyusunan dan
pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas yangdi tetapkan  yang di tetapkan (E1) dikali 100% Pembentukan pembahasan

dan fungsi DPRD

dan fungsi DPRD

Peratiran Daerah

Rancangan Peraturan
Daerah

5 Ranperda
fasilitasi pembahasan  menjadi Perda
Rancangan Peraturan

Daerah




FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Fasililasi Penyusunan _Tersusunannya Dokumen Naskah
Penjelasan, Naskah Akademik ~ Akademik
Keterangan dan/atau
Naskah Akademik
Ter Jumlah fasiilitasi KUA T Di
Kebijakan Anggaran Fasilitasi Fasilitasi penetapan APBD dan PPAS Pembahasan KUA  Naskah KUA-PPAS
Pembahasan Pembahasan tepat waktu dibagi dan PPAS Induk
Anggaran Anggaran (E2) Total pembahasan
APBD dikali 100%
Ter Di
Perubahan KUA dan  Pembahasan Naskah Perubahan
Perubahan PPAS Perubahan KUA dan  KUA - Perubahan
Perubahan PPAS PPAS
APBD  Ter
Pembahasan APBD  Rancangan Perda
APBD menjadi Perda
APRD
APBD T
Perubahan Pembahasan APBD  Rancangan Perda
Perubahan APBD-Perubahan
menjadi Perda APBD-
Perubahan
T
Pertanggung- Pembahasan Rancangan Perda
Jjawaban APBD Pertanggungjawaban tentang
APBD Pertanggungjawaban
APRD
T Jumlah kegiatan  Pengawasan Urusan Terlaksananya Jumlah program
Penyelenggara-an  Fasilitasi Fasilitasi pengawasan DPRD  Pemerintahan Fasilitasi kerja pengawasan
DPRD  yang difasilitasi bidang Pengawasan Urusan DPRD Bidang
(E3) dibagi jumlah Pemerintahan dan  Pemerintahan Pemerintahan dan
laporan/ Hukum bidang Hukum
rekomendasi yang Pemerintahan dan
dihasilkan Hukum
DPRD dikali 100%
Pengawasan Urusan Terlaksananya, Jumlah program
Pemerintahan Fasilitasi Urusan  kerja pengawasan
Bidang Infrastruktur Pemerintahan DPRD Bidang
Bidang Infrastruktur Infrastruktur
Pengawasan Urusan Terlaksananya, Jumlah program
Pemerintahan Fasilitasi kerja pengawasan
Bidang Pengawasan Urusan DPRD Bidang
Bidang
Perekonomian
Pengawasan Tindak Terlaksananya Jumlah program
Lanjut Hasil Fasilitasi kerja pengawasan
Pemeriksaan Pengawasan Tindak DPRD terhadap
Laporan Keuangan  Lanjut Hasil tindak lanjut Hasil
oleh Badan Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksa Laporan Keuangan  Laporan Keuangan
Keuangan oleh Badan oleh BPK
Pemeriksa
Keuangan
Peningkatan Tersusun dan Persentase Jumlah Fasilitasi  Pendalaman Tugas Terlaksananya Jumlah pimpinan
Kapasitas DPRD terintegrasinya Fasilitasi Peningkatan DPRD kegiatan dan anggota DPRD
Program-Program  Peningkatan Kapasitas DPRD dan pendalaman tugas  yang mengikuti
Kerja DPRD untuk ~ Kapasitas DPRD (E4) Dokumen Rencana DPRD pendalaman tugas
melaksanakan Kerja Tahunan pada DPRD
Fungsi Pengawasan, setiap Alat-alat
Fungsi Kelengkapan DPRD
Pembentukan dibagi Jumlah
Perda, dan Fungsi Kegiatan
Anggaran dalam Peningkatan
Dokumen Rencana Kapasitas DPRD dan
Pembangunan Penyusunan
Jangka Menengah Dokumen Rencana
(RPJMD) maupun Kerja Tahunan pada
Dokumen Rencana setiap Alat-alat
Kerja Perangkat Kelengkapan DPRD
Daerah (RKPD) dikali 100%
Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Anggaran
Setwan DPRD
Publikasi dan Terlaksananya Jumlah Media
Dokumentasi Dewan Publikasi dan publikasi dan
Dokumentasi Dewan dokumentasi
Penyediaan Tersedianya Jumlah Tim
Kelompok Pakar dan kelompok pakar dan Kelompok Pakar dan
Tim Ahli tim ahli DPRD Ahli DPRD
Penyediaan Tenaga Tersedianya tenaga Jumlah Tenaga Ahli
Ahli Fraksi ahli DPRD Fraksi DPRD
T Jumlah
Hubungan Hubungan Pers
Penyusunan Tersedianya Jumlah dokumen
Program Kerja DPRD Rencana Rencana
Kerja Tahunan pada Kerja Tahunan pada
setiap Alat-alat setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD ~ Kelengkapan DPRD
dan T Jumlah Fasilitasi  Kunjungan Kerja  Terpenuhinya Jumlah Fasilitasi
Penghimpunan fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Reses  dalam Daerah Fasilitasi Kegiatan ~ Kegiatan Pimpinan
Aspirasi dan dan Pimpinan dan dan Anggota dalam
penghimpunan Penghimpunan dibagi Jumlah Reses Anggota dalam Mengikuti
aspirasi Aspirasi dan Mengikuti Musrenbang
(E5) dikali 100% Musrenbang
Pelaksanaan Reses Terlaksananya, Jumlah fasilitasi
kegiatan reses reses sesuai SOP.
dan  Ter Jumlah kegiatan  Pengawasan Kode  Terlaksananya Jumlah
Pengawasan Kode ~ pengawasan kode  Fasilitasi pengawasan Kode ~ Etik DPRD pengawasan kode  pelaksanaan
Etik DPRD etik DPRD Pengawasan Kode  Etik DPRD yang etik DPRD pengawasan BK
Etik DPRD (E6) difasilitasi terhadap kode etik
dibagi jumlah DPRD
laporan Pengawasan
Kode Etik dikali
1009
Fasilitasi Tugas Terlaksananya Persentase Jumlah Fasilitasi  Koordinasi dan Terfasilitasinya Jumlah fasilitasi
Fasilitasi Tugas Fasilitasi Tugas Kunjungan Kerja,  Konsultasi kegiatan koordinasi kunjungan kerja
DPRD (7 Laporan Kinerja, dan Pelaksanaan Tugas ~dan konsultasi Pimpinan dan
Tugas Pimpinan PRD pelaksanaan tugas  Anggota DPRD
DPRD dibagi Jumlah DPRD
Kunjungan Kerja,
Laporan Kinerja, dan
Tugas Pimpinan
DPRD dikali 100%
Penyusunan Terfasilitasinya Jumlah laporan
Laporan Kinerja kegiatan kinerja DPRD
DPRD penyusunan laporan
kinerja DPRD
Fasilitasi Tugas Terfasilitasinya Jumlah fasilitasi
Pimpinan DPRD kegiatan tugas kegiatan tugas
pimpinan DPRD nimpinan DPRD
Peningkatan Nilai Nilai Perencanaan.  Hasil Penilaian Program Nilai Capaian Peningkatan Capaian Kinerja Kegiatan Tersedianya Jumlah dokumen  Jumlah buku yang  Koordinasi Jumlah Buku Badan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Kemenpan dan RB  Perencanaan, Kinerja Pemerintah Capaian Kinerja ~ Pemerintah Daerah Penyusunan dokumen Perencanaan dan  disusun pada tahun  Penelaahan Sinkronisasi Daerah
Pembangunan Pengendalian dan  Daerah. Pemerintah Daerah. dibagi dengan Target dan berjalan Dokumen Kebijakan
Daerah. Evaluasi Kinerja i P dan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah dikali pendanaan Pembangunan Daerah dengan
Daerah Seratus. Daerah dengan Kebijakan
Dokumen Kebijakan Pembangunan

lainnya.

Provinsi dan Pusat



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

'SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN

‘OPD DAN

PROSES BISNIS LEVEL 2

KEGIATAN OPD, SASARAN

OPD DAN

OPD

Jumlah Buku
Usulan Program dan
Kegiatan Kabupaten
Bungo yang
bersumber Dana
Alokasi Khusus
mAK)

Pelakasanaan Jumlah Buku
Konsultasi Publik Laporan Hasil
Publik

Koordinasi
Pelaksanaan Forum
SKPD/Lintas SKPD

Jumlah Laporan
Hasill Forum
Perangkat Ddaerah
yang tersedia

Pelaksanaan

Jumlah Buku hasil

Musrenbang Musrenbang
Kabupaten/Kota Kabupaten yang
tersedia
Koordinasi Jumlah Buku
Penyusunan dan RPJMD dan

Penetapan Dokumen

Perubahan RPJMD

Peningkatan Nilai
Laporan Kinerja
Pemerintah
Daerah.

Nilai Laporan Kinerja

Hasil Penilaian
Evaluasi

(LKJ)

Daerah

Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Buku RKPD
dan Jumlah Buku
Perubahan RKPD
Program Nilai Capaian Peningkatan Capaian Kincrja Kegiatan Meningkatnya Jumlah dokumen  Jumlah dokumen  Koordinasi Meningkatnya Jumlah Buku e-data
Kinerja Pemerintah  Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Penggendalian, kualitas i i i iaan data e- Base SIPD
Pengendalian dan  Daerah. Pemerintah Daerah. dibagi dengan Target Evaluasi dan penyusunan Evaluasi dan Evaluasi dan Perencanaan dan  data Base SIPD
Evaluasi Kinerja Pemerintah Pelaporan Bidang  dokumen Pelaporan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah dikali intah Daerah P Daerah
Daerah Seratus. Pembangunan Evaluasi dan Kabupaten Bungo  Kabupaten Bungo  Daerah di
Daerah Pelaporan pada tahu berjalan  Kabupaten/Kota
Pemerintah Daerah
Kabupaten Bungo
Meningkatnya Jumlah Buku
kualitas Laporan Keterangan
Laporan P
Keterangan n (LKPJ) Bupati
Pertanggunggjawaba Bungo
n (LKPJ) Bupati
Bungo
Meningkatnya Jumlah Buku
kualitas laporan Laporan
Pembangunan Pembangunan
Kabupaten Bungo  gahunaten Runso
Meningkatnya Jumlah Buku
kualitas Laporan Kinerja
penyusunan buku  Pemerintah
Laporan Kinerja Kabupaten Bungo
Pemerintah
Runeo
Monitoring, Evaluasi Meningkatnya Jumlah buku
dan Penyusunan  kualitas laporan
Laporan Berkala  penyusunan buku  Pengendalian dan
Pelaksanaan laporan Evaluasi RKPD.
Pembangunan Pengendalian dan
Daerah. Evaluasi RKPD
Meningkatnya Jumlah buku
kualitas laporan Monitoring
penyusunan buku  dan Evaluasi
laporan Monitoring ~ Program dan
dan Evaluasi Kegiatan
Program dan Pembangunan
Kegiatan Dacrah
Pembangunan
Nacrah
Meningkatnya Jumlah buku
kualitas Evaluasi Hasil
penyusunan buku  RPJMD Tahunan.
Evaluasi Hasil
RP.IMD Tahnnan
Meningkatnya Jumlah buku
kulitas penyusunan Laporan Capaian
buku Laporan Pembangunan
Capaian Kabupaten Bungo
Pembangunan (HUT) Kabupaten
Kabupaten Bungo
(HUIT\ Kabninaten
Meningkatnya Jumlah buku
kulitas penyusunan Laporan Capaian
buku Laporan Kinerja (LKj)
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
(LKj) Pemerintah  Kabupaten Bungo
Daerah Kabupaten
Bungo
Program Jumlah Target Kegiatan i i B Koordinasi Meningkatnya Jumlah buku
dan capaian Capaian Kinerja Bidang kinerja Penyusunan ketersediaan database Bidang
Perencanaan Konsistensi kinerja perangkat  pada Perangkat. dan Bidang Bidang Dokumen database Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Program RPJMD ke  daerah Bidang Sosial Daerah di bagi Pembangunan Pemerintahan dan  Pemerintahan dan Perencanaan Pemerintahan dan  Sumber Daya
Daerah dalam RKPD Budaya dengan Jumlah Manusia. Pembangunan Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang
Realisasi Capaian Manusia Manusia Daerah Bidang Manusia yang tersedia
Kinerja Perangkat Pembangunan tersedia
Daerah di kali Manusia dan
seratus persen. Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Meningkatnya Jumlah Laporan
kualitas RAN HAM
penyusunan Laporan
RAN HAM
Persentase Terlaksananya Asistensi Meningkatnya Jumlah buku
Konsistensi Program Asistensi Penyusunan kulitas penyusunan  laporan hasil
RKPD ke dalam Penyusunan Dokumen buku laporan hasil  asistensi
APBD di Bidang Dokmen Perencanaan asistensi perencanaan
Sosial Budaya Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah Bidang pembangunan Bidang
Perangkat Daerah Pemerintahan dan  Bidang Pemerintanan dan
Bidang Pembangunan Pemerintanan dan  Sumber Daya
Pembangunan Manusia. Sumber Daya Manusia yang.
Manusia. Manusia yang tersedia
tersedia
Meningkatnya Jumlah buku SDGs
kualitas Kabupaten Bungo
penyusunan buku
SDGs Kabupaten
Rinen
Meningkatnya Jumlah Buku RPKD
kualitas Kabupaten Bungo
penyusunan Buku
RPKD Kabupaten
Runen
Persentase Terlaksananya Pelakasanaan Meninggkatnya Jumlah laporan
Konsistensi Program Pelakasanaan Monitoring dan kulitas penyusunan hasil monitoring dan
RKPD ke dalam Monitoring dan Evaluasi laporan hasil evaluasi triwulan I,
APBD di Bidang Evaluasi Penyusunan monitoring dan 11, 111 dan IV Bidang
Perekonomian dan Penyusunan Dokumen evaluasi triwulan I, Pemerintahan dan
Sumber Daya Alam Dokumen Perencanaan 11, 11l dan IV Bidang  Sumber Daya
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan  Manusia yang
Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya tersedia
Daerah Bidang Pemerintahan dan  Manusia yang
Pembangunan Pembangunan tersedia
Manusia. Manusia.
Jumlah dokumen Koordinasi Meningkatnya Jumlah Buku

hasil Koordinasi
Pelakasanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang

Peralanamian

kulitas

Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Perekonomian.

Buku Laporan TPID
Kabupaten Bungo
yang tersedia

yang tersedia



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

Opini BPK

Hasil penilaian BPK Peningkatan Kinerja Opini BPK
RI Keuangan Daerah

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Jumlah Dokumen Koordinasi Meningkatnya Jumlah Dokumen
hasil Koordinasi Pelakasanaan kualitas Pelaksanaan
Pelakasanaan Sinergitas dan penyusunan Sinergitas dan
Sinergitas dan Harmonisasi Dokumen Harmonisasi
Harmonisasi
Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Bidang SDA  Harmonisasi Bidang SDA yang
Daerah Bidang SDA Perencanaan tersedia
pembangunan
Bidang SDA yang
tavoodio
Peningkatan Jumlah Target Kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi Meningkatnya Jumlah buku
Kesesuaian capaian Capaian Kincrja Perencanaan Bidang Percncanaan penyusunan ketersediaan database
kinerja perangkat  pada Perangkat Infrastruktur dan Pembangunan dokumen database perhubungan,
daerah Bidang Daerah di bagi Kewilayahan. Daerah Bidang i
Sarana dan dengan Jumlah Infrastruktur pembangunan kebinamargaan,  sumber daya air,
Prasarana Realisasi Capaian (RPJPD, RPJMD dan dacrah bidang sumber daya air,  keciptakaryaan,
Kinerja Perangkat RKPD) infrastruktur keciptakaryaan,  perumahan,
Daerah dikali (RPJPD, RPJMD, dan  perumahan, permukiman, Tata
seratus RKPD) permukiman, Tata ~ Ruang dan
Ruang dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup  yang tersedia
wano taroadia
Persentase Jumlah Dokumen Asistensi Meningaktnya Jumlah buku
Kesesuaian Hasil Asistensi Penyusunan kualitas laporan hasil
Program RKPD ke Perencanaan Dokumen penyusunan buku  asistensi
dalam APBD di Pembangunan Perencanaan laporan hasil perencanaan
bidang Infrastruktur Perangkat Daerah Pembangunan asistensi pembangunan
dan Kewilayahan Bidang Infrastrktur Daerah Bidang perencanaan perhubungan,
dan Kewilayahan Infrastruktur. pembangunan kebinamargaan,
perhubungan, sumber daya air,
kebinamargaan,  keciptakaryaan,
sumber daya air,  perumahan,
keciptakaryaan,  permukiman, Tata
perumahan, Ruang dan
permukiman, Tata  Lingkungan Hidup
Ruang dan yang tersedia

Lingkungan Hidup

Jumlah laporan
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi

perencanaan
pembangunan
perangkat daerah
bidang infrastruktur

Pelaksanaan Meningaktnya

monitoring dan kualitas
evaluasi penyusunan buku
penyusunan laporan hasil
dokumen ‘monitoring dan
perencanaan evaluasi triwulan I,
pembangunan 11, Il dan IV

daerah

Jumlah laporan
hasil monitoring dan
evaluasi triwulan I,
11, 11T dan IV
perhubungan,
kebinamargaan,
sumber daya air,

bidang infrastruktur kebinamargaan,
sumber daya air,
keciptakaryaan,
perumahan,
permukiman, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup

perumahan,
permukiman, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup
yang tersedia

Meningaktnya

Meningkatnya Nilai inovasi Hasil penilaian dari Program Penelitian Indek Kepuasan Meningkatnya Nilai Indek Kegiatan Penelitian Jumlah dokumen Fasilitasi, Jumlah Buku IKM
inovasi daerah kemenristek dan  dan (IKM) y Publik  Kepuasan dan Pengembangan Indek Kepuasan Pelaksanaan dan  kualitas Kabupaten Bungo
kemendagri Daerah Masyarakat (IKM)  Bidang Masyarakat (IKM) Evaluasi Penelitian penyusunan Buku
Penyelenggaraan dan Pengembangan  IKM Kabupaten
Pemerintahan dan Bidang Bungo
Pengkajian Penyelenggaraan
Peraturan. Otonomi Daerah
Nilai Inovasi Meningkatnya Hasil Penilaian Kegiatan Nilai IDSD Kab. Discminasi Jenis, Meningkatnya Jumlah buku
Daerah. Kemanfaatan Ivoasi Daerah oleh  Pengembangan Bungo Prosedur dan Metode kualitas peyusunan laporan Indek Daya
penelitian dengan  Kemendagri dan  Teknologi dan Penyelenggaraan  buku laporan Indek  Saing Daerah (IDSD)
pengembangan Kemenristek Informasi Pemerintah Daerah Daya Saing Daerah  Kabupaten Bungo
yang bersifat Inovatif (IDSD) Kabupaten
Bungo
kual Level APIP  Level Program Perumusan Persentase Tersedianya Kebijakan Perumusan Tersedianya Jumlah dokumen  Jumlah dokumen  Perumusan Tersusunnya Jumlah Inspektorat
itas aparat APIP hasil Self Kebijakan, penyusunan dokumen Kebijakan, Pengawasan Sesuai Kebijakan Teknis di dokumen Kebijakan Kebijakan teknis  Kebijakan teknis  Kebijakan Teknis di Kebijakan Teknis di rekomendasi
pengawasan intern Assesment/Quality Pendampingan dan  kebijakan dan terlaksanya Standar dibagi Bidang Pengawasan Teknis di Bidang  dibidang dibidang Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan kebijakan teknis di
pemerintah Assurance dari BPKP Asistensi pengawasan sesuai  kegiatan seluruh Kebijakan  dan Fasilitasi dan dan dan bidang pengawasan
standar dan Fasilitasi fasilitasi fasilitasi yang di dusun
Asistensi yang
diterbitkan
Perumusan Tersusunnya Jumlah
Kebijakan Teknis di Kebijakan Teknis di rekomendasi
Bidang Fasilitasi  Bidang Fasilitasi  kebijakan teknis di
Pengawasan Pengawasan bidang fasilitasi
pengawasan yang di
dusun
Prosentase unsur i dan a Jumlah Kegiatan  Jumlah Surat Pendampingan dan  Terlaksananya, Jumlah Perangkat
terpenuhinya unsur APIP yang terpenuhi  Asistensi kegiatan Pendampingan dan  Perintah Tugas Asistensi Urusan  Pendampingan dan  Daerah yang
kapabilitas dibagi dengan unsur Pendampingan dan  Asistensi yang Pemerintahan Asistensi Urusan  dilakukan
kapabilitas APIP Asistensi terlaksana Daerah Pemerintahan Pendampingan dan
Daerah Asistensi Urusan
Pemerintahan
Daerah
Pendampingan, Terlaksananya Jumlah Perangkat
Asistensi, Pendampingan, Daerah yang
Verifikasi, dan Asistensi, dilakukan
Penilaian Reformasi Verifikasi, dan Pendampingan,
Birokrasi Penilaian Reformasi Asistensi,
Birokrasi Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi
Birokrasi
Koordinasi, Terlaksananya Jumlah Kegiatan
dan s
Evaluasi serta Monitoring dan Monitoring dan
Verifikasi Bvaluasi serta Evaluasi serta
Pencegahan dan  Verifikasi Verifikasi
dan dan
Korupsi Pemberantasan Pemberantasan
Korinsi Kornei
Pendampingan , Terlaksananya Jumlah Perangkat
Asistensi dan Pendampingan , Daerah yang
Verifikasi Asistensi dan dilakukan
Penegakan Verifikasi Pendampingan ,
Integritas Penegakan Asistensi dan
Integritas Verifikasi
Penegakan
Inteeritae
Hasil penilaian BPK Meningkatnya, Penetapan APBD Ketcpatan Tahapan Program Realisasi silpa dibagi Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah DPA yang  Jumlah DPA Koordinasi dan Tersedianya Jumlah Tersedianya Badan Pengelola Keuangan dan Aset
RI Kinerja Pengelolaan Penyusunan APBD  Keuangan Daerah  penyelesaian SP2D  Pengelolaan Target Silpa x 100 % Penyusunan Koordinasi dan Terifikasi Terifikasi Penyusunan KUA  Panduan Dana KUA dan PPAS Daerah
Keuangan dan Aset dibagi Jumlah Tepat Waktu Keuangan Daerah Rencana Anggaran  Penyusunan dan PPAS Dalam Penyusunan
Daerah Tahapan APBD x Daerah Rencana Anggaran Anggaran
100% Paerah
Persentase Target Belanja Koordinasi dan Tersedianya Jumlah Tersedianya
penyusunan laporan Pendidikan dibagi Penyusunan Panduan KUPA dan PPASP
keuangan tepat Target APBD x 100% Perubahan KUA dan  Penyusunan
waktu sesuai SAP Perubahan PPAS ~ Perubahan
Ansearan
Persentase Target Belanja Koordinasi, Tersedianya DPA Jumlah DPA-SKPD
ketepatan waktu Kesehatan dibagi Penyusunandan  yang Terifikasi Hasil Penelitian
penyelesaian RAPBD Target APBD x 100% Verifikasi DPA SKPD
dan RAPBD-P
Persentase Realisasi bagi hasil Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah Perda dan
Pelaporan Dana Kabupaten/Kota Penyusunan Penyusunan Perda  Perbupyang
Transfer dibagi Jumlah bagi Peraturan Daerah  dan Perbup tentang  Tersedia
hasil Tentang APBD dan  APBD
Kabupaten/Kota x Peraturan Kepala
100% Daerah tentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah Perda dan
Penyusunan Penyusunan Perda Perbup Perubahan
Peraturan Daerah  Tentang Perubahan  yang Tersedia
Tentang Perubahan  APBD dan Perbup
APBD dan Peraturan tentang Tentang
Kepala Daerah Perubahan APBD
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Koordinasi dan Terbitnya SP2D Persentase Jumlah SP2D tepat  Koordinasi dan Tersusunnya Jumlah Laporan dan
Pengelolaan Tepat waktu Penyelesaian SP2D  waktu dibagi total ~ Pengelolaan Kas ~ Laporan Realisasi  Data yang Valid dan
Perbendaharaan tepat waktu SP2D Yang ada Daerah Keuangan Tepat Waktu
Daerah Bendahara Umum
Daerah Secara
Perindik
Pembinaan Optimalisasi Jumlah OPD yang
Penatausahaan Pelayanan Terlayani Sesuai

Keuangan Administrasi

sop



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

'SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN ‘OPD DAN

KEGIATAN OPD, SASARAN

PROSES BISNIS LEVEL 2

OPD DAN

OPD

dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan

T
Laporan Keuangan
Tepat waktu Sesuai

Pelaporan keuangan SAP

Daerah

Ketepatan waktu

Koordinasi dan

Tersusunnya Perda

Laporan Keuangan

laporan

Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi dan
Rancangan
Peraturan Kepala
dacrah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten /Kota

Pelaksanaan APBD

Jumlah Laporan
Yang Tersedia

Penyusunan Sistem
dan Prosedur
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Tersusunnya
Peraturan Daerah
tentang Keuangan
Daerah

Jumlah Perbup Yang
Tersedia

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Terlaksananya
Bantuan Keuangan
Ke Dusun

Persentase
Terlaksananya
Bantuan Keuangan
ke Desa dan
Lembaga
masyarakat

Realisasi Lembaga
yang Menerima
Bantuan di Bagi
Target Lembaga
yang Mendapat
Bantuan x 100%

Penyusunan
Kebijakan dan
Alokasi Subsidi

Alokasi Dana untuk
Subsidi Ke Perumda
PDAM

Persentase
Penyaluran Alokasi
Dana untuk Subsidi
Ke Perumda PDAM

Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Terlaksananya
Bantuan Keuangan
Ke Dusun

Persentase
Penyaluran Bantuan
Keuangan Ke Dusun

Pengelolaan Dana.

Alokasi Dana untuk

Persentase Alokasi

Darurat dan Antisipasi Kejadian ~Dana untuk
Mendesak di Luar Perencanaan Antisipasi Kejadian
di Luar Perencanaan
Dana  Ter Belanja
Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil ~ Bagi Hasil Pajak dan
Kabupaten /Kota Pajak dan Retribusi Retribusi Daerah

Daerah Pemerintah

Pemerintah Daerah

Pengelolaan Data  Tersedianya Jumlah Sistem Jumlah Sistem Implementasi dan  Tersedianya Jumlah Sistem
dan Implementasi  Pengelolaan Data  Informasi Pemeliharaan Informasi Informasi

Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan

Informasi yang

dan
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah

Keuangan Daerah

Bagi
Jumlah Sistem
Informasi Keuangan

Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan

Pengelolaan
Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang Adax  Daerah
Daerah 100%
Persentase Aset Yang Jumlah Asetyang  Program Aset Jumlah Asetyang  Pengelolaan Barang Meningkatnya Jumlah OPDyang  OPD yang Mengelola Penyusunan Standar Tersusunnya Jumlah Dokumen

Tertata

tertata dibagi jumlah Barang Milik Daerah yang Tertata

aset yang ada di
Pemda Kabupaten
Bungo

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

tertata dibagi jumlah
aset yang ada di
Pemda Kabupaten
Bungo

Milik Daerah

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Mengelola Aset
dengan Benar dan
Tertib

Aset dengan Benar
dan Tertib di Bagi
Jumlah OPD yang
Mengelola Aset X
100%

Harga

Peraturan Bupati
Tentang Satuan
harga

Sebagai Pedoman
Penyusunan
Anggaran Belanja

T Barang OPD
Perencanaan Daerah Pada yang Membuat
Kebutuhan Barang ~ Seluruh SKPD dan  RKBMD dengan
Milik Daerah Terdatanya RKBMD  Benar dan tepat
Waktu
Penatausahaan Tersedianya Jumlah Transaksi

Barang Milik Daerah

Transaksi Barang
Milik Daerah

Barang Milik Daerah
Berbasis Aplikasi

Inventarisasi
Barang Milik Dacrah

Tersedianya daftar
BMD yang Akurat
dan Real

Jumlah daftar BMD
yang Akurat dan
Real

Barang
Milik Daerah

T
Majelis Tuntutan
Ganti Rugi

Penyelesaian
Tuntutan Ganti Rugi

Penilaian Barang
Milik Daerah

Terlaksananya
Penilaian Barang
Milik Daerah

Jumlah Penilaian
Barang Milik Daerah

Optimalisasi

Tersedianya Daftar

Jumlah Dokumen

Penggunaan, Kebutuhan Barang ~ Tentang Daftar
dan T Barang

P istrasi BOT  dan

Pemusnahan, dan BOT

Penghapusan

Barang Milik Daerah

Penyusunan Tersusunnya Jumlah Laporan

Laporan Barang
Milik Daerah

Laporan Barang
Milik Daerah

Barang Milik daerah

Pendapatan Asli
Daerah

PAD terhadap
Pendapatan Daerah

Total PAD dii Bagi
Total Pendapatan
Daerah dikali 100

Persentase Kenaikan

Jumlah PAD Tahun
N - Tahun (D) dibagi
Tahun (D) x 100%

Pendapatan Daerah  Kenaikan Pajak
Daerah

Pendapatan Pajak
Daerah

Jumlah Pajak
Tahun N dibagi
Pajak Tahun N-1x
100%

Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pajak
Daerah

"~ Jumlah Pajak yang Realisasi Thn N -

tertagih

Realisasi Thn (N-1)
dibagi Realisasi Thn
N1\ dikeali 100%

- Penagihan Pajak
Daerah

- Tercapainya Target
Penerimaan Daerah

'~ Jumlah Objek
Pajak yang terdata

Data Pajak Thn N -
Data Pajak Thn (N-1)
dibagi Data Pajak
Thn (N-1) dikali
100%

- Pendataan dan
Pendaftaran Objek
Pajak Daerah

- Tercapainya Target
Penerimaan 9 Jenis
Pajak Daerah

Jumlah Ketetapan

Ketetapan Thn N -

- Penetapan Wajib

- Terciptanya Surat

yang terbit Keteapan Thn (N-1)  Pajak Ketetapan Pajak
dibagi Ketetapan (SKP)
Thn (N-1) dikali

Meningkatnya PBB  Jumlah PBBdan  PBB dan BPHTByang Penyelesaian Jumlah Optimalisasi

dan BPHTB

BPHTB yang tertagih

Jumlah SPPT PBB
dan BPHTB yang
terbit

Jumlah Objek PBB
dan BPHTB yang
terdata

tertagih dalam 1
tahun

Pokok ketetapan
yang terbit dalam 1
tahun

Data PBB dan BPHTB
tahun (N)

Keberatan Pajak
Daerah

Penelitian dan
Verifikasi Data
Pelaporan Pajak
Daerah

Penilitian Pajak
Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan 9PBBP2)
serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
(BPHTB)

Penyelesaian
Keberatan Pajak
Daerah

Data Pajak Daerah
yang diteliti dan di
Verifikasi serta
ditetapkan

Terlaksananya
Penilaian yang
Akurat terhadap PBB-
P2 dan BPHTB

Meningkatnya PAD

Jumlah dokumen

Jumlah dokumen

Analisis

Jumlah Dokumen

penerimaan PAD
vang terbit

Jumlah laporan
evaluasi yang terbit

Jumlah Peraturan
perundang
undangan yang
terkait PAD

o

yang
terbit dalam 1 tahun

Laporan yang terbit
dalam 1 tahun

Peraturan
perundang
undangan yang
terkait PAD yang
dapat di selesaikan
dan diterapkan
dalam 1 tahun

Pajak Daerah, serta
Penyusunan
Kebijakan Paiak
Pengendalian,
Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak
Daerah

Pengolahan,
dan

Pengelolaan Pajak
Daerah

Jumlah Dokumen
Kegiatan
Pengendalian,
Pemeriksaan dan

Jumlah Dokumen
Laporan

Pelaporan Basis
Pajak Daerah

Penerimaan PAD

Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis
Pajak Daerah

Asli Daerah dan
Laporan Piutang
Pajak dan Retribusi
Daerah

Database Pajak dan
Retribusi

Persentase
Kenaikan Retribusi
Daerah

Meningkatnya
Pengelolaan
Pendapatan
Retribusi Daerah

Jumlah Retribusi
Tahun N dibagi
Retribusi Tahun N-1
x100%

Meningkatnya
Retribusi Daerah

Peraturan Jumlah Peraturan  Penyuluhandan  Terpenuhinya
Perundang perundang Penyebarluasan Perencanaan,
Undangan yang undangan yang Kebijakan Pajak Pengembangan,
terkait Retribusi terkait Retribusi  Daerah Pengendalian dan
Daerah yang dari OPD terkait Evaluasi Pendapatan
disepurnakan dan  yang dapat di Daerah
diteruskan koreksi/

disempurnakan dan

dteruskan dim 1

tahun
Jumlah dan Ter
dan evaluasi yang dan
dapat dilaksanakan evaluasi yang dapat Pengelolaan Pengembangan,

dilaksanakan dalam
1 tahun

Retribusi Daerah

Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan
Daerah

Jumlah Laporan
yang terbit

Laporan yang terbit
dalam 1 Tahun

Pelayanan dan
Konsultasi Pajak
Daerah

Terpenuhinya
Perencanaan,
Pengembangan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan

Penerimaan
Retribusi Daerah
dan PAD Lainnya

BP2RD



FUNGSI PROSES BISNIS LEVEL 1 PROSES BISNIS LEVEL 2

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN oPD
Daerah
Meningkatnya Persentase nilai Nilai hasil evaluasi Program Persentase SAKIP-  Tercapainya Jumlah SAKIP-PD Ter Jumlah Pengawasan Reviu Laporan Terlaksanaya Reviu Jumlah laporan Inspektorat
kualitas evaluasi SAKIP PD SAKIP OPD oleh PD yang i yang  yang i yang  Internal yang dapat Kinerja Laporan Kinerja hasil reviu atas
pengawasan dan  minimal BB Inspektorat Pengawasan berkualitas dibandingkan Internal Internal terlaksana dilaksanakan laporan kinerja yang
pengendalian dengan PD dibandingkan dibandingkan diterbitkan dalam
Internal seluruhnya dengan Program dengan Program satu tahun

Kerja Pengawasan  Kerja Pengawasan
Tahunan (pkpt)

Opini BPK Hasil pemeriksaan Persentase Laporan Jumlah Laporan Reviu Laporan Terlaksananya Jumlah laporan
BPK Keuangan PD sesuai Keuangan PD sesuai Keuangan Reviu Laporan hasil reviu laporan
SAP SAP dibagi dengan Keuangan keuangan yang
Laporan Keuangan diterbitkan dalam
PD satu tahun
Pengawasan Terlaksananya Jumlah Laporan
Keuangan Pengawasan Hasil Pengawasan
Pemerintah Daerah Keuangan keuangan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
yang diterbitkan

dalam satu tahun

Nilai Maturitas SIPIP  Nilai hasi cvaluasi Persentase OPD OPD yang memiliki Pengawasan Kinerja Terlaksananya Jumlah laporan
SPIP oleh BPKP yang memiliki peta peta risiko dibagi Pemerintah Daerah pengawasan hasil pengawasan
risiko jumlah OPD Keuangan keuangan
Pemerintah Daerah pemerintah daerah
yang diterbitkan

dalam satu tahun

Pengawasan Desa  Terlaksananya, Laporan hasil
Pengawasan Desa  pengawasan dana
desa yang

diterbitkan dalam

sat tahun

Kerjasama Terlaksananya Laporan
j atas
Internal Pengawasan kegiatan kerjasama
Internal pengawasan internal
yang diterbitkan

dalam satu tahun

Persentase Jumlah tindak Persentase Jumlah temuan Persentase PD yang Jumlah PDyang  Monitoring dan Terlaksananya Jumlah Laporan
penyelesaian tindak  lanjut pemeriksaan rekomendasi yang ditindaklanjuti telah telah Evaluasi Tindak Monitoring dan Monitoring dan
lanjut pemeriksaan  internal dan temuan hasil dibagi jumlah menyelesaikan menyelesaikan Lanjut Hasil Evaluasi Tindak Evaluasi Tindak
internal dan eksternal eksternal yang pemeriksaan temuan tindak lanjut hasil ~ tindak lanjut hasil  Pemeriksaan BPKRI Lanjut Hasil Lanjut Hasil
selesai eksternal dan pemeriksaan pemeriksaan dan Tindak Lanjut ~ Pemeriksaan BPK RI Pemeriksaan BPK RI
diindaklanjuti dibagi internal yang internal dan internal dan Hasil Pemeriksaan  dan Tindak Lanjut  dan Tindak Lanjut
dengan jumlah ditindaklanjuti eksternal eksternal dibagi APIP Hasil Pemeriksaan  Hasil Pemeriksaan
tindak lanjut dengan jumlah PD APIP APIP yang
pemeriksaan yang mendapat diterbitkan dalam
internal dan temuan hasil satu tahun
eksternal pemeriksaan
internal dan
eksternal

gt Persentase Jumlah T Jumlah Jumlah Penanganan Tertanganinya Jumlah Laporan
Masyarakat yang yang ditindaklanjuti Pengaduan yang di juti dengan dengan dengan dengan Kegiatan
memenuhi keriteria di dibagi dengan Masyarakat yang di dibagi dengan Tujuan Tertentu  Tujuan Tertentu  TujuanTertentu  Tujuan Tertentu  Kerugian Negara/  Kerugian Negara/  Penanganan
tindak lanjuti jumlah pengaduan tindak lanjuti jumlah pengaduan yang dapat yang dapat Daerah Daerah Penyelesaian
yang masuk ke yang masuk k diselesaikan tepat  diselesaikan tepat Kerugian Negara/
Inspektorat dan Inspektorat dan waktu waktu dibagi dengan Daerah dalam sam
memenuhi keriteria memenuhi keriteria jumlah Pengawasan
dengan Tujuan
Tertentu
Pengawasan Dengan Terlaksananya Jumlah Laporan
Tujuan Tertentu Pengawasan Dengan Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu tujuan tertentu yang,

terbit selama 1
tahun anggaran

Indikator Sasaran ioni Formula Indikator Program OPD Kegiatan OPD Sub Kegiatan OPD .
vist Misi 5 Tujuan Indikator Tujuan F;:‘:‘::ﬂ‘;‘:‘::‘:’ Sasaran Daerah Daerah (IKU F;'_':‘.“::nl;‘:‘:::" P“’";':::;:’"“' “““k::."::':‘““‘ Program Prioritas Sasaran OPD l“;;‘;;‘:;;:‘;;;" F‘:‘:i:_‘:‘g:;“” (PMDN No. 90 Thn "‘"“‘“;;;‘“g“‘“ s'“"o“P‘:"g“"' F";‘;“;:ﬂ:";‘;‘:‘" (PMDN No.90 Thn ~ S2saran Kegiatan l“"“‘““’)’;‘g“““ F°:;?;‘;:‘:°’ (PMDN No. 90 Thn li‘g‘::;i‘;‘; :('::‘i'::‘:::n" Penanggungjawab OPD
Daerah) Daerah 2019) 2019) 2019)
Bungo Maju dan Meningkatkan Mewujudkan Indeks Gini Hasil perhitungan  Terwujudnya Pengeluaran per-  Hasil perhi i Derajat Hasil perhi Jumlah Peni Jumlah Status. Program Penataan  Persentase Peningkatan jumlah Dusun dibagi Kegiatan Meningkatnya Jumlah Dusun Maju jumlah Dusun Maju Pembentukan, Meningkatnya Jumlah Desa yang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
jaht Badan Pusat peningkatan kapita Non-Pangan  Badan Pusat Kesejahteraan penduduk diatas  Badan Pusat status Status Indeks Dusun  Indeks Dusun Desa Peningkatan Dusun pertumbuhan Dusun dengan total dusun  Penyelenggaraan  jumlah Dusun Maju secara keseluruhan Penghapusan, dibina Dusun
masyarakat melalui masyarakat yang Statistik (BPS) kesejahteraan (sebulan) Statistik (BPS) garis kemiski Statistik (BPS) (IDM) (IDM) maju Maju kali 100% penataan Desa Penggabungan, dan
pelembagaan berkualitas dan masyarakat berbasis desa pada tahun berjalan Perubahan  Status
kearifan lokal, adat berdaya pemberdayaan Desa
istiadat, dan Fasilitasi  Sarana tersedianya sarana Jumlah Dusun yang
penguatan dan Prasarana Desa dan prasarana desa memiliki  sarana
kelembagaan melalui  program dan prasarana
masyarakat dengan GDM pelayanan  dusun
memaksimalkan yang dibangun
potensi dusun. melalui  program
GDM
Program jumlah  kerjasama Meningkatnya jumlah  kerjasama Fasilitasi Kerja Meningkatnya jumlah  kerjasama jumlah Dusun yang Fasilitasi Kerja meningkatnya Jumlah Dusun yang
Peningkatan antar dusun yang kerjasama  antar antar dusun yang Sama Antar Desa  sinerdinitas  antar antar dusun yang melaksanakan Sama antar Desa jumlah yang difasilitasi  dalam
Kerjasama Desa  dilaksanakan dusun yang dilaksanakan pada dusun dalam dilaksanakan kerjasama  antar dalam difasilitasi  dalam kerjasama  antar
dilaksanakan tahun berjalan pelaksanaan dusun Kabupaten/Kota ~ kerjasama  antar desa
pembangunan desakerjasama
antar desa
Fasilitasi meningkatnya jumlah dusun yang
i dalam
Kawasan Perdesaan kawasan pedesaan  pembangunan
kawasan pedesaan
Program Persentase Desa  Meningkatnya tata jumlah Desa dengan Pembinaan dan Meningkatnya Jumlah desa dengan Jumlah desa dengan Fasilitasi Meningkatnya Jumlah Dusun
Administrasi dengan Tata Kelola  kelola Desa yang tata kelola pengawasan jumlah desa dengan  kategori baik Kategori baik Penyelenggaraan  jumlah Dusun yang difasilitasi  dalam
Pemerintahan Desa Pemerintahan cfektif dan efisien  pemerintahan desa Penyelenggaraan  kategori baik istrasi ifasilitasi  dalam
Dusun yang baik yang baik dibagi Administrasi Pemerintahan Desa penyelenggaraan  administrasi
total desa dikali 100 Pemerintahan Desa administrasi pemerintahan yang
pemerintahan sesuai dengan
dusun peraturan
Fasilitasi meningkatnya Jumlah Dusun yang
Penyusunan Produk Jumlah Dusun yang difasilitasi  dalam
Hukum Desa difasilitasi  dalam penyusunan  produk

penyusunan produk hukum desa
hukum desa

Fasilitasi Meningkatnya Jumlah Dusun yang
Penyusunan Jumlah Dusun yang difasilitasi  dalam
Perencanaan difasilitasi  dalam penyusunan APBDus

Pembangunan Desa penyusunan APBDus

Fasilitasi Meningkatnya Jumlah Dusun yang

Pengelolaan Jumlah Dusun yang difasilitasi  dalam

Keuangan Desa difasilitasi  dalam pengelolaan
pengelolaan keuangan desa

keuangan desa

Peningkatan Meninngkatnya Jumlah  aparatur
kapasitas jumlah  aparatur desa yang mengikuti
Pemerintahan Desa desa yang mnegikuti bintek Manajemen
dan BPD bintek manajemen Pemerintahan Desa,

pemerintahan desa dan tupoksi aparatur
dan tupoksi aparatur Desa
desa

Fasilitasi Meningkatnya jumlah
Penyelenggaraan  jumlah desa yang musrenbangdes
Musyawarah Desa  terfasilitasi ~ dalam yang terfasilitasi

Evaluasi dan Meningkatnya Jumlah  peraturan
Pengawasan jumlah  peraturan desa yang dievaluasi
Peraturan Desa desa yang dievaluasi

Penyelenggaraan  Meningkatnya Jumlah Dusun yang
Pemilihan, keterlaksaaan mnegikuti
Pengangkatan dan  pemilihan Rio pemilihan Rio

Pemberhentian
Kenala Desa

Fasilitasi Menigkatnya Jumlah dusun yang
Pengangkatan dan kinerja  fasilitasi difaslitasi  dalam
dan dan
Perangkat Desa pemberhentikan  pemberhentian
perangkat desa perangkat desa
Fasilitasi ‘meningkatnya Jumlah Dusun yang
Penyusunan  Profil ketersediaan profil memiliki profi
Desa dusun yang lengkap dusun yang lengkap
Fasilitasi Meningkatnya Jumlah Dusun yang
Aset dusun i dalam

Desa dalam  pengelolaan pengelolaan aset
aset



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

'SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

‘OPD DAN

KEGIATAN OPD, SASARAN

PROSES BISNIS LEVEL 2

OPD DAN OPD

Fasilitasi Bvaluasi Meningkatnya
Perkembangan Desa prestasi desa
serta Lomba Desa melalui lomba desa
dan Kelurahan

Jumlah Dusun/Kel
yang  mengikuti
lomba Desa

Bumdus jumlah Desa dengan Meningkatnya Jumlah  Bumdus Jumlah  Bumdus 1. pembinaan dan meningkatnya Jumlah  Bumdus
peningkatan Jumlah kualitas  jumlah berkembang tahun  tata kelola jumlah  Bumdus BUM jumlah  Bumdus yang dibina
Bumdus Bumdus tahap N dikurang desa yang Desa dan Lembaga yang dibina
bumdus yang baik dibagi Kerjasama  antar
berkmbang tahun N- total desa dikali 100 Desa
1
Program Persentase Lembaga Meningkatnya % LPM terbentuk + Kegiatan Meningkatnya Jumlah  Lembaga Jumlah  Lembaga Fasilitasi Penataan, Menigkatnya jumlah Jumlah LPM
Pemberdayaan Kemasyarakatan  kapasitas LKD yang % PKK aktif + % Pemberdayaan kapasitas dan LPM yang terbentuk  Terbentuk dan
Lembaga Desa aktif aktif posyandu Aktif+ %  Lembaga kelembaga desayangdibina  desayangdibina  Pendayagunaan dibina
kemasyarakatan Aktif Kelembagaan
Lembaga Adat, Dan dibagi 4 yang Bergerak di desa Lembaga
Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan
Hukum Adat Pemberdayaan Desa Desa/Kelurahan
dan Lembaga Adat (RT, RW,  PKK
Tingkat  Daerah Posyandu, LPM, dan
Provinsi serta Karang  Taruna),
Pemberdayaan Lembaga Adat
masyaarakat Desa/Kelurahan dan
Hukum Adat yang Masyarakat Hukum
Masyaarakat
Pelakunya  Hukum
Adat  Yang sama
dalam Daerah
Meningkatnya Jumlah  posyandu
jumlah  posyandu yang dibina
vane dibina
Fasilitasi Meningkatnya Jumlah  posyantek
Pemerintah  Desa kualitas posyantek  yang dibina
dalam Pemanfaatan
Teknologi  Tepat
Guna
Fasiast T Meningkatnya peran Jumlah event PKK
Penggeralc PKK pyi dalam yang difasilitasi
dalam Pembangunan
Penyelenggaraan
Gerakan
Pemberdayaan
Masyarakat  dan
Kesejahteraan
Keluarga
Fasilitasi  Bulan Meningkatnya 1. Jumlah Desa yang
Bhakti Gotong kesadaran difasilitasi  dalam
Royong masyarakat  dalam pencanangan  dan
Masyarakat bulan bakti gotong lomba BBGRM
Persentase penduduk (100 - angka Program Persentase PMKS  Permberdayaan Jumlah PMKS yang Adat Jumlah KK KAT yang Fasilitasi Komunitas Adat Jumlah KAT yang  Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
diatas garis iski yang terhadap 24 Jenis  diberdayakan dibagi  Sosial Komunitas  Terpencil itas Adat i dibagi Terpencil yang telah diberdayakan Keluarga Berencana Pemberdayaan
kemiskinan Sosial PMKS 24 Jenis PMKS Adat Terpencil (KAT) Terpencil (KAT) jumlah KK KAT yang Sosial KAT menetap di suatu Perempuan dan Perlindungan Anak
dikalikan 100 vang sudah herdava_ada lokalisasi
TKSK  Jumlah TKSKyang Peningkatan Peningkatan Jumlah TKSK yang
Potensi Sumber Kapasitas Tenaga  yang mendapatkan  dilatih dibagi Kemampuan Potensi kapasitas bagi dilatih
Kesejahteraan Kesejahteraan pelatihan. 2. Jumlah TKSKyang  Tenaga Tenaga
Sosial Dacrah Sosial Kecamatan ~ Persentase PSM  ada. 2. Jumlah PSM  Kesejahteraan Kesejahteraan
Kabupaten/Kota  (TKSK) dan Pekerja  yang mendapatkan  yang dilatih dibagi  Sosial Kecamatan  Sosial Kecamatan
Sosial Masyarakat  pelatihan jumlah PSMyang  Kewenangan (TKSK)
(PSM) ada Kabupaten/Kota.
Peningkatan Peningkatan Jumlah PSM yang
Kemampuan Potensi kapasitas bagi dilatih
Sumber Pekerja Sosial
Kesejahteraan Masyarakat
Sosial Kelembagaan  (PSM)
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Program PPKS Jumlah PPKS yang  Rehabilitasi Sosial ~Memberikan Persentase Jumlah Jumlah penyandang
Sosial yang ilitasi sosial di itasi sosial Dasar anak dan Permakanan terhadap kebutuhan disibiltas terlantar,
Sosial Dasar PPKS (Pemerlu dasar dibagi Jumlah Disabilitas terhadap Pemerlu  disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar makanan bagi anak terlantar, dan
Pelayanan PPKS yang ada Terlantar, Anak Pelayanan anak terlantar, yang direhabilitasi Penyandang lanjut usia terlantar
Kesejahteraan Terlantar, Lanjut  Kesejahteraan lanjut usia terlantar sosial dasar dibagi disabilitas terlantar, yang mendapatkan
Sosial) Usia Terlantar, serta Sosial (PPKS) di luar panti yang  jumlah Penyandang anak terlantar, dan  bantuan
Gelandangan terpenuhi Disabilitas, Anak lanjut usia terlantar permakaman
Pengemis di Luar kebutuhan dasarnya dan Lanjut Usia
Panti Sosial terlantar yang ada.
Penyediaan Alat  Penyediaan Alat  Jumlah penyandang,
Bantu Bantu bagi disibiltas terlantar,
Penyandang anak terlantar, dan
disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar
dan lanjut usia yang mendapatkan
terlantar bantuan alat bantu
Pemberian Pemberian Jumlah penyandang
Pelayanan Pelayanan disibilitas terlantar,
Penelusuran Penelusuran anak terlantar dan
Keluarga Keluarga bagi lanjut usia terlantar
Penyandang yang mendapatkan
disabilitas terlantar, diberikan bantuan
anak terlantar, dan  penelusuran
lanjut usia terlantar keluarga
Sosial Orang  Jumlah orang Pemberian Layanan Pemberian layanan  Jumlah orang
Penyandang fungsi sosial bagi  terlantar yang terlantar yang Rujukan rujukan bagi orang terlantar yang
Masalah Gelandangan, mendapatkan diberikan layanan terlantar diberikan layanan
Kesejahteraan Pengemis, orang  layanan rujukan  rujukan dibagi rujukan
Sosial (PMKS) terlantar jumlah pengaduan
Lainnya Bukan orang terlantar
Korban HIV/AIDS
dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
Program Persentase Data  Pemberian Bantuan Jumlah DTKS yang, Data data Jumlah Kecamatan Pengelolaan Data  Updating DTKS Jumlah desa yang
Perlindungan dan Terpadu bagi PMKS yang mendapatkan Fakir Miskin Fakir Miskin kecamatan yang yang melakukan Fakir Miskin maelalui SIKS NG melakukan
Jaminan Sosial Kesejahteraan terdapat pada DTKS  bantuan dibagi Cakupan Dacrah  melalui DTKS aktif melakukan  update data DTKS  Cakupan Daerah verifikasi dan
Sosial (DTKS) yang Jumlah DTKS pada  Kabupaten/Kota pemutakhiran data  dibagi jumlah Kabupaten/Kota. validasi DTKS pada
menerima bantuan Periode tersebut terpadu kecamatan yang ada SIKS NG
penanggulangan
kemiskinan
Program Persentase Korban  Pemenuhan Jumlah Korban Perli Sosial i korban  Jumlah korban Penyediaan Pemberian bantuan Jumlah korban
Penanganan Bencana yang Kebutuhan Dasar ~ Bencana alam yang Korban Bencana  perlindungan sosial bencana yang bencana yang Permakananan makanan terhadap  bencana alam yang
Bencana mendapatkan terhadapkorban  mendapatkan Alam dan Sosial bagi korban benca  menerima bantuan mendapatkan korban bencana mendapatkan
bantuan sosial bencana Alam bantuan kebutuhan Kabupaten/Kota  alam dan sosial sosial selama masa  bantuan pada masa bantuan makanan
dasar dibagi jumlah tanggap darurat tanggap darurat
korban bencana dibagi jumlah
alam (satu tahun) korban saat masa
tanggap darurat

Tempat Tempat

Ty tempat

Pengungsi Pengunsi korban
bencana

pengungsi korban
bencana

Penanganan Khusus Jumlah Korban

bagi Kelompok Bencana Sosial yang
Rentan Mendapatkan
Bantuan

Perlindungan Sosial

Jumlah korban
bencana alam yang
mendapatkan
pemenuhan
kebutuhan dasar

Dacrah  Jumlah Kampung  Koordinasi, - Jumlah kelompok
Pemberdayaan Kesiapsiagaan Rawan Bencana Siaga Bencana yang Sosialisasi dan Peningkatan masyarakat di lokasi
Masyarakat dan Mitigasi yang i kesiapsiagaan dan ., o bencana yang
terhadap Bencana bagi Warga sosialisasi tentang  sosialisasi dibagi  Kampung Siaga Migitasi Bencana 0 4 patkan
i Rawan iapsi dan  Jumlah Kampung  Bencana melelui Koordinasi, ¢oqiqycq51
Bencana Bencana Alam Mitigasi Bencana  Siaga Becana sosialisasi dan kesiapsiagaan dan
Kabupaten /Kota Kabupaten Pelaksanasn mitigasi bencana
kampung Siaga
bencana
Koordinasi, Peningkatan Jumlah tagana yang
ialisasi dan i dan  m
Pelaksanaan Taruna migitasi bencana  pelatihan
Siaga Bencana bagi Tagana (Taruna kesiapsiagaan dan

Siaga Bencana)

mitigasi bencana



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

'SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

‘OPD DAN

KEGIATAN OPD, SASARAN

PROSES BISNIS LEVEL 2

OPD DAN

OPD

Program Pengelolaan Taman makam Taman Jumlah Peringatan  Pemeliharaan Pelaksanaan Jumlah peringatan
Taman Makam pahlawan sesuai Taman Makam Makam Pahlawan  Peringatan Hari Hari Tertentuyg ~ Taman Makam Peringatan Hari hari tertentu yang
Pahlawan standar Pshlawan Naisonal ~ Nasional tertentu yang dilaksanakan di Pahlawan Nasional ~ terntu yang baik di  dilaksanakan di
Kabupaten/Kota dilaksanakan di Makam Pahlawan  Kabupaten/Kota Makam pahlawan  makam pahlawan
Makam Pahlawan  dibagi dengan
Jumlah Hari
Peringatan yang
harus dilaksanakan
di Makam Pahlawan
Program Indeks Pelembagaan Persentase OPD Advokasi kebijakan Persentase OPD Jumlah OPDyang  Jumlah OPD yang
Pengarustamaan  Pembangunan Pengarustamaan yang dan i yang m, telah telah
Gender dan Gender (IPG) Gender (PUG) pada ARG dan PPRG pelaksanaan PUG  focal point focal point focal point
Pemberdayaan lembaga termasuk PPRG
Perempuan pemerintahan
kewenangan
IKota
Jumlah, Jumlah hari
perempuan bidang  peran serta yang partisipasi tertentu yang
politik, hukum, perempuan dalam  perempuanyang  dibina dan mandiri partisipasi perempuan di bidang dilaksanakan
sosial, dan ekonomi pembangunan dibina dan mandiri  dibagi jumlah perempuan di bidang politik, hukum, sosialisasi dalam
pada organisasi organisasi politik, hukum, sosial dan ekonomi  rangka peningkatan
kemasyarakatan perempuan yangada sosial dan ekonomi  melalui sosialisasi  partisipasi
kewenangan perempuan di bidang
Kabupaten/Kota politik, hukum dan
sosial ekonomi
Program Persentase Meningkatkan Jumlah kasus yang Layanan Kasus Jumlah Kasus yang Layanan anak
i ian Kasus i i ibagi bagi Anak yang Anak melalui Kasus  di ikan dibagi g
Khusus Anak Kekerasan Terhadap perempuan dan dengan jumlah Memerlukan Anak dengan jumlah bagi
Perempuan dan analk dari segala  laporan yang masuk Perlindungan laporan yang masuk  Anak yang perlindungan anak  khusus yang
Anak bentuk kekerasan Khusus yang Memerlukan mendapatkan
dan diskriminasi Memerlukan Perlindungan layanan
Koordinasi Tingkat Khusus Tingkat komperehensif
Daerah Daerah
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
Program Laju Pertumbuhan  Terkendalinya laju  jumlah penduduk dan Jumlah OPDyang  Penyusunandan  Meningkatkan Jumlah OPD yang
Pengendalian Penduduk pertumbuhan pada tahun t Sinkronisasi Kebijakan Daerah Daerah Grand GD!
Penduduk penduduk dibagi jumlah Kebijakan dalam rangka (Dinas/ Badan) yang GDPK dibagi Jumlah Design oleh OPD sebagai  GDPK
pendudulk pada Pemerintah Daerah pengendalian memanfaatkan Pembangunan dasar pengambilan
tahun dasar Provinsi dengan Penduduk Rancangan Induk Kependudukan kebijakan dan
Pemerintah Daerah Pengendalian (GDPK) Tingkat keputusan
Kabupaten/Kota Penduduk Kabupaten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Persentase Desa  Jumlah Desayang  Pengolahan dan Penyediaan Cakupan
Pengendalian penduduk melalui  yang memiliki Data memiliki Data Pelaporan Data Informasi Data penyediaan

Penduduk Cakupan
Daerah
Kabupaten/Kota

pemetaan dan
perkiraan

Mikro Keluarga

Mikro dibagi jumlah
Desa

Pengendalian
Lapangan dan
Pelayanan KB

Mikro Keluarga di
setiap desa

Informasi Data
Mikro Keluarga di
setiap desa

Persentase Tingkat
Pengangguran
Terbuka

Hasil perhitungan
Badan Pusat
Statistik (BPS)

Menurunnya
tingkat
pengangguran
terbuka

Tingkat Pengaguran
terbuka

Tingkat

dengan Jumlah

Program pelatihan  Persentase Pencari

Meningkatnya

pengangguran dibagi

jumlah angkatan
kerja X 100%

Jumlah Peserta

Pelaksanaan

Terdidiknya dan

Jumlah Tenaga

jumlah pencari

Proses Pelaksanaan

Tenagakerja yang

Jumlah Tenaga

kerja dan Kerja Sesuai dengan Kualitas dan pelatihan di bagi N Pelatihan terlatihnya Tenaga  Kerja yang kerja kerja terdaftar Pendidikan dan Terdidiknya dan Kerja yang
tenaga pr ivi X 100(N = Jml Berdasarkan Unit  kerja yang Berkompentens dibagi dgn jumlah  Pelatihan terlatihnya mengikuti pelatihan
kerja Tenaga kerja paket pelatihan dim Kompetensi berkompentensi calon tenaga kerja  Keterampilan Bagi
5th x 16 Persetra) yang di latih x100  Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster
Kompetensi
Lembaga Terbi LKPS  jumlah LPKSyang  Pembinaan Lembaga LPKS yangterbina  jumlah LPKS yang
Pelatihan Kerja Jumlah LKPS yang  yang berkompeten ada dibagi dgn Pelatihan Kerja dan memiliki dibina
Swasta memiliki Standar jumlah LPKS yang ~ Swasta Standar
Kompentensi kerja telah sertifikasi Kompentensi kerja
nasional Indonesia (SKKNI) x100 nasional Indonesia
(SKKNI) (SKKNI)
Program Persentase Pencari  Meningkatnya Jumlah Pelayanan Pencari Terwujudnya Jumlah Tenaga jumlah pencari Pelayanan antar kerj terlaksananya jumlah Pelayanan
penempatan tenaga  Kerja yang Terdaftar Peningkatan Pencarikerjaygdi  Kerja Penempatan Kerja yang kerja di bagi dgn Pelayanan Antar  Antar Kerja di
kerja yang Di Kerja di bagi Tenaga Kerja Dalam ditempatkan jumlah tenaga kerja Kerja di kabupaten ~ Kabupaten Bungo

Jumlah pencari
kerja yg terdaftar
X100

Negeri

yang di tempatkan
x100

Bungo

Pelayanan dan
Penyediaan
Informasi Pasar
Kerja (IPK)

Terwjudnya IPK
online terhadap
pencari Kerja

jumlah IPK online
yg tersampaikan
terhadap pencari
Kerja

jumlah data
lowongan perkerja
per sektor di bagi
dgn jumlah
penerimaan tenaga
kerja x100

Pelayanan dan
Penyediaan
Informasi Pasar
Kerja

terlaksananya
Pengelolaan
Informasi Pasar
Kerja

Jumlah Informasi
Pasar Kerja

Jumlah Kesempatan
Pencari tenaga
kerja melalui wadah
Job feir di bangi
dengan jumlah calon
tenagakerja yang
mendaftar di wadah
job fair x100

Job Fair/ Bursa
Kerja

terlaksannya Job
Fair/ Bursa Kerjadi
kab bungo

jumlah Tenaga Kerja
yang mengikuti Job
Fair

jumlah SMK yang
ada dibagai dgn
jumlah SMK yang
Memiliki BKK x100

Pelayanan Bursa
Kerja KHUsus (BKK)

terlaksanya
pembinaan Bursa
Kerja Khusus

Jumlah Bursa Kerja
Khusus yang di Bina

Perluasan
Kesempatan Kerja

Terwujudnya
Perluasan

Kesempatan tenaga
kerja Dalam Daerah

jumlah Perluasan
Kesempatan tenaga
kerja Dalam Daerah

jumlah kelompok
usaha perdesa dibagi
dgn jumlah
kelompok usaha
yang mengunakan
tits:

Tekhnologi Tepat Gur

terlaksan
pembinaan
kelompok Usaha

Jumlah kelompok
Usaha yang Dibina

Pernerbitan Terwujudnya jumlah
P IMTA P j IMTA P j IMTA
yang lokasi kerja  (RPTKA) (RPTKA) yang terdata

dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten
bungo

jumlah tenaga kerja
asing di bagi degan
jumlah tenagakerja
asingyang memiliki
persaratan PTKA

koordinasi dan

Terlaksananya

jumlah Koordinasi

Program hubungan  Persentase Kasus
industrial yang Di i

Meningkatnya

Jumlah Kasus
tel j

dengan Perjanjian
Bersama (PB)

peraturan
ketenagakerjaan di
perusahan

vg
diselesaikan dg
perjanjian Bersama
(PB) Di bagi Jml
Kasus tenagakerja
yang Terdata X100

Pengesahan
Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran
Perjanjian Kerja
Bersama Untuk

Tersedianya data
sarana hubungan
industrial dan
jaminan sosial
Tenaga Kerja

Jumlah sarana
hubungan industrial
dan jaminan sosial
Tenaga Kerja terdata

Jumlah Perusahan
di bagi dengan
Jumlah Perusahan
yg memenuhi
sarana HI dan
Jamsostek x100

sikronisasi Penerbitan dan Singkronisasi
IMTA  Per IMTA P IMTA
yang Lokasi Kerja
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kota
Penyelenggaraan  Terfasilitasinya umlah sarana

Pendataan dan
Informasi Sarana
Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan

sarana Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja yang
terdata

Perusahaan yang Pengupahan
hanya Beroperasi
dalam 1 (Satu)
Daerah

s

dan  Terwujudnya jumlah ter Jumlah perusahaan

Penyelesaian hubungan industrial hubungan industrial dibagi dengan Perselisihan deteksi pada yang di deteksi
Perselisihan yang harmonis yang harmonis jumlah perusahan  Hubungan perusahan
Hubungan antara pekerja dan  antara pekerja dan  terbina x100 Industrial, Mogok
Industrial, Mogok ~ pengusaha pengusaha Kerja, dan
Kerja dan Penutupan Penutupan

Perusahaan di
Daerah
Kabupaten /Kota

Perusahaan yang
Berakibat/Berdampa
k pada Kepentingan
di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

jumlah kasus HI
dibagi dgn jumlah

Penyelesaian
Perselisihan

Terfasilitasinya
perselisihan Kasus

Jumlah perselisihan
yang diselesaikan

kasus yang Hubungan Ketenagakerjaan
diselesaikan x100  Industrial, Mogok

Kerja, dan

Penutupan

Perusahaan yang

Berakibat/Berdampa,

k pada Kepentingan

di 1 (Satu) Daerah
jumlah Jumlah
SP/sBdibagi dgn  Verifikasi dan SP/SByan Serikat
jumlah organisasi  Rekapitulasi Pekerja/Serikat
SP/SByang di Keanggotaan pada buruh yang
fasilitasi x 100 Organisasi diverifikasi

Pengusaha, Federasi
dan Konfederasi
Serikat
Pekerja/Serikat
Buruh serta non
afiliasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



FUNGSI PROSES BISNIS LEVEL 1 PROSES BISNIS LEVEL 2

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN oPD
Persentase Persentase Hasil perhitungan  Meningkatnya, Angka Konsumsi Ikan Jumlah produksi  Program Jumlah peni nilai Jumlah AKI tahun  Penyediaan dan Tersedianya ikan  Jumlah ikanyang  Peningkatan Meningkatnya Jumlah kelompok  Dinas Peternakan dan Perikanan
pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor Badan Pusat konsumsi protein  (AKI) per kapita per  ikan kabupaten dan Pemasaran unit pengolah ikan  AKI ini dikurang jumlah Penyaluran Bahan konsumsi untuk  dikonsumsi Ketersediaan Tkan ~ Jumlah kelompok  yang mengikuti
pertanian dalam pertanian dalam  Statistik (BPS) hewani per kapita  tahun ditambah ikan yang Hasil Perikanan AKI tahun lalu Baku Industri masyarakat masyarakat (Kg/Th) Untuk Konsumsi  yang mengikuti lomba yang di
PDRB PDRB per tahun masuk dikurang Pengolahan Ikan dan Usaha lomba yang di selenggarakan
produksi ikan yang dalam 1 (Satu) Pengolahan Dalam 1 selenggarakan
keluar dibagi jumlah Daerah Kab/Kota (Satu) Daerah
penduduk Kab/Kota
Program a Jumlah produksi  Pengelolaan Meningkatnya Jumlah kelompok  Jumlah kelompok  Penyediaan Meningkatnya Jumlah alat tangkap
Perikanan Tangkap Peningkatan produksi peri tangkap Ikan Jumlah kelompok  usaha bersama usaha bersama Prasarana Usaha  jumlah alat tangkap nelayan
Produksi Perikanan  tangkap tahun N dikurang  di Wilayah Sungai, usaha bersama (KUB) nelayan yang  (KUB) nelayan yang  Perikanan Tangkap nelayan
Tangkap tahun N-1dibagi  Danau, Waduk, (KUB) nelayan yang difasilitasi difasilitasi pada (DAK)
tahun N-1 dikali 100 Rawa dan Genangan difasilitasi tahun berjalan

Air Lainnya Yang
Dapat Diusahakan
dalam 1 (satu)
Daerah Kab/Kota

Meningkatnya Jumlah lubuk Jumlah jami: a Jumlah bibit ikan
Jumlah lubuk larangan dan (Satuan : Ketersediaan Jumlah bibit ikan  yang disebar di
larangan dan reservat yang di Ekor/tahun) Sarana Usaha yang disebar di Tubuk larangan
reservat yang di restocking Perikanan Tangkap lubuk larangan
restocking.
Program i Jumlah i Jumlah Jumlah Pengawasan Usaha Meningkatnya Jumlah
Pengawasan POKMASWAS yang ~ POKMASWAS yang  tahun berjalan Sumber Daya Jumlah POKMASWAS yang ~ POKMASWAS yang  Perikanan Tangkap Jumlah POKMASWAS yang
Sumberdaya aktif aktif kurang jumlah Perikanan di POKMASWAS yang  aktif aktif pada tahun di Wilayah Sungai, POKMASWAS yang  diberikan sosialisasi
Kelautan dan Pokmaswas tahun  Wilayah Sungai, aktif berjalan Danau, Waduk, diberikan sosialisasi
Perikanan lalu Danau, Waduk, Rawa dan Genangan
Rawa, Genangan Air Air Lainnya Yang
Lainnya yang Dapat Dapat Diusahakan
Diusahakan Dalam dalam 1 (satu)
Kab/Kota Daerah Kab/Kota
Program Jumlah produksi Pemberdayaan Meningkatnya Jumlah produksi  Jumlah produksi Pengembangan Meningkatnya Jumlah kelompok
Perikanan Budidaya Peningkatan produksi perikanan perikanan budidaya Pembudi Daya Ikan produksi perikanan perikanan budidaya perikanan budidaya Kapasitas jumlah kelompok  yang diberikan
Produksi Perikanan budidaya tahun N dikurang Kecil budidaya dikolam dikolam di kolam (Satuan : Pembudidaya Ikan  yang diberikan bantuan saprodi
budidaya tahun N-1 dibagi ton/tahun) Kecil bantuan saprodi
tahun N-1 dikali 100
Pengelolaan Peningkatan jumlah Jumlah luas areal  Jumlah Luas areal Penyediaan Meningaktnya Jumlah kolam yang
Pembudidayaan Ikan luas areal peri i budidaya i budidaya jumlah prasarana  dibangun
budidaya (Satuan :ha/tahun) Pembudidayaan Ikan kolam yang
Dalam 1 (Satu) dibangun
Daerah Kab/Kota
Meningkatnya Angka konsumsi Jumlah produksi  Program sumber, a Jumlah kelompok  Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah sumber daya Jumlah sumber Peningkatan Meningkatnya Jumlah sumber
konsumsi protein  daging per kapita per  daging kabupaten  Pertanian daya manusia Kkualitas dan ternak yang Penyuluhan Jumlah sumber daya manusia penyuluh  daya manusia Kapasitas Jumlah sumber daya manusia
hewani per kapita  tahun ditambah daging penyuluh dan petani kuantitas sumber  difasilitasi kurang  Pertanian manusia penyuluh  dan petani yang penyuluh dan Kelembagaan daya manusia penyuluh yang
per tahun yang masuk yang berkompetensi daya manusia jumlah kelompok dan petani yang berkompetensi petani yang Penyuluhan penyuluh yang dibina
dikurang produksi penyuluh dan petani ternak yang ada berkompetensi berkompetensi Pertanian di dibina
daging yang keluar pada tahun Kecamatan dan
itz etk berjalan Desa
penduduk
Pengembangan Meningkatnya Jumlah kelompok
Kapasitas Jumlah kelompok  tani yang difasilitasi
Kelembagaan Petani tani yang difasilitasi dan dibentuk
di Kecamatan dan dan dibentuk
Desa
Penyediaan dan Peningkatan jumlah jumlah peternak yg
Pemanfaatan peternak yg diberikan Bimtek
Sarana dan diberikan Bimtek
Prasarana
Penyuluhan
Pertanian
Program Penyediaan Jumlah Meningkatnya Jumlah kelompok  Pengembangan Meningkatnya Jumlah kelompok  Jumlah kelompok  Koordinasi dan Meningkatnya Jumlah promosi
dan i Jumlah peni pelaku usaha ternak Prasarana Pertanian Jumlah kelompok  pelaku usaha ternak pelaku usaha ternak Sinkronisasi jumlah promosi prasarana pertanian
Prasarana Pertanian kelompok pelaku  kelompok pelaku  tahun berjalan pelaku usaha ternak pada tahun berjalan Prasarana prasarana pertanian
usaha ternak usaha ternak kurang jumlah Pendukung
kelompok pelaku Pertanian Lainnya
usaha ternak tahun
laly
Program i i Jumlah populasi Pengendalian & Meningkatnya Jumlah kelahiran  Jumlah kelahiran IB Pengawasan Meningkatnya Jumlah Inseminasi
dan Pengembangan  Peningkatan populasi ternak ternak tahun N Pengawasan kelahiran Inseminasi Buatan  tahun berjalan produksi benih /bibit Jumlah Inseminasi Buatan (IB)
Sarana Pertanian  populasi ternak dikurang tahun N-1  Penyediaan & Inseminasi Buatan  (IB) ternak dan HPT, Buatan (IB) dan
dibagi tahun N-1 Peredaran (1B) bahan pakan/pakan sampel pakan yang
dikali 100 Benih/BibitTernak, dikirim
& Hijauan Pakan
Ternak dimDaerah
Kabupaten/Kota
Jumlah sampel
pakan yang dikirim
Peningkatan Mutu & Meningkatnya Jumlah luas HMT  Jumlah luas HMT  Pengawasan Mutu  Meningkatnya Jumlah luas HMT
Peredaran ketersediaan HMT  terpelihara terpelihara pada Benih/Bibit Ternak, ketersediaan HMT  terpelihara
Benih/BibitTernak tahun berjalan Bahan
& Tanaman Pakan Pakan/Pakan/Tana
Ternak serta man Skala Kecil
Pakandalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Jumlah benih Jumlah pengadaan
Benih/Bibit Ternak ketersediaan ternak ternak ternak pada tahun  /bibit ternak yang  ketersediaan ternak ternak
& HPT yg Sumbernya berjalan sumbernya dari
dlm 1 Daerah daerah
Kabupaten/Kota Kkabupaten/kota lain
lain.
Program Persentase Meningkatnya Jumlah hewan dan  Penjaminan Meningkatnya Jumlah hewan yang Jumlah hewan yang Pengendalian dan  Meningkatnya Jumlah hewan yang
Pengendalian peningkatan hewan jumlah hewan dan  ternak yang sehat  Kesehatan Hewan, jumlah hewan yang sehat sehat Penanggulangan  jumlah hewan yang diberi obat, vaksin
Kesehatan Hewan  dan ternak yang ternak yang sehat  tahun N dikurang  Penutupan dan sehat Penyakit Hewan dan diberi obat vaksin  dan vitamin
dan sehat jumlah hewan dan Pembukaan Daerah Zoonosis. dan vitamin
Kesehatan ternak tahun N-1 ‘Wabah Penyakit
Masyarakat dibagi jumlah hewan Hewan Menular
Veteriner dan ternak tahun N- Dalam Daerah
1 dikali 100 Kabupaten/Kota
Pengawasan Meningkatnya Jumlah hewan dan  Jumlah hewan dan  Penilaian Risiko  Meningkatnya Jumlah pemantauan
Pemasukan dan jumlah hewan dan  produk hewan yang  produk hewan yang Penyakit Hewan dan pemantauan hewan hewan di RPH
Pengeluaran Hewan produk hewan yang aman di idi aman i di Produk  di RPH dan
dan Produk Hewan  aman dikonsumsi ~ RPH RPH Hewan pengawasan produk
Daerah hewan
Kabupaten/Kota
Jumlah pengawasan
produk hewan yang
ASUH
Pengelolaan Meningkatnya Jumlah hewan yang Jumlah hewan yang Penyediaan Meningkatnya Jumlah obat-obatan,
Pelayanan Jasa jumlah hewan yang ¥ Jasa jumlah obat-obatan, vaksin dan vitamin
L i dan Medik Veteriner vaksin dan vitamin ternak yang tersedia
Jasa Medik ium dan fum dan ternak yang tersedia untuk pelayanan
Veteriner dalam  laboratorium dan  medik veteriner  medik veteriner untuk pelayanan  jasa medik veteriner
Daerah medik veteriner tahun berjalan jasa medik veteriner
Kabupaten/Kota
Penerapan dan Meningkatnya Jumlah hewan Jumlah hewan Pendampingan Unit Meningkatnya Jumlah
Pengawasan hewan ternak yang  ternak yang ternak yang Usaha Hewan dan  jumlah Pengambilan Pengambilan
Teknis i i i Produk Hewan Spesimen Ternak Spesimen Ternak
teknis teknis teknis
pada
Veteriner tahun berjalan
Peningkatan Persentase Penyediaan dan Persentase jumlah bibit unggul Pengelolaan SDG  benih tanaman Pertsentase Jumlah benih Pemanfaatan SDG  Kelompok tani yang Jumlah benih TPH
produktifitas peningkatan Pengembangan penggunaan bibit yang tersedia dibagi Hewan/Tumbuhan Pangan hortikultura tersedianya sarana tanaman Pangan  Hewan/Tumbuhan mengusulkan tanaman Pangan
pangan, produktifitas pangan, sarana Pertanian  unggul pertanian jumlah bibit unggul dan Mikro dan perkebunan hortikultura dan dan Mikro Pemanfaatan hortikultura dan
hortikultura dan  hortikultura dan yang disalurkan ke  organisme yang tersalurkan perkebunan dibagi Kkualitas SDG perkebunan yang
perkebunan perkebunan petani kali 100% Jumlah benih Hewan/Tumbuhan ~ menunjang
tanaman Pangan An Nt Pemanfaatan SDG
hortikultura dan Hewan/Tumbuhan
‘ang dan Mikro
Pengendalian dan  Persentase Luas jumlah luas lahan  Pengendalian dan  Obat-Obatan Persentase bencana jumlah Pengendalian OPT  Kelompok tani yang jumlah
penangguklangan  Lahan yang i dari ian OPT  pertanian yang pengendalian opt ~ Tanaman Pangan  terdampak serangan pengendalian opt
bencana pertanian  pemgemdalian OPT opt yang terlaksana Bencana Pertanian  yang tersalurkan  tertangani yang terlaksana Hortikultura dan OPT yang tersalurkan
dibagi jumlah luas dibagi jumlah luas  Perkebunan
lahan yang lahan yang
terserang opt kali terserang opt kali
Penyuluhan Persentase jumlah kelas Pelaksanaan Kelompok tani yang Persentase Jumlah Kelompok  Penyediaan dan Penyuluh Pertanian Jumlah Sarana dan
Pertanian stratifikasi lembaga Kelompok tani yang tani yang Pemanfaatan sarana dan Kelompok tani  Prasarana Penyuluh
kelompok tani mengalami Pertanian kenaikan kelas program penyuluh  mengalami dan prasarana pertanian
kenaikan dibagi pertanian kenaikan kelas penyuluhan

jumlah kelas pertanian



FUNGSI

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

peraturan daeran
dan peraturan
Biinati /Wali Kot

PROSES BISNIS LEVEL 1 PROSES BISNIS LEVEL 2
SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
Meningkatnya Skor Pola Pangan % AKG X Bobot Program Dusun Jumlah Dusun Kegiatan Meningkatnya Jumlah Lokasi Dusun rentan dan  Penyediaan Meningkatnya Jumlah Dinas Ketahanan Pangan
ketersediaan dan  Harpan (PPH) Bahan Pangan sumber daya Mandiri Pangan Jumlah Dusun Mandiri Pangan Penyediaan Jumlah Lokasi Kemandirian rawan pangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur
keterjangkauan  Konsumsi ekonomi untuk Mandiri Pangan dibagi Jumlah dan  Dusun Pangan di Daerah Lumbung Pangan  Infrastruktur Lumbung Pangan
pangan yang kedaulatan dan Dusun dikali 100 Seluruh Pendukung Pangan Rentan Rawan Lumbung Pangan  (Unit) / DAK
berkualitas. kemandirian pangan Kemandirian Pangan (Unit) / DAK
Pangan pada
Berbagai Sektor
Sesuai Kewenangan
Daerah
Kabupaten /Kota
Penyediaan Meningkaynya Jumlah
Infrastruktur Lantai Jumlah Infrastruktur Lantai
Jemur Infrastruktur Lantai Jemur / DAK yang
Jemur / DAKyang  dikembangkan
dikembangkan
Penyediaan Meningkatnya Jumlah Kelompok
Infrastruktur Jumlah Kelompok ~ Pemanfaatan
Kemandirian Pekarangan (KWT /Kelom pok)
Pangan Lainnya (KWT/Kelompok) ~ /DAK
IDAK.
Program Skor Pola Pangan  Peningkatan Skor  Fd= O - (ASt) + M- X Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan energi Jumlah Penyediaan Meningkatnya Jumlah informasi
peningkatan Harapan (PPH) Pola Pangan ~ (F+S+[+W+Rou)  Penyediaan dan Ketersediaan energi dan Protein Ketersediaan energi Informasi Harga ketersediaan ketersediaan dan
diversifikasi dan  Ketersediaan Harapan (PPH) Penyaluran Pangan  dan Protein dan Protein yang  Pangan dan Neraca informasi dan harga harga pangan
ketahanan pangan Ketersediaan Pokok atau Pangan terdata pada tahun ~ Bahan Makanan ~ pangan
masyarakat Lainnya sesuai berjalan
dengan Kebutuhan
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam Rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
Pengembangan Meningkatnya Jumlah Lembaga
Kelembagaan Usaha Jumlah Lembaga  Usaha Distribusi
Pangan Masyarakat Usaha Distribusi  Pangan yang di
dan Toko Tani Pangan Lakukan
Indonesia Penumbuhan dan
Kegiatan Peningkatan Jumlah Cadangan  Jumlah Cadangan  Koordinasi dan Meningkatnya Jumlah Koordinasi,
Pengelolaan dan  Jumlah Cadangan  Pangan dan Pangan dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi, ~Sinkronisasi dan
Keseimbangan Pangan dan Pangan Pangan i dan i
Cadangan Pangan  Kebutuhan Pangan  Lokal Lokal yangterdata  Cadangan Pangan  Pengendalian Cadangan Pangan
Kabupaten /Kota Lokal pada tahun berjalan ~ Kabupaten/Kota Cadangan Pangan  Pemerintah yang
Pemerintah yang ~ Terlaksana .
Terlaksana .
Penyusunan Meningkatnya Jumlah Data
Rencana Kebutuhan Jumlah Data Rencana Kebutuhan
Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal di
Pangan Lokal di Kab/Kota
Kab/Kota
Pemeliharaan Meningkatnya Jumlah Beras CPPD
Cadangan Pangan  Ketersediaan Beras Kabupaten (Ton)
Pemerintah CPPD Kabupaten
(Ton)
Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah Target Konsumsi Energi  Penyusunandan  Meningkatnya Jumlah Dokumen
Pencapaian Target  Jumlah Target Konsumsi Pangan  dan Protein Penetapan Target  Jumlah Dokumen  Hasil Analisis Pola
Konsumsi Pangan  Konsumsi Pangan  Perkapita/Tahun Konsumsi Pangan  Hasil Analisis Pola  Konsumsi Pangan
per Kapita per Perkapita/Tahun  sesuai dengan per Kapita per Konsumsi Pangan ~ Masyarakat, Ekspose
Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Tahun Masyarakat, Ekspose Hasil Analisa Pola
Angka Kecukupan  Gizi Hasil Analisa Pola  Konsumsi Pangan
Gizi Konsumsi Pangan ~ Masyarakat
Masyarakat
Pemberdayaan Meningkatnya Jumlah Kegiatan
Masyarakat dalam  prestasi Lomba Cipta Lomba Cipta Menu
Penganekaragaman Menu Tk. Kab, Tk. Kab, Provinsi
Konsumsi Pangan  Provinsi dan dan Nasional,
Berbasis Sumber  Nasional, Pameran, Pameran, HKP,
Daya Lokal HKP, PENAS dan PENAS dan
Pangan B2SA Pangan B2SA
berbasis sumber  berbasis sumber
daya lokal daya lokal
Program penangan  Persentase Menurunnya (Daerah Prioritas 1, Kegiatan Pembaharuan Jumlah Peta Jumlah Peta FSVA  Penyusunan, Peningkatan Jumlah dusun
pangan daerah daerah 2 dan 3) / (Total Penyusunan Peta  informasi peta, Kerawanan dan Pemutakhiran dan  pemantauan dusun  Prioritas 1,2 dan 3
rentan rawan rentan rawan Dusun/ dan dan Pangan Analisis Peta rentan dan rawan  rawan dan rentan
pangan pangan Kab. Bungo) Pangan pangan Kota. Ketahanan dan pangan pangan
Kecamatan Kerentanan Pangan
Program Persentase Meningkatnya Jumlah kelompok  Kegiatan Meningkatnya Jumlah, Jumlah pelaku PSAT
pengawasan kelompok tani Persentase tani PSAT yang Pelaksanaan Jumlah Kelompok  rekomendasi Sertifikat Prima 3 Keamanan Pangan  Jumlah pelaku PSAT yang mendapatkan
keamanan pangan  pangan segar asal  kelompok tani memenuhi syarat  Pengawasan Tani PSAT yang sertifikat Prima 3 Segar Asal yang mendapatkan  rekomendasi
tumbuhan yang pangan segar asal  mutu dan Keamanan Pangan  mendapatkan Tumbuhan Lintas  rekomendasi
i yang ngan  Segar Distribusi rekomendasi Daerah
persyaratan mutu  memenuhi (Sertifikat) dibagi  Lintas Dacrah sertifikat Kabupaten/Kota
dan keamanan persyaratan mutu  jumlah kelompok  Kabupaten/Kota
(sertifikat) pangan  dan keamanan tani PSAT yang
pangan mendapatkan
rekomendasi
sertfikat dikali 100
Penyediaan Sarana Peningkatan Jumlah Sarana dan
dan Prasarana Jumlah Sarana dan  Prasarana Pengujian
Pengujian Mutu dan Prasarana Pengujian Mutu Keamanan
Keamanan Pangan Mutu Keamanan PSAT
Segar Asal PSAT
Tumbuhan
T Indeks dan (S /3 P Jumlah T Jumlah Pencegahan Terciptanya Jumlah cakupan Sat Pol PP
Kamtrantibmas ~ ketertiban dan dan K3 yang ditangani  Gangguan gangguan keamanan dan wilayah patroli
Ketertiban Umum  Pelanggaran K3 Kenyamanan dibagi jumlah Ketentraman dan  Gangguan Gangguan Kegiatan ketentraman dan  kenyamanan petugas dan jumlah
Lingkungan pelanggaran yang  Ketertiban Ke dan dan T yang  ketertiban umum lingkungan, pengamanan/penga
diselesaikan dikali Umumdalam 1 (satu) Ketertiban Umum dilaksanakan dan  melalui deteksi dini terlaksananya walan kepala daerah
dalam 1 (satu) jumlah penanganan  dan cegah dini, patroli wilayah, serta yang dilaksanakan
pembinaan dan meningkatnya
penyuluhan, pengamanan dan
- pengawalan pejabat
daerah dan tamu
dengan baik
Penindakan atas  Terciptanya pasar  Jumlah persentase
gangguan yang tertib dan berkurangnya
ketentraman dan terciptanya pedagang liar dan
ketertiban umum  keamanan dan jumlah penanganan
berdasarkan Perda  kenyamanan unjuk rasa dan
dan Perkada melalui masyarakat formtn s
Penertiban dan
Penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan
Koordinasi Terjalinnya Jumlah kordinasi
i antar  dan i
dan P
ketertiban umum  Kab/Kota dan ketentraman dan
serta perlindungan  Pemerintah ketertiban umum
masyarakat tingkat ~Provinsi/pusat
Kabupaten/Kota bidang trantibum
dan linmas
Penyusunan SOP  Tersedianya SOP  Jumlah dokumen
Ketertiban Umum Ketertiban Umum SOP ketertiban
dan Ketentraman  dan ketentraman  umum dan
- . masyarakat ketentraman
Penegakan Perda  Persentase Perda T a Jumlah Peneg Terlaksananya Persentase Jumlah, T
dan Perkadayang  Potensi Penyakit ~ Perda/ Perkada Peraturan Daerah  Penegakan Penegakan Perda  Perda dan Perkada gakan Perda yang -
ditegaklcan dibagi jumlah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah dan yang di dan Peraturan bebas dari praktek  jumlah PSK dan
Perda/Perkada yang Peraturan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Bupati/Walikota  prostitusi dan berkurangnya Miras
atas, i Perda
kepatuhan terhadap pengawasandan  dan Perkada yang
pelaksanaan jumlah penyidikan

pelanggaran Perda

atas T daerah

Pelanggaran Perda  yang bebas dari berkurangnya

dan Perbup/Wali  penyakit Jumlah PSK,

Kota masyarakat berkurangnya
peredaran miras dan
berkurangnya

jumlah anak




TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OoPD
T Jumlah SDM  Jumlah koordinasi
Kapasitas dan Karier Koordinasi dan Peningkatan Peserta PPNS Kapasitas dan Karier dan karir PPNS dan konsultasi ke
PPNS konsultasi ke luar  Sumber Daya Iuar daerah yang
dacrah Aparatur (PPNS) dilaksanakan
Program Persentase Cakupan Terlaksananya, Cakupan wilayah  Pencegahan , Terlaksananya Cakupan wilayah  Jumlah layanan T bahan
Pencegahan, Pelayanan upaya pencegahan, layanan bahaya i upaya layanan bahaya wilayah manajemen kebakaran dalam  isi tabung damkar, ~penerimaan
dibagi Daerah alat /bahan cetak  retribusi alat apar
jumlah layanan penyelamatan, dan  penyelamatan STS, cetak stiker  dan jumlah
Kebakaran dan kebakaran dan wilayah j bahan dan retribusi dan koordinasi/konsults
Penyelamatan Non penyelamatan non  kebakaran (WMK)  berbahaya dan penyelamatan non terjalinnya i yang dilaksanakan
Kebakaran kebakaran dilali 100 beracun kebakaran kebakaran sinergisitas antara
dalam daerah pemerintah
kab/Kota dan
Pemerintah
Tingkat waktu Jumlah bencana dan  Tersedianya layanan
Tanggap 9respose kebakaran yang
time rate) Daerah ditangani dibagi dalam dan dan
Layanan Wilayah jumlah bencana - evakuasi korban .
Manajemen R
Kehakaran (WMK)
Inspeksi Peralatan  Terpenuhinya Cakupan wilayah  Jumlah sarana dan Pendataan Sarana  Tersedianya bahan Jumlah sarana dan
dan Proteksi peralatan dan layanan bahaya prasarana yang Prasarana Proteksi  peralatan proteksi  prasarana yang baik
Kebakaran proteksi kebakaran kebakaran tersedia Kebakaran kebakaran dan rusak
Pemberdayaan Terlaksananya Cakupan wilayah  Jumlah Tersedianya relawan Jumlah relawan
Masyarakat dalam  Sosialisasi dan layanan bahaya yang diberdayakan ~ Masyarakat dalam  yang tanggap dalam  yang tanggap dan
Pencegahan Edukasi Pencegahan kebakaran dalam dan terlatih
R Kebakaran terhadap
Masyarakat Kebakaran melalui
Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
Meningkatnya Persentase kelompok Program| Persentase Terwujudnya Jumlah partai Perumusan Meningkatnya Jumlah kader partai Jumlah kader partai Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah partai Kesbangpol
cakupan i cakupan yang  Peni Peran i Kader wawasan politik yang dibina  Kebijakan Teknis  jumlah kader partai politik yang politik yang dibina  Koordinasi di Bidang kinerja pembinaan politik yang dibina
wawasan Partai Politik dan  Politik kebangsaan pada tahun berjalan dan Pemantapan  politik yang memiliki dibagi jumlah kader Pendidikan Politik, partai politik
wawasan kebangsaan pendidikan wawasan Lembaga Pendidikan Pelaksanaan Bidang memiliki kompetensi partai politik dikali Btika Budaya Politik,
kebangsaan kebangsaan tahun  Melalui Pendidikan Pendidikan Politik, kompetensi dan 100 Peningkatan
(n) dikurang tahun  Politik dan Etika Budaya Politik sesuai SOP Demokrasi, Fasilitas
(n-1) dibagi Pengembangan Peningkatan Kelembagaan
kelompok Etika Serta Budaya Demokrasi, Fasilitas Pemerintahan,
masyarakatyang  Politik Kelembagaan Perwakilan dan
mendapatkan Pemerintah, Partai Politik,

pendidikan wawasan
kebangsaan tahun
(n-1) dikali 100

Perwakilan dan
Partai politik,
Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantaun Situasi

Pemilihan
Umum /Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantaun Situasi

Politik Politik di Daerah
Program Cakupan LSMdan  Meningkatnya LSM Jumlah Perumusan Meningkatnya Jumlah LSM dan  Jumlah LSMdan  Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah LSM dan
Pemberdayaan dan  Ormas Aktif dan Ormas yang LSM/ORMAS aktif  Kebijakan Teknis  Jumlah LSM dan Ormas yang aktif ~ Ormas yangaktif ~ Monitoring Evaluasi jumlah LSM dan Ormas yang dibina
Pengawasan berwawasan dibagi LSM ORMAS ~ dan Pemantapan  Ormas yang aktif pada tahun berjalan dan Pelaporan Ormas yang dibina
Organisasi kebangsaan yang dibina dikali  Pelaksanaan Bidang dibidang Pendaftaran
Kemasyarakatan 100% Pemberdayaan dan Ormas,
Pengawasan Pemberdayaan
Organisasi Ormas, Bvaluasi dan
Kemasyarakatan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Orang Asing di
Daerah
Meningkatnya Persentase cakupan  potensi konflik yang Program konflik  Terwuj Jumlah konflik yang Perumusan Jumlah konflik Persentase konflik  Jumlah konflik Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah orang yang
cakupan pencegahan dini terdeteksi dibagi  dan Pengembangan  antar umat wawasan tertangani dibagi  Kebijakan Teknis  antar-umat antar umat antar-umat Koordinasi di Bidang kinerja pelayanan  dimediasi
pencegahan dini konflik konflik dikali 100 Ketahanan Ekonomi, beragama yang kebangsaan dengan jumlah dan Pemantapan  beragama yang beragama yang beragama yang Ketahanan Ekonomi, mediasi
konflik di sosial dan Budaya tertangani konflik yang terdata Pelaksanaan Bidang tertangani tertangani tertangani dibagi  Sosial, Budaya dan
masyarakat dikali 100% Pemberdayaan dan dengan jumlah Fasilitasi
Pengawasan konflik antar-umat  Pencegahaan
Organisasi beragama yang Penyalahgunaan
Kemasyarakatan terdata dikali 100  Narkotika, Fasilitas
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan Diri
Daerah
Program Persentase Jumlah konflik Perumusan Jumlah konflik Persentase konflik  Jumlah konflik Pelaksanaan Meningkatnya Jumlah orang yang
Peningkatan penurunan sosial yang Kebijakan Teknis  sosial yang sosial yang sosial yang Monitoring, Evaluasi kinerja pelayanan  dimediasi
Kewaspadaan gangguan dibagi  dan tertangani tertangani tertangani dibagi  dan Pelaporandi  mediasi
Nasional dan lingkungan jumlah konflik Pemantapan jumlah konflik Bidang Kewaspadaan
Peningkatan sosial dikali 100%  Kewaspadaan sosial dikali 100 Dini, Kerja Sama
Kualitas dan Nasional dan Intelijen,
fasilitasi Penanganan Konflik Pemantauan Orang
Penanganan Konflik Sosial asing, Tenaga Kerja
Sosial Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitas
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, Serta
Penanganan Konflik
di Daerah
Meningkatnya Prestasi budaya lokal jumlah prestasi yang Program Jumlah peningkatan meningkatnya Jumlah festival yang Pengelolaan Meningkatnya Jumlah kesenian  Jumlah event Peningkatan Peningkatan jumlah Jumlah event Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
prestasi budaya  ditingkat provinsi dan di raih Pengembangan budaya yang pengembangan diikuti Kebudayaan yang  kebudayaan lokal lokal yang budaya pelindungan, objek pemajuan budaya yang
lokal ditingkat nasional Kebudayaan dikembangkan budaya melalui masyarakat diwujudkan dalam i
provinsi dan melalui festival seni festival seni budaya Pelakunya dalam event budaya pemanfaatan objek  dilindungi
nasional dan Budaya daerah Pemajuan dikembangkan dan
Kabupaten/Kota kebudayaan dimanfaatkan
Pembinaan Sumber peningkatan sumber jumlah sanggar
Daya manusia, daya manusia budaya yang
lembaga, dan lembaga dan pranata mendapatkan
Pranata kebudayaan kebudayaan legalitas
b jumlah kesenian  Pelindungan, peningkatan Jumlah Jumlah tradisi
Kesenian kesenian dan kesenian tradisional tradisonal yang Pengembangan, tradisi budaya yang budaya yang
Tradisional yang  Pidaya dacrah yang dilestarikan  dilestarikan dibagi r Objek i ~dan dan
masyarakat jumlah keseluruhan Pemajuan Tradisi terdokumentasi terdokumentasi
pelakunya dalam kesenian tradisional budaya
Drerah dikali 100
Kabupaten/Kota
Pembinaan Sumber Peningkatan SDM Jumlah pelaku seni
Daya manusia, lembaga dan pranata yang dibina
lembaga, dan tradisional  yang
Pranata Tradisional dibina
Pemberian Peningkatan jumlah jumlah SDM yang
Penghargaan kepada sumber daya berprestasi
pihak yang manusia yang
berprestasi atau  berprestasi dan
berkontribusi luar  diberikan
biasa sesuai dengan penghargaan
prestasi dan
kontribusinya dalam
pemajuan
elmdovean
Pembinaan Lembaga peningkatan jumlah lembaga adat jumlah lembaga adat Peningkatan ‘meningkatkan jumlah peserta
Adat yang kapasitas lembaga  yang dibina yang dibina pada pelatihan pemangku pelatihan pemangku pemangku adat yang
Penganutnya dalam adat yang dibina tahun berjalan adat untuk adat untuk dapat ditingkatkan
Daerah pemahamanarti  pemahaman  arti
Kabupaten /Kota penting peranan  penting  peranan
lembaga adat di lembaga adat  di
masyarakat masyarakat
Pengelolaan Jumlah, Meningkatnya jumlah koleksi Pengelolaan Peningkatan jumlah koleksi jumlah koleksi Pelindungan, peningkatan jumlah benda
Per i tahun N dikurang ~ Museum Fasilitasi museum yang museum yang pengembangan dan  pelindnungan sejarah yang
koleksi museum  koleksi museum  tahun N-1 Kabupaten /Kota Pengelolaan dikelola dikelola
Museum koleksi secara pemanfaatan

terpadu

koleksi secara
termadn

Pembinaan dan
peningkatan mutu
dan kapasitas
sumber daya
manusia

‘meningkatkan mutu jumlah SDM
SDM museum museum yang dibina



FUNGSI

PROSES BISNIS LEVEL 1

PROSES BISNIS LEVEL 2

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN OPD DAN oPD KEGIATAN OPD, SASARAN OPD DAN OPD
Penyediaan dan ‘meningkatnya jumlah sarana dan
pemeliharaan ketersediaan sarana prasarana dalam
sarana dan dan prasarana kondisi baik
prasarana museum museum dalam
kondisi baik
Program budaya Jumlah budaya lokal Pembinaan Sejarah Meningkatnya, Jumlah budaya lokal Jumlah budaya lokal Pemberdayaan meningkatnya Jumlah buku
sejarah sejarah lokal yang  dokumentasi budaya yang di dokumentasi Lokal dalam 1 (satu) Jumlah budaya lokal yang didokumentasi yang didokumentasi Sumber Daya ketersediaan buku  toponimi sejarah
didokumentasikan  lokal dibagi jumlah Daerah yang didokumentasi pada tahun berjalan  Manusia dan toponimi sejarah  lokal
budaya lokal dikali  Kabupaten/Kota Lembaga Sejarah  lokal
100 Lokal
[Kota
Program cagar jumlah Jumlah cagar Penetapan Cagar  Meningkatnya Jumlah cagar Jumlah cagar Pendaftaran Objek  Meningkatnya Jumlah Objek
dan pengelolaan budaya yang cagar budaya udayayang  Budaya Peringkat  jumlah cagar budaya budaya yang budaya yang Diduga Cagar jumlah cagar budaya Diduga Cagar
cagar dan budaya  ditetapkan sebagai  sebagai warisan diusulkan sebagai Kota yang di i i pada. Budaya yang didaftarkan Budaya

warisan budaya

budaya

warisan budaya.
dibagi jumlah cagar
budaya dikali 100

tahun berjalan



